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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia,1

meskipun tidak secara formal mengikrarkan sebagai negara Islam, undang-

undang Islam pertama tentang perkawinan yang lahir setelah merdeka di

Indonesia adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 1946. Undang-undang diperluas

wilayah berlakunya untuk seluruh Indonesia dengan Undang-Undang No. 32

Tahun 1952, yakni undang-undang tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk,

yang mengatur masalah administrasi.2

Upaya kongkrit pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia

dimulai pada tahun 1960 yang melahirkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan. Kehadiran undang-undang tersebut disusul dengan

peraturan pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan kemudian disusul pula

dengan keluarya Peraturan Menteri Agama (Menag) dan Menteri Dalam Negeri

(Mendagri). Bagi Umat Islam diatur dalam Peraturan Menteri Agama (Menag)

No. 3 Tahun 1975, kemudian diganti dengan Peraturan Menag No. 2 Tahun

1 Negara Islam di Dunia, yaitu Turki, Cyprus, libanon, Israil, Mesir, Sudan, Yordania, Syiria,
Iran, Iraq dan Indonesia. Dedi Supriyadi dan Mustofa, Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia
Islam, (Bandung: Pustaka Fikriis, 2009), h. v

2 Khoirudin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum
Perkawinan di Dunia Islam dengan Pendekatan Integratif Interkonektif, (Yogyakarta: ACAdeMIA,
2013), h. 1
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1990. Bagi agama selain Islam diatur dalam Putusan Menteri Dalam Negeri

(Mendagri) No. 221a Tahun 1975, Tanggal 1 Oktober 1975 tentang Pencatatan

Perkawinan dan Perceraian pada Kantor Catatan Sipil. Pada tahun 1983 lahir

pula PP No. 10 yang mengatur tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi

Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang diperbarui dengan PP No. 45 pada Tahun

1990.3

Pada hakekatnya, telah ada bentuk usaha pembaharuan terhadap hukum

perkawinan yang berlaku, misalnya pada tanggal 1 Oktober 1950, Menteri

Agama membentuk suatu Panitia Penyelidik yang bertugas meneliti kembali

semua peraturan mengenai perkawinan serta menyusun RUU Perkawinan yang

sesuai dengan perkembangan zaman. RUU itu selanjutnya diajukan ke DPR oleh

3 Pada tahun 1989 lahir UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diperbaharui
dengan UU No. 3 tahun 2006, tentang perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan
Agama. Pembaharuan ini berlanjut sampai berhasil disusun Kompilasi Hukun Islam di Indonesia
(KHI), mengenai perkawinan., pewarisan dan perwakafan, pada tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam
ini berlaku dengan Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, tanggal 10 Juni 1991, yang kemudian diikuti
dengan keluarnya Keputusan Menag RI. No. 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden
No. 1 Tahun 1991 tersebut. Sehubungan dengan Penerapan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, ada
empat ketetapan yang berhubungan. 1) Keputusan Bersama Ketia Mahkamah Agung dan Menteri
Agama No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985, yang ditetapkan di Yogyakarta tanggal 21 Maret
1985, tentang Penunjukan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Hukum Islam memalui Yurisprodensi. 2)
Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, yang ditetapkan di Jakarta, tanggal 10 Juni 1991, tentang Intruksi
Penyebar Luasan  Kompilasi Hukum Islam. 3) Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991, yang
ditetapkan di Jakarta tanggal 22 Juni 1991, tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Republik Indonesia
No. 1 Tahun 1991. 4) Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam No.
3694/EV/HK.00.3/AZ/91, tentang Penyebar Luasan Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. Kemudia
pada Tahun 2006 ini lahir UU No. 3 Tahun 2006, tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989.
Dengan lahirnya Undang-Indang ini memberikan otoritas dan status yang lebih luas lagi kepada
Pengadilan Agama. Sebab disebutkan dalam pasal 49, “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang
memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama
Islam dibidang: Perkawinan; Waris; Wasiat; Hibah; Wakaf; Zakat; Infaq; Shadaqah dan Ekonomi
Syari’ah.Khoirudin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia, Op.Cit., h. 1-2
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pemerintah pada tahun 1958. Namun DPR ketika itu membekukan melalui Dekrit

Presiden, 5 Juni 1959.

Undang-Undang Perkawinan (UUP) ini pertama di Indonesia yang

mengatur tentang perkawinan secara nasional. Sebelum itu, urusan perkawinan

diatur dalam ragam hukum, yaitu hukum adat bagi masyarakat Indonesia asli;

hukum Islam bagi warga Indonesia asli yang beragama Islam: Ordonansi

Perkawinan Indonesia Kristen bagi warga Negara Indonesia yang beragama

Kristen di Jawa, Minahasa, dan Ambon; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

bagi warga Indonesia keturunan Eropa dan China; dan peraturan perkawinan

campuran bagi perkawinan campuran.

Tujuan pokok UUP adalah unifikasi atau penyeragaman hukum

perkawinan yang sebelumnya sangat beragam. Idealnya, sebagai suatu prodak

hukum, UUP perlu dikaji ulang sejauh mana efektifitasnya dalam mengatur

prilaku masyarakat  dibidang perkawinan. Namun, setelah 42 tahun berlaku

belum terlihat upaya-upaya serius untuk mengevaluasi UUP sebagai sumber

hukum dan bagaimana respon masyarakat terhadapnya serta apakah UUP itu

masih relevan untuk digunakan pada saat ini.4

Kejenjangan ini tidak hanya dilihat  pada kehidupan dan budaya yang

berkembang di masyarakat, akan tetapi juga dalam Sistem Hukum Nasional di

Indonesia. Salah satu ketentuan yang banyak disoroti adalah pasal-pasal tentang

4 Ratna Bantara Munti, Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia, (Yogyakarta:
LKiS, 2005), h. xv-xvi
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hak dan kewajiban suami isteri, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan.5

Beberapa pasal tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam undang-

undang perkawinan di atas, menarik jika dihubungkan dengan realitas dan

dinamika pemikiran masyarakat dewasa ini dengan adanya transformasi sosial

masyarakat Indonesia. Pada Pasal 30, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 32

ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal  33, secara eksplisit sebenarnya sudah

menegaskan prinsip persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan.

Masing-masing suami dan isteri dinyatakan memikul kewajiban yang sama untuk

menegakkan rumah tangga. Masing-masing suami dan isteri memiliki hak dan

kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup

bersama di masyarakat. Masing-masing suami dan isteri berhak untuk melakukan

perbuatan hukum. Masing-masing suami dan isteri bertanggungjawab terhadap

ketersediaan tempat tinggal bagi keluarga. Masing-masing suami isteri juga

5 Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta: Rajawali, 2004),
h. 238. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 30: 1) Suami isteri
memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari
susunan masyarakat. 2) Pasal 31 Ayat (1): Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan
kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
Ayat (2): Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Ayat (3): Suami adalah
kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga. 3) Pasal 32 Ayat (1): Suami isteri harus mempunyai
tempat kediaman yang tetap. Ayat (2): Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal
ini ditentukan oleh suami isteri bersama. 4) Pasal 33: Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat
menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. 5) Pasal 34 Ayat (1):
Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga
sesuai dengan kemampuannya. Ayat (2): Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
Ayat (3): jika suami atau isteri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan
kepada pengadilan.
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wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberi

bantuan lahir batin.6

Prinsip persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam pasal-

pasal yang disebutkan di atas, sayangnya tidak didukung dengan pasal-pasal yang

lain. Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), tidak saja kembali

mengukuhkan subordinasi perempuan, tetapi juga bertentangan dengan prinsip

persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan yang dinyatakan dalam

pasal-pasal lainnya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)7 pada Bab XII, tentang Hak dan

Kewajiban Suami Isteri. Bagian Kesatu secara umum pada pasal 77.8 Pada masa

6 Mustofa, Islam Membina Keluarga dan Hukum Perkawinan di Indonesia, (Yogyakarta: Kota
Kembang, 1987), h. 153. Lihat juga Muhammad Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta:
Bumi Aksara, 1996), h. 88

7 Usaha Pembaharuan Hukum Islam dilanjutkan dengan berlahirnya Kompilasi Hukum Islam
(KHI) mengenai Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan, pada akhir tahun 1991, tanggal 10 Juni
1991. Kompilasi ini berlaku dengan Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, yang kemudian diikuti
dengan keluarnya Keputusan Menag RI. No. 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden
RI. No. 1 Tahun 1991 tersebut. Sehubungan dengan keberadaan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,
ada empat ketetapanm yang berhubungan . Pertama, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung
dan Menteri Agama No. 07?KMA?1985 dan No. 25 Tahun 1985, yang ditetapkan di Yogyakarta
tanggal 21 Maret 1985, tentang Penunujukan Pelaksanaan  Proyek Pembangunan Hukum Islam
melalui Yurisprodensi. Kedua, Intruksi Presiden No. 1 tahun 1991, yang ditetapkan di Jakarta tanggal
10 Juni 1991, tentang Intruksi Penyebar Luasan Kompilasi Hukum Islam. Ketiga, Keputusan Menteri
Agama No. 154 tahun 1991 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 22 Juni 1991, tentang Pelaksanaan
Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991. Keempat, Surat Edaran Direktur Pembinaan
Badan Peradilan Agama Islam No. 3694/EV/HK.00.3/AZ/91, tentang Penyebar luasan Instruksi
Presiden No. 1 tahun 1991. Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akapress,
1995), h. 98-111

8 (1) Suami isteri memikul kewjiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah,
mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat (2) Suami isteri wajib saling
cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang
lain; (3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik
mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya; (4) suami
isteri wajib memelihara kehormatannya; (5) jika suami atau isteri melalaikan kewjibannya masing-
masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama. Pada pasal 78: (1) Suami isteri harus
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Menteri Agama Munawir Syadzali ditandai dengan lahirnya Kompilasi Hukum

Islam (KHI) pada 10 Juni 1991. KHI sesungguhnya merupakan respon

pemerintah terhadap berbagai keresahan dimasyarakat akibat beragamnya

keputusan Pengadilan Agama (Yurisprudensi) untuk suatu kasus yang sama.

Keberagaman itu merupakan konsekuensi logis dari pandangan fikih yang

menjadi referensi para hakim Agama dalam memutuskan suatu perkara.

Kemudian muncul gagasan perlunya suatu hukum positif yang dirumuskan

secara sistematis sebagai langkah awal untuk mewujutkan kodifikasi hukum

nasional. Hal tersebut bertujuan untuk unifikasi hukum. KHI mengandung dua

pengertian, di satu sisi memudahkan kerja para hakim agama, dan pihak-pihak

mempunyai tempat kediaman yang tetap. (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1),
ditentulan oleh suami isteri bersama. Pada bagian kedua, tentang Kedudukan Suami Isteri, pasal 79:
(1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga. (2) Hak dan kedudukan isteri adalah
seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup
bersama dalam masyarakat. (3) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
Pada bagian ketiga, tentang Kewajiban Suami pasal 80: (1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri
dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting
diputuskan oleh suami isteri bersama. (2) Suami wajib melidungi isterinya dan memberikan segala
sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (3) Suami wajib memberikan
pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan
bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. (4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung; a.
nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya
pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendididkan bagi anak. (5) Kewajiban suami terhadap
isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin
sempurna dari isterinya. (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya
sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat
(5) gugur apabila isteri nusyuz. Bagian keempat, tempat kediaman, pada pasal 81: (1) Suami wajib
menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
(2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan,
atau dalam iddah talak atau iddah wafat. (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan
anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat
kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan
mengatur alat-alat rumah tangga. (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan
kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat
perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.
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lainnya yang akan mencari rujukan hukum, tetapi disisi lain akan memangkas

kreativitas dan upaya-upaya ijtihad dalam bidang hukum keluarga. Padahal

persoalan terus bermunculan mengikuti dinamika masyarakat, seperti kekerasan

dalam rumah tangga (KDRT) sementara rujukan hukum tidak berubah, hal ini

pada gilirannya menimbulkan kesulitan baru bagi para hakim itu sendiri

dilapangan.9

Dari perspektif budaya Indonesia, KHI dianggap kurang mempresentasikan

kebutuhan dan keperluan umat Islam di Indonesia, karena tidak digali secara

seksama dari kearifan-kearifan lokal masyarakat diberbagai daerah, melainkan

diangkut begitu saja dari fikih klasik yang bernuansa Arab. Ketidak relevenan

fikih-fikih klasik itu, oleh karenanya disusun dalam era, kultur, dan imajinasi

yang berbeda. Bahkan disinyalir bahwa fikih klasik tersebut bukan saja tidak

relevan dengan sudut materilnya, namun juga bermasalah dalam sistem

metodologisnya, karena dianggap belum dapat menyesuaikan diri dalam

menghadapi transformasi sosial.10

Kebijakan-kebijakan pemerintah, terutama yang dikeluarkan pada masa

Orde Baru, tidak terlepas dari kepentingan politik dan ekonomi pemerintah.

Sebagaimana diketahui, untuk kembali membangun perekonomian negara yang

saat itu bangkrut, pemerintah Orde Baru melakukan upaya pembangunan.

Paradigma yang digunakan adalah modernisasi dengan pertumbuhan ekonomi

9 Ratna Bantara Munti, Posisi Perempuan, Op.Cit., h. xvii
10 Ratna Bantara Munti, Posisi Perempuan, Op.Cit., h. xviii
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dan stabilitas politik sebagai acuan utamanya. Seluruh anggota masyarakat,

termasuk kaum perempuan, dimobilisasi untuk kepentingan itu dengan kontrol

ketat dari negara.11

Kontrol tersebut dilakukan melalui berbagai kebijakan dan hukum,

kelembagaan dan ideologi yang seluruhnya yang ditujukan untuk mengejar

pertumbuhan ekonomi dan kesetabilitasan politik. Dalam konteks masyarakat

patriarkat, kebijakan ini berpengaruh besar terhadap kehidupan perempuan.

Kebijakan-kebijakan serta produk hukum berdasarkan politik dan ekonomi ini

tentunya tidak terlepas dari kepentingan. Ketika nilai-nilai dominan adalah

patriarkhi, atau ideologi gender, maka kebijakan dan hukum yang dihasilkan

akan mengukuhkan atau mengandung bias-bias patriarkhi dan ideologi gender.

Kondisi ini tentunya berpengaruh kepada implementasi dan budaya hukum

masyarakat.

Prinsip dasar dan pegangan suami dan isteri dalam mengarungi kehidupan

rumah tangga, yaitu; 1) prinsip musyawarah dan demokrasi, 2) prinsip

menciptakan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan rumah tangga, 3) prinsip

menjaga jangan sampai muncul kekerasan dalam kehidupan rumah tangga, 4)

11 Menurut Mahfudz MD., produk undang-undang tidaklah terlepas dari siapa yang menjabat
Presiden di masa tersebut. Karena berdasarkan Konstitusi maupun Politik riil, lembaga legislatif
bukan hanya DPR, sebab menurut UUD 1945, DPR hanya setengah dari seluruh lembaga legislatif,
sedangkan yang separuhnya lagi adalah presiden. Walaupun sekarang, berdasarkan hasil amandemen
atas Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, disebutkan bahwa yang memegang kekuasaan membentuk UU
adalah DPR, tetapi pembentukan itu harus dengan persetujuan Presiden. Moh. Mahfudz MD.,
Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h. 288-289
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prinsip bahwa relasi suami dan isteri adalah relasi kemitraan yang bersifat

patnersip, dan 5) prinsip keadilan.12

Berbagai hal yang melatarbelakangi lahirnya kebijakan-kebijakan dan

produk hukum sebagaimana dijabarkan diatas, menjadi alasan bagi para feminis

muslim Indonesia untuk mengkritisi ulang kebijakan-kebijakan dan produk

hukum tersebut, disesuaikan dengan dinamika dan perkembangan masyarakat

(transformasi sosial) yang menuntut adanya persamaan dan kesetaraan antara

laki-laki dan perempuan. Salah satu kebijakan dan produk hukum yang harus

dikritisi adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum

Islam, khususnya tentang tanggungjawab suami isteri. Secara historis-empiris,

masih menomerduakan perempuan, karena KHI mengukuhkan dominan dalam

fikih yang menempatkan perempuan sebagai nomor dua.

Para tokoh feminis muslim Indonesia tampaknya melihat bahwa pasal-

pasal tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tersebut terkesan (ambigo ambivalence) tidak mencerminkan

prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan. Dalam kerangka inilah penelitian ini

akan dilakukan, yaitu bagaimana para tokoh feminis muslim Indonesia melihat

tanggungjawab suami isteri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan

Kompilasi Hukum Islam dalam upaya pembaharuan hukum keluarga Islam di

Indonesia dengan semakin majunya zaman, sehingga terjadi transforasi sosial

12 Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan Undang-Undang
Negara Muslim Kontemporer, (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2013), h. 16
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yang luar biasa yang yang seakan peraturan perundang-undangan tidak mampu

lagi untuk membendungnya, maka diperlukan suatu trobosan untuk dapat

menyikapi hal tersebut, dalam hal ini seorang hakim tidak lagi menjadi corong

undang-undang, melainkan harus bersikap progresif dalam memutuskan suatu

perkara khususnya tentang perkawinan.

Pada prinsipnya, misi agama adalah membebaskan manusia dari berbagai

bentuk anarki dan ketidak adilan.13 Karena Tuhan Maha Adil, maka tidak

mungkin di dalam kitab suci-Nya mengandung konsep-konsep yang tidak

mencerminkan keadilan. Jika ada nilai atau norma yang tidak sejalan dengan

prinsip-prinsip keadilan dan hak-hak asasi secara universal, maka nilai-nilai itu

perlu direaktualisasi penafsirannya, sehingga ada pemikir kontemporer

berpendapat jika di dalam pernyataan sebuah kitab suci mengandung kesan

ketidakadilan, maka harus diselesaikan dengan dua hal. Pertama, membaca kitab

itu secara komprehensip. Kalau ternyata jelas dan tegas, maka unsur kedua perlu

diperhatikan, yakni boleh jadi yang keliru adalah persepsi manusia dalam

mendefinisikan sebuah konsep keadilan.14

Ajaran normatif al-Qur’an yang dengan tegas memandang bahwa laki-laki

dan perempuan adalah setara dihadapan Allah. Laki-laki dan perempuan

13 Anggapan bahwa beban laki-laki (beban produksi dan encari nafkah) lebih berat dari beban
isteri (beban reproduksi; mengandung, melahirkan, menyusui) tidak serta merta dapat kita terima.
Masdar F. Mas’ud, Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan,Edisi Refisi, cet. 1, (Bandung: Mizan,
2010), h. 197

14 Huzaimah Tahido Yanggo, Fikih Perempuan Kontemporer, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010),
h. v
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diciptakan untuk saling mengenal, kemulyaan manusia dilihat bukan dari jenis

kelaminnya, tetapi ketaqwaannya kepada Allah Swt., surat al-Hujarât ayat 13.15

                              
          

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang
laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa -
bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.
Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah
ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah
Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al-Hujarat [49] :13).

Dalam ayat-ayat yang lain juga disebutkan bahwa laki-laki dan perempuan

sama-sama diibaratkan seperti pakaian. Keduanya harus saling melindungi dan

menutupi kekurangannya (QS. al-Baqarah [2]:187). Laki-laki dan perempuan

beriman dan memiliki prestasi amal shalih, sama-sama akan mendapat jaminan

surga (QS. al-Nisâ’ [4]:124). Allah Swt., juga mengabulkan permohonan,

menghargai prestasi kerja dan tidak akan menyia-nyiakan amal mereka (QS. Ali

Imrân [3]: 195). Bahkan kaum laki-laki dan perempuan sama-sama disebutkan

dan dipuji dengan sifat-sifat yang baik. Mereka dijanjikan memperoleh ampunan

dan pahala yang besar (QS. al-Ahzab [33]: 35).16

Fungsi penciptaan laki-laki dan perempuan di dunia ini adalah sama, maka

tugas kemanusiaannya pun sama pula. al-Qur’an sama sekali tidak membedakan

15 Ayat diatas menjelaskan bahwa yang menentukan kemuliaan manusia ciptaan Tuhan tersebut
bukan laki-laki atau dari suku tertentu, akan tetapi karena ketakwaannya. Islam, secara tegas juga tidak
membedakan fungsi penciptaan laki-laki dan perempuan, bahkan manusia dilarang memandang rendah
orang lain, laki-laki, perempuan, bangsa dan suku. Bahwa diciptakannya laki-laki dan perempuan di
muka bumi adalah untuk menyembah kepada Allah Swt.

16 Abdul Mustaqim, Paradigma Tafsir Feminis, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008), h. 14
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kewajiban laki-laki dan perempuan dalam hal shalat, puasa, haji dan zakat dan

kewajiban untuk ber-amar ma’rûf nahî munkar, (QS. al-Taubah [9]: 71). Tentang

karunia Allah Swt., memberikan para laki-laki dan perempuan sesuai dengan apa

yang mereka usahakan (QS. al-Nisâ [4]: 32).

Dalam Islam, kedudukan perempuan dalam pembinaan rumah tangga

meiliki posisi yang signifikan. Banyak sekali ayat-ayat al-Qur’an atau hadits

Nabi Saw., yang mengajarkan tugas dan tanggung jawab kaum perempuan dalam

pembinaan rumah tangga.17 Dalam tataran normatif-idealis, Islam menghapuskan

setiap perbedaan antara sesama manusia, kecuali perbedaan yang timbul karena

kebajikan dan taqwa. Kedudukan laki-laki dan perempuan setara di hadapan

Tuhan, bukanlah pelengkap dari yang pertama.18

Ayat tersebut memberikan indikasi bahwa perempuan dan laki-laki setara,

karena keduanya sama-sama manusia seutuhnya. Kedudukan yang sama ini

berlaku baik dalam kehidupan bermasyarakat, seperti dalam kehidupan ekonomi,

politik maupun dalam kehidupan di wilayah domestik (rumah tangga). Islam

tidak memisahkan kerja publik (kemasyarakatan) dan domestik (kerumah

tanggaan). Islam tidak membagi secara rinci pembagian kerja antara laki-laki dan

perempuan. Islam menggariskan prinsip kesejajaran dan kemitraan atas dasar

17 Huzaimah Tahido Yanggo, Fikih Perempuan Kontemporer, Op.Cit., h. 38
18Fatima Mernissi dan Riffat Hassan, Setara di Hadapan Allah: Relasi Laki-Laki dan Perempuan

dalam Tradisi Islam Pasca Patriarkhi, (Yogyakarta: Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan
dan Anak [LSPPA] Yayasan Prakarsa, 1995), h. 61. Yusuf Qardlawi, Ketika Wanita Menggugat,
(Jakarta: Teras, 2004), h. 29
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musyawarah dan tolong-menolong.19 Pembagian peran suami isteri dalam

keluarga yang diinterpretasikan sebagai hak dan kewajiban, seharusnya tidak

bersifat kaku dan baku, sebaliknya dapat dimusyawarahkan menyesuaikan

dengan perkembangan masyarakat dan kondisi dan kebutuhan setiap keluarga.

Secara historis-empiris kaum laki-laki dan perempuan masih belum setara.

Dehumanisasi (al-lâ insaniyyat) terhadap kaum perempuan pernah terjadi dalam

panggung sejarah, bahkan hingga sekarang, kondisi tersebut masih kita saksikan,

betapa perdagangan perempuan, kekerasan dan pelecehan seksual terhadap

mereka seakan tidak pernah terlewatkan, dalam berita-berita kriminal, baik

melalui media massa maupun elektronik. Ironisnya, fenomena itu juga terjadi di

negara yang mengaku sebagai negara muslim, seperti di Indonesia yang

mayoritas penduduknya muslim, kaum perempuan masih dianggap sebagai kelas

dua (second class) oleh sebagian masyarakat yang belum memiliki sentivitas

gender, sehingga apresiasi terhadap kaum perempuan belum sepenuhnya

tercermin dalam pola perilaku masyarakat kita.

Kelahiran anak-anak perempuan kadang masih dianggap kurang

membanggakan dibandingkan anak laki-laki. Perlakuan dan pola asuh terhadap

anak perempuan sering masih dibedakan dengan anak laki-laki. Semua itu jika

dibiarkan tentu akan berdampak ketidakadilan dan diskriminasi gender. Padahal

al-Qur’an sebagai kitab suci secara normatif-idealis sangat menghargai

19Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur’ân (Jakarta:Paramadina,
1999), h. 37
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perempuan.20 Ini berarti masih ada kejenjangan antara yang semestinya dengan

yang senyatanya.

Ada banyak faktor yang menyebabkan kaum perempuan mengalami bias

(ketimpangan) gender, sehingga mereka belum setara. 1) budaya patriarkhi yang

sedemikian lama mendominasi dalam masyarakat, 2) faktor politik, yang belum

sepenuhnya berpihak kepada kaum perempuan, 3) faktor ekonomi, dimana sistem

kapitalisme global yang melanda dunia, sering kali justru mengekploitasi kaum

perempuan, 4) faktor intepretasi teks-teks agama yang bias gender.21

Menurut Masour Fakih ada lima faktor yang menyebabkan bias gender:

1. Adanya erogansi laki-laki yang sama sekali tidak memberikan kesempatan

pada prempuan untuk berkembang secara maksimal.

2. Adanya anggapan kalau laki-laki sebagai pencari nafkah utama dlam keluarga.

3. Adanya cultur yang selalu memenangkan laki-laki telah mengakar di

masyarakat.

4. Norma hukum dan kebijakan politik yang diskriminatif.

5. Perempuan sangat rawan pemerkosaan atau pelecehan seksual dan bila ia

terjadi akan merusak citra dan norma baik dalam keluarga dan masyarakat,

sehingga perempuan harus dikekang oleh aturan-aturan khusus yang

menerjemahkan perempuan dalam wilayah domistik saja.

20 Abdul Mustaqim, Paradikma Tafsir Feminis Membaca al-Qur’ân dengan Optik Perempuan
Pemikiran Tentang Riffat Hasan tentang Isu Gender dalam Islam, (Yogyakarta: Logung Pustaka, tt.),
h. 13-14. Yaswirman, Hukum Keluarga, (Jakarta: Rajawali, 2004), h. 124

21 Abdul Mustaqim, Paradigma Tafsir Feminis, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008), h. 15
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Menurut Nasharuddin Umar; 1) belum jelasnya antara seks dan gender

dalam mendefinisikan peren laki-laki dan perempuan. 2) pengaruh kisah-kisah

Isra’iliyyat yang berkembang luas dikawasan Timur Tengah. 3) metode

penafsiran yang selama ini banyak mengacu pada pendekatan tekstual daripada

kontekstual. 4) kemungkinan lainnya pembaca tidak netral menilai teks-teks ayat

al-Qur’an  atau dipengaruhi oleh perspektif  lain dalam membaca ayat-ayat yang

terkait dengan gender, sehingga seolah-olah dikesankan bahwa al-Qur’an

memihak kepada laki-laki dan mendukung system patriarkhi yang dinilai oleh

kalangan feminis merugikan perempuan. Bias gender bisa disebabkan oleh cara

membaca ayat-ayat gender secara persial.22

Menurut Iskandar Ritonga, bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya

diskriminasi dan ketidakadilan gender adalah; 1) adanya penafsiran kepada teks-

teks keagamaan (Islam) yang bias gender, 2) adanya konstruksi sosial (adat dan

budaya) yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak sederajat dengan

laki-laki, 3) adanya pelabelan yang merugikan kaum wanita, 4) adanya aturan

hukum yang diskrimatif hukum, 5) sikap penegak hukum yang tidak peka

terhadap masalah hukum.23

Ada beberapa perbedaan jenis dan bentuk, tempat dan waktu serta

mekanisme proses marginalisasi kaum perempuan karena perbedaan gender

tersebut. Dari sumbernya, bisa jadi dari kebijakan pemerintah, keyakinan,

22 Nasharuddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender, Op.Cit., h. 21-22
23 Sufyan, Fikih Feminis, Op.Cit., h. 12
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tafsiran agama, keyakinan tradisi dan kebiasaan atau bahkan asumsi ilmu

pengetahuan.24

Menurut Ferdinand de Saussure, yang dikutip oleh Syafiq Hasyim bahwa

ada dua macam metode dalam membaca teks, yaitu; 1) tazammuni (sinkroni),

membaca sebuah teks dengan mengaitkan sebuah realitas  masa lalu dengan

realitas masa sekarang, 2) isqathi (diakroni),  membaca sebuah teks dengan

maksna yang berkembang dengan masa kontemporer memutuskan dengan semua

ikatan makna masa lalu.25

Menurut Khoiruddin Nasution, ada dua sifat reformasi hukum yang

berkembang di Negara-Negara Islam modern yaitu; 1) intra doctrinal reform,

sifat ini Nampak dengan adanya reformasi hukum keluarga Islam yang dilakukan

dengan menggabungkan pendapat beberapa imam madzhab atau mengambil

pendapat imam madzhab diluar madzhab yang dianut. 2) ekstra doctrinal reform,

yang melakukan pembaharuan dalam hukum keluarga dengan cara memberikan

penafsiran yang baru sama sekali terhadap nash yang ada. Inilah yang kemudian

disebut dengan ijtihad.26

Beberapa pemikiran para tokoh Islam yang digolongkan ke dalam

kelompok feminis muslim terkait dengan relasi antara laki-laki dan perempuan

(relasi gender) dalam berbagai bidang kehidupan mereka. Pemikiran hukum

24 Mansour Fakih, Analisis Gender, Op.Cit., h. 14
25 Syafiq Hasyim, Hal-Hal yang Tak Pernah Terfikirkan Tentang Isu-Isu Perempuan dalam

Islam, (Bandung: Mizan, 2001), h. 266
26 Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern,

(Yogyakarta: ACAdeMIA, 2012), h. 6
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Islam dari para feminis muslim ini bisa disebut juga sebagai pemikiran hukum

Islam yang berperspektif gender. Artinya pemikiran ini tidak menunjukkan

adanya dominasi salah satu jenis kelamin (seperti laki-laki) atas jenis kelamin

lainnya (yakni perempuan), sehingga akan memunculkan ketidakadilan gender

dalam relasi laki-laki dan perempuan.

Beberapa tokoh pembela hak-hak perempuan di Indonesia, seperti Husein

Muhammad,27 Mansour Fakih,28 Masdar Farid Mas’udi,29 Musdah Mulia,30

Nasaruddin Umar,31 Syafiq Hasyim,32 Ratna Bantara Munti,33 memandang

bahwa peraturan-peraturan dalam sistem hukum nasional di Indonesia yang bias

gender dan memiliki celah untuk tidak terjadinya ketidakadilan dan diskriminasi

terhadap perempuan harus dikritisi, bahkan jika perlu direkontruksi  kembali.

Permasalahan yang kemudian menjadi menarik untuk dikaji adalah bahwa

masih ada kejenjangan antara sebenarnya dan senyatanya, yaitu antara idealis-

normative dengan historis-impiris, Undang-Undang Perkawinan di Indonesia

telah berusia 42 Tahun, undang-undang perkawinan dan KHI dibuat pada era

Pemerintahan Orde Baru, KHI tidak justru menjabarkan undang-undang

perkawinan, namun justru meneguhkan kembali subordinasi antara laki-laki dan

perempuan, sehingga undang-undang perkawinan dan KHI di Indonesia

27 Cirebon, 9 Mei 1953
28 Ngawi, 10 Oktober 1953
29 Purwokerto, 18 September 1954
30 Bone, 3 Maret 1958
31 Bone, 23 Juni 1959
32 Jepara, 18 April 1971
33 Yogyakarta, 18 Agustus 1972
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disinyalir mengadopsi dari fikih klasik yang tanpa memertimbangkan kearifan

likal di Indonesia, sehingganya undang-undang perkawinan dan KHI masih

bersifat konservatif dan hakim agama hanya sebagai corong undang-undang, dan

belum bersifat progresif, padahal peraturan dibuat untuk manusia, bukan manusia

dibuat untuk peraturan.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan

identifikasi masalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi

Hukum Islam Tahun 1991, dalam beberapa pasal yang mengatur tentang

hak dan kewajiban suami isteri menegaskan tentang prinsip kesamaan

kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Pasal-pasal yang lain justru

bertentangan dengan prinsip persamaan tersebut, dimana pihak suami lebih

tinggi kedudukannya dan lebih mendominasi dibandingkan pihak isteri.

b. Kedudukan laki-laki dan perempuan setara dihadapan Tuhan. Kemuliaan

manusia ditentukan oleh ketakwaannya. Kedudukan yang sama ini berlaku

baik dalam kehidupan bermasyarakat, seperti dalam kehidupan ekonomi,

politik maupun dalam kehidupan diwilayah domestik (rumah tangga).

Islam tidak membagi secara rinci pembagian kerja antara laki-laki dan

perempuan. Islam menggariskan prinsip kesejajaran dan kemitraan atas
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dasar musyawarah dan tolong-menolong. Maka hak dan kewajiban suami

isteri dalam keluarga seharusnya tidak bersifat kaku dan baku, sebaliknya

dapat dimusyawarahkan menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat

serta kondisi dan kebutuhan masing-masing keluarga.

c. Undang-undang perkawinan yang dibuat di era Pemerintahan Orde Baru

masih bersifat patriarkhi dan subordinasi terhadap perempuan sehingganya

hasil undang-undangnya bersifat kaku dan bias gender. Karena undang-

undang yang dibuat disinyalir mengadopsi dari fikih klasik yang secara

kontek bercorang bangsa Arab, yang kurang memperhatikan kearifan lokal,

ditambah lagi bahwa undang-undang perkawinan telah berusia 43 Tahun,

sehingganya undang-undang perkawinan dianggap konservatif dan belum

progresif dan bersifat ambigu ambivalen.

2. Batasan Masalah

Berkaitan dengan undang-undang perkawinan di Indonesia sangatlah

universal. Kajian dalam disertasi ini, peneliti hanya menganalisa pasal-pasal

yang berkenaan dengan hak dan kewajiban suami isteri, dan beberapa pasal

yang berkaitan dengannya. Titik perhatiannya adalah pasal-pasal yang secara

eksplisit bertentangan dengan prinsip kesamaan kedudukan antara laki-laki

dan perempuan, yaitu Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2).

Sementara itu, tema kajian yang akan diteliti dan dianalisis adalah; (dibuat poin a.

Kedudukan suami isteri dalam rumah tangga. b. Pembagian kerja dan pembagian
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nafkah). Serta beberapa pasal yang berkaitan dengan batasan usia perkawinan,

perwalian dan  mahar.

Berkenaan dengan gerakan feminis di dunia Islam sangatlah luas, apalagi jika

mengkaji sejarah awal gerakan feminis itu sendiri yang berasal dari dunia Barat,

maka peneliti hanya membatasi pada gerakan feminis Islam di Indonesia, sehingga

pemateri hanya terbatas pada pemikiran para tokoh pembela hak-hak perempuan di

Indonesia, karena secara konteks pemateri memfokusan pada rekontruksi undang-

undang perkawinan di Indonesia dan keadilan gender.

C. Rumusan Masalah

Penelitian ini akan menggali data-data yang relevan untuk menjawab

masalah penelitian. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana ketentuan tentang hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum

Islam?

2. Bagaimanakah ijtihad para feminis dalam merekontruksi undang-undangan

perkawinan di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam khususnya pasal yang

berkenaan dengan hak dan kewajiban suami isteri?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan latar belakang masalah dan pokok masalah

tersebut di atas, maka tujuan dari pembahasan disertasi ini adalah:
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a. Menganalisis ketentuan tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan

Kompilasi Hukum Islam.

b. Menganalisis serta merekontruksi undang-undangan perkawinan di

Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam dan keadilan gender.

2. Kegunaan Penelitian

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah,

informasi serta memperkaya khazanah intelektual keagamaan dalam

bidang kajian hukum Islam secara akademisi, berkenaan dengan undang-

undang perkawinan di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam khususnya

hak dan kewajiban suami isteri.

b. Penelitian ini juga bermanfaat bagi kehidupan sosial kemasyarakatan,

khususnya dalam urusan hukum perkawinan Islam Indonesia, karena para

feminis lebih kritis dalam menganalisa dan mengupas hal-hal yang

berkaitan dengan keadilan gender dalam menangani masalah-masalah

masyarakat Indonesia yang selalu berkembang.

E. Kajian Pustaka

Telah banyak karya ilmiah yang membahas tentang peraturan perundang-

undangan di Indonesia, antara lain:

1. Disertasi UIN Syarif Hidayatullah. Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga

Indonesia, sesuai dengan misinya, modernisasi hukum keluarga di Indonesia
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sejatinya mampu mengelola tingkah masyarakat Indonesia. Hal ini dapat

dilihat dari beberapa aspek modernisasi. Modernisasi hukum keluarga juga

telah mampu menekan angka poligami dan perceraian di Indonesia.

2. Disertasi Leiden University Belanda. Khoiruddin Nasution, Hukum

Perkawinan I, Maksud prinsip perkawinan dalam pembahasan ini adalah

norma-norma umum dan persifat prinsip yang menjadi dasar dan pegangan

suami dan isteri dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, yaitu; 1) prinsip

musyawarah dan demokrasi, 2) prinsip menciptakan rasa aman dan nyaman

dalam kehidupan rumah tangga, 3) prinsip menjaga jangan sampai muncul

kekerasan dalam kehidupan rumah tangga, 4) prinsip bahwa relasi suami dan

isteri adalah relasi kemitraan yang bersifat patnersip, dan 5) prinsip keadilan.

3. Disertasi Abdul Halim, Politik Hukum Islam di Indonesia, disertasi ini

membuktikan bahwa kebijakan transformasi hukum Islam ke dalam hukum

nasional tidak memiliki hubungan dengan perjuangan untuk menuju negara

Islam atau Islam sebagai dasar negara. Namun sebaliknya, legislasi hukum

Islam menjadi perundang-undangan negara memiliki konstribusi positif dalam

memperkuat  daya rekat umat Islam terhadap komitmen negara kebangsaan

(nation state) karena syari’ah bisa berjalan seiring dan compatible dengan

Pancasila dan UUD 1945. Proses transformasi hukum Islam menjadi hukum

nasional dinamai sebagai “teori konstitusi” dan “teori demokrasi”.34

34 Abdul Halim, Politik Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat
Depertemen Agama RI, 2008).
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4. Disertasai Abdul Mustaqim, membahas tentang “Paradigma Tafsir Feminis

Membaca al-Qur’ân dengan Optic Perempuan Membahas tentang Pemikiran

Riffat Hasan tentang Isu Gender dalam Islam”, analisis hermeneitic (fiqh

tafsîr al-ta’wîl), beliau memandang bahwa para mufassir feminis sebenarnya

hanya ingin melakukan kontektualisasi pemahaman al-Qur’an, dengan

menangkap semangat ide yang ada dibalik teks yang literal. Mereka tidak

merubah apalagi menolak al-Qur’an. Melainkan hanya ingin mengembangkan

penafsiran al-Qur’an. Karena sesungguhnya menolak suatu produk penafsiran

al-Qur’an, tidak sama dengan menolak al-Qur’an itu sendiri. Hal ini

cenderung mengkaji secara umum terkait dengan hal tersebut.

5. Disertasi Yunahar Ilyas, Seminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur’ân Klasik dan

Kontemporer, mengkaji tentang bahwa ayat-ayat al Qur’ân bersifat adil dalam

memandang derajat manusia, hanya ketaqwaanlah yang mengukur seseorang.

Dalam buku lain yang berjudul Kesetaraan Gender dalam al-Qur’an Studi

Pemikiran Para Mufassir, yang membahas tentang beberapa ayat yang

dianggap didkriminatif terhadap perempuan, yaitu tentang kesetaraan dalam

penciptaan, kesetaraan dalam hak kenabian, kesetaraan dalam perkawinan

(perwalian, perceraian, poligami, perkawinan beda agama, dan kepemimpinan

dalam keluarga), kesetaraan dalam kewarisan dan kesetaraan dalam peran

publik.35

35 Yunahar Ilyas, Seminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur’ân Klasik dan Kontemporer,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).
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6. Disertasi Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-

Qur’an, mengkaji secara tuntas terkait ayat-ayat yang dianggap bertentangan

dengan kesetaraan gender, meintepretasikan penafsiran ayat-ayat yang

dianggap tidak sesuai dengan misi agama yaitu keadilan.36

7. Disertasi Dewani Romli, Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Indonesia

dalam Perspektif Maqāshid al-Syarī’ah dan Aplikasinya (Analisis Terhadap

Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam). Mengkaji tentang CLD-KHI

khususnya terkait wali nikah, saksi dalam pernikahan, pembagian waris serta

poligami.37

Dari beberapa disertasi di atas yang berkenaan dengan rekontruksi

hukum perkawinan Islam, seperti karya Ahmad Thalabi Kharlie, disertasi ini

menerangkan kepada aturan undang-undang di Indonesia tentang penerapan

hukum khususnya perkawinan, dan belum mempresentasikan bentuk-bentuk

rekontruksi yang diinginkan oleh para pembela hak-hak perempuan, seperti yang

penulis kaji. Khoiruddin Nasution, disertasi ini sudah mempresentasikan model-

model pembaharuan hukum keluarga Islam, namun lebih luas membandingkan

bentuk-bentuk pembaharuan hukum keluarga di dunia Islam, namun disertasi ini

juga belum spesifik mengkaji seperti yang penulis kaji, yaitu keadilan gender.

Disertasi Abdul Halim, membuktikan bentuk hukum Islam di yang selalu

36 Disertasi Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur’an, (Jakarta:
Paramadina, 2001).

37 Disertasi Diwani Romli, Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Indonesia dalam Perspektif
Maqāshid al-Syarī’ah dan Aplikasinya (Analisis Terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum
Islam), (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2016).
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dinamis dan mampu memposisikan dalam situasi dan kondisi tertentu, bahkan di

Indonesia, namun juga belum mengkaji seperti yang peneliti kaji.

Terkait dengan disertasi keadilan gender, misalnya Abdul Mustaqiem,

disertasi ini lebih menekankan kepada penafsiran beberapa ayat al-Qur’an yang

disinyalir bias gender, jadi belum mempresentasikan kepada evaluasi bahkan

rekontruksi undang-undang di Indonesia seperti yang penulis kaji. Disertasi

Yunahar Ilyas, menjabarkan bentuk-bentuk penafsiran yang bias gender, namun

juga belum mempresentasikan aplikasi peraturan perundang-undangan secara

praktis di Indonesia apalagi menyentuhnya, khususnya tentang hak dan

kewajiban suami isteri seperti yang penulis kaji. Nasrudin Umar, disertasi ini

juga masih senada dengan beberapa disertasi di atas, masih belum menyentuh

peraturan-perundang-undangan di Indonesia, masih mengkaji terhadap tawaran-

tawaran gender terhadap penafsiaran ayat-ayat al-Qur’an yang dianggap masih

bias, yang tentunya juga belum secara detail mengkaji seperti yang penulis kaji.

Diwani Romli, secara umum, disertasi ini menawarkan bentuk pembaharuan

hukum perkawinan di Indonesia khususnya berkenaan dengan CLD-KHI, namun

bahwa disertasi ini hanya membatasi pada permaslahan wali nikah, saksi, waris

serta poligami. Secara khusus tidak mengakomudir tentang hak dan kewajiban

gender, dan hanya mengkaji satu gerakan perempuan khususnya yang dipimpin

oleh Musdah Mulia dan mengabaikan tokoh-tokoh pembela gender lainnya

seperti yang peneliti kaji.
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Selain disertasi tersebut di atas, juga ada beberapa penelitian yang

dilakukan oleh para pembaharu ukum Islam di Indonesia, khususnya perkawinan,

namun buku-buku tersebut juga belum secara sistematis mengkaji serta

menganalisis peraturan-perundang-undangan di Indonesia. Miaslnya; Roibin,

Penetapan Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah, membahas tentang potret

perkembangan tasyri’ di dunia Islam, dari jamannya Rasul samapi era

kontemporer ini, yang senantiasa mengalami dinamika hukum yang sangat

progresif.38 Hal senada juga dikaji oleh Anas Kholish, Epistimologi Hukum Islam

Transformatif, menyatakan bahwa epistemologi fikih sebagai produk budaya

seharusnya dimaknai secara profan bukan secara sakral. Sehingga profanitasnya

memberikan  peluang kepada generasi berikutnya untuk melakukan rekonfigurasi

bahkan redefinisi sesuai dengan kondisi kekinian dan kemodernan. Pada aras

yang sama, ersoalan yang terjadi terus berkembang, dinamis dan aktual.39

Hal itu juga dikaji oleh Fadil SJ., Pembaharuan Hukum Keluarga

Islam di Indonesia, berbicara tentang bentuk peraturan perundang-undangan di

Indonesia serta beberapa yurisprudensi yang dapat dijadikan sebagai input

peraturan dan keputusan MK terkait dengan batasan minimal usia perkawinan

serta hadhanah anak.40 Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di

Dunia Islam, membahasa tetanga beberapa peraturan perundang-undangan di

38 Roibin, Penetapan Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah, (Malang: UIN Malik Press, 2010).
39 Anas Kholish, Emistemologis Hukum Islam Transformatig, (Malang: UIN Maliki Pres
40 Fadil SJ., Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia, (Malang: UIN Malik Press,

2013).
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beberapa Negara Islam di Dunia baik yang menerapkannya hukum Islam secara

totalitas, bercampur, atau justru keluar dari fikih madzhab.41 Sirojuddin,

Legeslasi Hukum Keluaga Islam di Indonesia, hukum Islam sebenarnya sudah

berlaku sejak masuknya Islam di Indonesia. Selanjutnya Islam dijadikan sebagai

salah satu bahan dasar nasional selain hukum adat dan hukum Barat.

Mengenai keadilan gender juga telah dikaji oleh MF. Zenrif, Realitas

Keluarga Muslim antara Mitos dan Doktern Agama, memaduakan

antarakonsepsi-doktrinal agama pada satu sisi pada budaya lokal pada sisi lsin.42

Jaih Mubarok, membahas tentang pro dan kontra masalah Undang-Undang

Perkawinan, mulai dari pembentukan samapai penerapannya.43 Sofyan A.P. Pau,

Fikih Feminis Menghadirkan Teks Tandingan, membahas beberapa bias gender

dalam fikih klasik.

Hal senada juga dikaji oleh Syafiq Hasyim, Menakah Harga

Perempuan, dalam hal ini membahas tentang eksplorasi atas hak-hak reproduksi

perempuan dalam Islam, beberapa ketidak setaraan atas hak-hak laki-laki dan

perempuan.44 Husain Muhammad, Fikih Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana

Agama dan Gender. Buku ini mengetengahkan metode pemahaman wahyu

dengan memilah nilai-nilai universal yang terdiri dari penegakan keadilan,

41 Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta: Rajawali
Grafindo Persada, 2004).

42 Muhammad Zebrif, Realitas Kekuarga Muslim,  antara mitos dan doktrin Agamanya
kannbah.(Malang: : Malik UIN Malik).

43 Jaih Mubarok, Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia, (Bandung: Simbiosa
Rekatama Media, 2015).

44 Syafiq Hasyim, Menakah Harga Perempuan, (Bandung: Mizan, 2001).
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kesetaraan, kebersamaan, kebebasan dan penghargaan terhadap hak-hak orang

lain, harus menjadi dasar bagi pemikir, pandangan dan aktifitas ketika melakukan

kajian terhadap ayat-ayat al-Qur’an yang membicarakan persoalan-persoalan

yang lebih spesifik dan partikeler. Dengan kata lain Husein membedakan teks

yang berlaku universal dari teks yang berlaku persial dan temporal.45

Serta beberapa tokoh feminis lainnya, seperti Ratna Batara Munti,

Posisi Peremuan dalam Hukum Islam di Indonesia, berbicara tentang hukum

Indonesia memperlakukan wanita, bahwa pada dasarnya norma undang-undang

Indonesia memperlakukan perempuan sama kedudukannya dalam hukum positif

dan dalam pembagian hak. Laela Ahmed, Wanita dan Gender dalam Islam,

mengkaji tentang akar histori perdebatan modern terkait dengan emasipasi

wanita.

Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, mengkaji

tentang peranan wanita memiliki hak yang sama dengan laki-laki tidak hanya

dalam hal domistik saja tapi juga punya hak untuk berperan di publik.46

Abdullah, Irwan. 1997. Sangkan Paran Gender, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mengkaji tentang beberapa kesamaan peran laki-laki dan peremuan. Alimi,

Yasir. 1999. Advokasi Hak-Hak Perempuan Membela Hak-Hak Mewujudkan

Perubahan, Yogyakarta: LKiS. Mengkaji tentang beberapa hak perempuan yang

45 Husain Muhammad, Fikih Perempuan, Refleksi Kiai dan Wacana Agama dan Gender,
(Yogyakarta: LKiS, 2007).

46 Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
1999).
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masih terbelenggu yang belum ada keadilan. Aripurnami, Sita. 1999. Hak

Reproduktif Antara Kontrol dan Perlawanan Wacana Tentang Kebijakan

Kependudukan Indonesia, Jakarta: Kalyanamira. Bainar, 1998. Mengkaji tentang

beberapa kebijakan paraturan yang masih cencerung patriarkhi yang cenderung

kepada pihak laki-laki dibandingkan perempuan.

Sufyan A.P. Kau dan Zulkarnaian, Fikih Feminis Menghadirkan Teks

Tandingannya. Buku ini membahas beberapa isu bias gender, diantaranya;

perbedaan dalam cara membersihkan benda yang terkena air kencing bayi,

bersentuan dengan perempuan ketika berwudhu, wanita dilarang menjadi imam

shalat, isteri tidak boleh puasa kecuali atas ijin suami, dalam jumlah aqiqah

dibedakan jumlah kambing yang disembelih, tidak dibolehkan adanya wali dan

saksi perempuan dalam perkawinn, dan perempuan hanya dapat menjadi anggota

hakim ketua dalam pengadilan.47 M. Quraish Shihab, Membincang Persoalan

Gender, berbicara tentang beberapa ayat al-Qur’an yang beliau tafsirkan dalam

kitab karya fundamental beliau yaitu Tafsir al-Misbah, tanpa membincangkan

pemikiran para tokoh yang lain.48

Tutik Hamidah, Tikih Perempuan Berwawasan Keadilan Jender,

berbicara tentang rekontruksi perempuan dengan menggunakan paradigma

kesetaraan dan keadilan sudah banyak dilakukan oleh aktifis perempan

47 Sofyan, Fikih Feminis Menghadirkan Teks-Teks Tandingan, (Yogyakarta: Penerbit Aksara,
2014).

48 M. Quraish Shihab, Membincang Persoalan Gender, (Semarang: Rasail, 2013)
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(feminism)di dunia.49 Nasaruddin Umar, Teologi Gender Antara Mitos dan Teks

Kitab Suci, memandang bahwa al-Qur’an adalah rahmatan lil ‘alamin, al-Qur’an

berobsesi untuk mewujudkan keadilan, dan persamaan di dalam masyarakat.

Maka setiap penafsir yang telah mendiskriminasikan gender harus ditinjau

kembali, karena tidak sejalan dengan misi utama Islam.50

Sri Suhanjati, Mitos Perempuan Kurang Akal dan Agamanya dalam

Kitab Fikih Berbahasa Jawa, mengkaji tentang pemikiran Saleh Darat yang

tertuang dalam kitab Majmu’at terkait dengan persoalan jender. Bahkan

pemikiran Saleh Darat tentang persoalan kewajiban orang tua terhadap anak

terkesan controversial, yakni dianjurkannya bapak mengajari anak laki-lakinya

menulis, sedang anak perempuan tidak boleh diajari menulis.51 Mufidah, Isu-Isu

Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga, menegaskan bahwa, betapa Islam

memberikan penghargaan terhadap perempuan sebagaimana laki-laki,

diantaranya adalah surat al-Nahl ayat 97.52 Bukunya yang lain Gender di

Pesantren Salaf Why Not?, mengkaji secara tuntans tentang pembelajaran serta

pemberlakuan terhadap santri di pondok pesantren.53

49 Titik Hamidah, Fikih Feminis Berwawasan Keadilan Gender, (Malang: UIN Malik, 2011).
50 Nasarudin Umar, Teologi Jender, (Jakarta: Pustaka Cicero, 2003).
51 Sri Suhanjati, Mitos Perempuan Kurang Akal dan Agamanya dalam Kitab Fikih Berbahasa

Jawa, (Semarang:Rasail, 2013).
52 Mufidah, Isu-Isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga, (Malang: UIN Malik Press,

2010).
53 Mufidah, Gender di Pesantren Salaf Why Not?,(Malang: UIN Malik, 2010).
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Munirul Abidin, Paradigma Tafsir Perempuan di Indonesia, mengkaji

terkait dengan beberapa penafsiran tentang perempuan di Indonesia.54 Siti

Musdah Mulia, Muslimah Reformis, Perempuan Pemburu Keagamaan. Buku ini

mengetengahkan prinsip ajaran Islam yang mendasar adalah Tauhid yang berarti

menuhankan Allah SWT., konsekuensi logisnya adalah pembebasan semua

manusia dari ketidak adilan. Aturan-aturan spesifik yang terkait dengan

perempuan yang menunjukkan ketidaksetaraannya dengan laki-laki, misalnya

tentang saksi, waris, poligami, harus difahami sebagai metode pembebasan

secara bertahap, sebagaimana pembebasan perbudakan.55 Masdar F. Mas’udi,

Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan. Buku ini membahas hal-hal yang

lazim menjadi problem  dimasyarakat dengan gaya dialog, mulai dari masalah

penciptaan laki-laki dan perempuan, relasi antara suami istreri seksualitas,

perempuan sebagai imam, sampai pada perempuan menjadi pemimpin, dengan

menggunakan metode qadh’I dhanni, yang diberi pengertian baru.

Dari buku yang tersebut hanya mengkaji secara spesifik kepada

penafsiran ayat-ayat tentang gender, penawaran corak penafsiran baru, bentuk-

bentuk ketidak setaraan gender, fikih pembanding corak gender, bentuk peraturan

perundang-undangan di Indonesia yang cenderung patrelinial dan bentuk-bentuk

pembaharuan hukum keluarga, khususnya perkawinan, dalam artian belum ada

yang mengkaji secara spesifik tentang rekontrusi undang-undang perkawinan di

54 Munirul Abidin, Paradigma Tafsir Perempuan di Indonesia, (Malang: UIN Malik, 2011).
55 Siti Musdah Mulia, Muslimah Reformis, Perempuan Pemburu Keagamaan, (Bandung:

Mizan, 2005)
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Indonesia dan keadilan gender khususnya berkenaan dengan hak dan kewajiban

suami isteri.

F. Kerangka Pikir

Dalam Kaidah Fiqhiyyah, bahwa perubahan hukum dalam fikih

dibenarkan, bahkan bisa menjadi suatu keharusan jika kondisi sosiologis

masyarakat berubah. Sebuah kaidah tentang perubahan hukum yang dinisbatkan

kepada Ibnu Qayyim al-Jauziyyah56 berbunyi:

تَـغَيـَّرُ الأَحْكَامِ وَاخْتِلاَفُـهَا بتِـَغَيرُِّ الأَمْكِنَةِ وَالأَزْمِنَةِ وَالأَحْوَالِ وَالنـِّيَّاتِ وَالعَوَائدِِ 
Artinya: “Perubahan dan perbedaan hukum adalah disebabkan  perbedaan

tempat, masa kondisi, motivasi dan budaya”.

Kaidah tersebut tidak hanya dikemukakan oleh Ibnu Qoyyim,57 namun

juga oleh ulama yang lain. Seperti kaidah yang berbunyi:

لايَُـنْكِرُ تَـغَيـَّرُ الأَحْكَامِ بتِـَغَيرَِّ الأَزْمَانِ 
Artinya: “Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan masa”.

Adanya perubahan hukum seperti itu dikarenakan tujuan hukum Islam

adalah kemaslahatan manusia lahir batin, duniawi dan ukhrawi. Oleh karena itu,

meskipun kaidah-kaidah tersebut secara gamblang membolehkan adanya

perubahan hukum, namun ulama usul membatasi perubahan hukum pada bagian

56 Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (691-751H) adalah seorang Imam Sunni, cendikiawan, dan ahli
fikih yang hidup pada abad ke-13. Ia adalah ahli fikih madzhab Hanbali, disamping itu juga beliau ahli
tafsir, ahli hadits, menghafal al-Qur’an, ahli ilmu Nahwu, ahli Usul, ahli ilmu Kalam, sekaligus
seorang Mujtahid. Murid Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyyah dalam bidang Ilmu Fikih. Beberapa karya
besarnya antara lain; Tahdzib Sunan Abi Dawud, I’lam al-Muwaqqi’in an Rabbil ‘Alamin, Ighatsatul
Lahfan fi Hukmi Thalaqi al-Ghadlban, Ighatsatul Lahfan fi Masha’id al-syaithan, Bada’i’ul Fawa’id,
Amtsalul Qur’an dan Buthlanul Kimiya’ min Arba’ina Wajhan.

57 Muhammad Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin, (Bairut:
Dar al-jail, tt.), h. 3
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mu’amalat (hukum pada wilayah kemanusiaan). Dikarenakan bagian ini selalu

mengalami perubahan dan perkembangan. Suatu hukum yang ditetapkan pada

suatu masa dan tempat tertentu, bisa jadi sangat signifikan dengan kemaslahatan

manusia, tetapi dengan adanya perubahan sosial, hukum tersebut dapat menjadi

tidak signifikan lagi dengan kemaslahatan. Dan jika terjadi seperti itu, maka

hukumnya harus berubah sesuai dengan kemaslahatan manusia.

Secara operasional, acuan perubahan hukum menurut kaidah usul fikih

adalah menurut ada atau tidak adanya ‘illat hukumnya. ‘illat adalah suatu sifat

pada suatu hal yang hukumnya ditetapkan oleh nash (al-aslu), yang diatas

ditegakkan hukum. Dimana ada ‘illat disitu ada hukum, dan sebaliknya, tidak

adanya ‘illat penyebab, tidak ada hukum. Kaidah usul fikih itu adalah:

الحُكْمُ يدَُوْرُ مَعَ عِلَّتِهِ وُجُوْدًا وَعَدَمًا
Artinya: “Hukum itu beredar pada ‘illatnya, baik adanya hukum maupun tidak

adanya”

Namun ‘illat bukan satu-satunya acuan hukum. Adapun kaidah yang

menyatakan bahwa acuan hukum adalah kemaslahatan. Sebagaimana kaidah

dibawah ini:

الحُكْمُ يَـتْبَعُ المصَْلَمَةُ الرَّاجِحَةُ 
Artinya: “Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang lebih kuat.

‘Illat adalah suatu sifat yang padanya diduga terdapat tujuan hukum.

Adapaun tujuan hukum atau Maqāshid al-Syarī’ah menurut ulama usul fikih

adalah melindungi agama, jiwa, akal, harta dan kehormatan. Dikarenakan tujuan
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hukum  merupakan hal-hal yang abstrak, tidak dapat diamati, maka diperlukan

‘illat sebagai tolak ukur ada dan tidak adanya maslahat.58

Prinsip dasar al-Qur’an adalah relasi laki-laki dan perempuan adalah

keadilan (al-adālah), kesetaraan (al-musāwah), kepantasan (al-ma’rūf),

musyawarah (syurā).sehingga produk-produk tafsir yang bertentangan dengan

tafsir tersebut akan dinilai tidak tepat, terutama ketika diterapkan untuk konteks

kekinian, sebab situasi dan kondisinya  jelas berbeda sama sekali dengan zaman

dahulu. Secara materiil, bibit fikih feminis sudah ada sejak dulu, walaupun

bentuknya masih sangat sederhana yaitu sekedar katagorisasi dan klasifikasi hal-

hal mana yang menjadi urusan dan tanggungan perempuan dan hal-hal mana

yang dilarang bagi perempuan, baik dalam ibadah, muamalah maupun al-ahwâl

al-syakhsiyyah, padahal yang ditekankan adalah masih keringnya fikih dari

perspektif gender serta pembelaan yang rasional terhadap perempuan.

Fikih peminis dalam konteks tradisi Islam adalah sangat penting dan

mendesak untuk masa sekarang, dengan terwujudnya transformasi sosial

khususnya di masyarakat Indonesia dalam hal ini demi membebaskan perempuan

muslimah  dan kaum laki-laki dari struktur sosial dan system ajaran yang tidak

memungkinkan mereka membangun  pola hubungan yang sejajar dan

berkeadilan.

58 Titik Hamidah, Fikih Perempuan Berwawasan Keadilan Gender, (Malang: UIN Maliki
Press, 2011), h. 15-16



35

Dalam Islam ada hak-hak individu yang harus dibangun, hak untuk

hidup, (QS. al-Ma’idah [5]:32), hak untuk mendapatkan kehormatan, (QS. al-

Isra’ [17]: 70), (QS. al-Ahzab [33]:72), (QS. al-Baqarah[2]:30-34), (QS. al-Tin

[95]:4-6), hak untuk mendapatkan keadilan (QS. al-Ma’idah [5]:8), (QS. al-Nisa’

[4]:136). Selain itu juga perlu mengkaji kembali hadits-hadits tentang yang

ditafsirkan secara misoginisdan sering dijadikan sebagai dasar dalam

pengambilan keputusan.

Adapun yang diperjuangkan dari fikih feminis ini adalah; 1) fikih tentang

perempuan, artinya persoalan-persoalan yang dibahas adalah segala ketentuan

hukum Islam yang menyangkut tentang diri perempuan, 2) fikih untuk kaum

perempun, artinya fikih ini dirumuskan untuk kepentingan perempuan.

Al-Qur’an pada dasrnya berprinsip keadilan, kesetaraan, demokrasi dan

melakukan pergaulan dengan baik.

1. Prinsip kedilan (al-adl)

Tak diragukan lagi, bahwa pembentukan wacana fikih Islam tak

terlepas dari prinsip keadilan, para imam membangun wacana fikih dengan

keadilan dan ke-dhabit-annya. Maka dalam konteks ini bahwa prinsip

keadilan dalam fikih adalah adanya keseimbangan dalam memandang antara

hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki secara professional, sesuai

dengan hakekat asal kejadian  kedua jenis manusia yang memang diciptkan

sejajar dan seimbang oleh Allah Swt.



36

Keadilan yang seperti ini seai dengan sifat Allah Swt., yang Maha Adil

dan secara jelas dinyatakan  dalam al-Qur’an bahwa Tuhan itu tidak pernah

berbuat dhalim. al-Qur’an sebagai firman Tuhan tidak bisa dijadikan sumber

ketidak adilan kemanusiaan, dan keadilan terhadap perempuan muslimah

tidak bisa difahami sebagai berasal dari Tuhan (god-derived). Tujuan Islam

adalah memantapkan keadilan di bumi.

Kesejajaran (kesetaraan) dan keseimbangan sebagai prinsip utama

keadilan termaksud di atas harus diagendakan dalam  rangka pembentukan

fikih baru perspektif keadilan gender. Keadilan gender dimaksud adalah

memandang sejajar anatara laki-laki dan perempuan, tidak berdasarkan pada

perbedaan, tidak bersifat perbedaan-perbedaan yang bersifat kodrati.59

2. Prinsip kesetaraan (musâwah)

Kesetaraan ini haruslah meliputi berbagai lapangan dan level

kehidupan. Yang dimaksud dalam prinsip kesetaraan dalam hal ini, bukanlah

menyamakan secara fisik antara laki-laki dan perempuan. Dan ini juga

dibantah keras oleh kalangan feminis. Kesamaan atau kesetaraan disini adalah

menyamakan antara hak dan kewajiban atara laki-laki dan perempuan  di

depan Allah Swt., sebab ketidak samaan antara laki-laki dan perempuan

adalah banyaknya disebabkan oleh konstruksi sosial cultural, bukan oleh

agama itu sendiri. Allah Swt., menyatakan bahwa semua hamba Allah Swt.,

adalah setara dihadapannya. Yang membedakan adalah nilai taqwanya.

59 Syafiq Hasim, Hal-Hal yang Tak Terpikirkan, Op.Cit., h. 262
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Ketakwaan bukanlah hal yang bias gender sebab semua orang diberi hak

untuk mencapainya.60

3. Musyawarah (syura)

Meskipun musyawarah hanya disebut sekali dalam al-Qur’an, namun

dalam praktek kehidupan Rasulullah Saw., musyawarah sering dilakukan,

terutama ketika hendak melakukan strategi perang mapun hal-hal lain yang

menyangkut  kepentingan umum. Dalam musyawarah ini antara Rasul Saw.,

dan sahabat juga tidak senantiasa memiliki kesamaan pandang, bahkan

mereka terkadang bisa berbeda tajam. Hal ini terjadi misalnya ketika rasul dan

sahabat membuat strategi perang uhud.

Dalam dunia modern, konsep tentang syura ini sering diidentikkan

dengan demokrasi. Mungkin secara epistimologi memiliki kesamaan, namun

tidak berarti tidak memiliki kesamaan diantara keduanya, terutama dalam

prakteknya. Suatu kesamaan yang paling penting adalah bahwa keduanya

sama-sama melakukan penyerapan terhadap aspirasi masyarakat dan

pengambilan keputusan  tidak hanya didapatkan pada pendapat satu orang,

tapi mengikuti suara yang paling masuk  akal atau yang mendapat dukungan

terbanyak. Disinilah alasannya mengapa para intelektual Islam modern

menyamakan antara syura dan demokrasi identik sama.

Ternyata konsep syura ini tidak hanya berguna untuk hal-hal yang

bersifat makro (kehidupan publik), seperti urusan-urusan kenegaraan, tetapi

60 Ibid., h. 263
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juga berguna bagi hal-hal yang bersifat mikro (kehidupan privat), misalnya,

dalam kehidupan keluarga. Dalam konteks kehidupan keluarga, sangat

diharapkan bahwa syura ini menjadi mekanisme dalam menyelesaikan  atas

konflik yang mungkin terjadi. Dalam kaitannya dengan agenda rekonstruksi

fikih baru yang berperspektif gender, konsep syura juga diharapkan dapat

memberikan  sebuah platform epistemologis bahwa sebuah ilmu harus

disusun berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, artinya bebas dari bias-

bias tertentu, termasuk bias gender.

4. Mu’asyarah bi al-ma’rûf

Mu’asyarah bi al-ma’rûf merupakan tindakan yang memanusiakan

manusia karena prinsip ini menganggap semua manusia harus diperlakukan

dengan baik, terutama dalam berhubungan suami dan isteri. Ma’ruf tidak

hanya berkaitan dengan baik (khair), tetapi juga berisikan kebaikan yang

memperhatikan patrikularitas dan lokalitas. Pemberlakuan mu’asyarah bi al-

ma’ruf ini, sekaligus menjadikan patrikularitas-patrikularitas yang berkaitan

dengan karakter perempuan  sedikitnya bisa difahami.61

Adapun terangka teori yang digunakan dalam tulisan ini adalah teori

perpaduan antara tematik dan holistik bahwa dalam memahami undang-

undang dilakukan dengan jalan  pemahaman yang menyatu dan terpadu dalam

satu tema, kemudian hasil temuan dari kajian tersebut diselaraskan dengan

konsep dasar Islam yang difahami secara holistik terhadap al-Qur’an berupa

61 Ibid., h. 264-265
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ajaran yang mensejajarkan antara laki-laki dan perempuan, bahwa kualitas

taqwalah yang membedakan  antara seorang dengan orang lain, bukan jenis

kelamin antara laki-laki dan perempuan. Sementara maksud integratif dan

induktif adalah kajian yang menyatu terhadap semua subjek pembahasan

perkawinan/munakahat.

Berdasarkan judul disertasi rekontruksi undang-undang perkawinan di

Indonesia dan keadilan gender, maka grand teori yang disajikan yaitu teori

progresif untuk menganalisa serta memastikan relevansi undang-undang

perkawinan di Indonesia dengan keadilan gender, kemudian teori gender sebagai

dasar feminis dalam menganalisa undang-undang perkawinan di Indonesia, teori

maslahat yang digunakan penulis untuk menganalisa teori gender itu sendiri,

untuk mengukur sejauh mana maslahat yang akan dicapai.

1. Teori Progresif

Progresif secara etimologi adalah hasrat maju, selalu (lebih) maju,

meningkat.62 Hukum progresif adalah sebuah pemikiran hukum yang

berusaha memperjuangkan keadilan dan kemanfaatan, ketimbang kepastian

hukum.63 Menurut Satjipto Rahardjo, bahwa hukum adalah untuk manusia,

dan bukan sebaliknya. “Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan,

melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita”. Jika demikian, hukum

perlu kembali pada filosofis dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan

62 Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, Kamus Ilmia Populer, (Surabaya: Arkola, 1994), h.
628

63 Suteki, Masa Depan Hukum Progresif, (Jakarta: Thafa Media, 2015), h. vii
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filosofis tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum.

Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu,

hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia.

Mutu hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdi pada

kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan hukum progresif menganut

“ideologi”. Hukum yang pro-keadilan dan Hukum yang Pro-rakyat.

Dalam logika itulah revitalisasi hukum dilakukan setiap kali. Bagi

hukum progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi

pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan

waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan

dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa

harus menunggu perubahan peraturan (changing the law). Peraturan buruk

tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk

menghadikarkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, karena mereka

dapat melakukan interprestasi secara baru setiap kali terhadap suatu peraturan.

Untuk itu agar hukum dirasakan manfaatnya, maka dibutuhkan jasa pelaku

hukum yang kreatif menterjemahkan hukum itu dalam kepentingan-

kepentingan sosial yang memang harus dilayaninya.

Berdasarkan teori ini keadilan tidak bisa secara langsung ditemukan

lewat proses logis formal. Keadilan justru diperoleh lewat institusi, karenanya,

argument-argumen logis formal dicari sesudah keadilan ditemukan untuk

membingkai secara yuridis-formal keputusan yang diyakini adil tersebut. Oleh
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karena itu konsep hukum progresif, hukum tidak mengabdi bagi dirinya

sendiri, melainkan untuk tujuan yang berada di luar dirinya.

Dalam masalah penegakan hukum, terdapat 2 (dua) macam tipe

penegakan hukum progresif:

a. Dimensi dan faktor manusia pelaku dalam penegakan hukum progresif.

Idealnya, mereka terdiri dari generasi baru profesional hukum yang

memiliki visi dan filsafat yang mendasari penegakan hukum progresif.

b. Kebutuhan akan semacam kebangunan di kalangan akademisi, intelektual

dan ilmuan serta teoritisi hukum Indonesia.64

Sucipto Rahardjo menyatakan bahwa hokum progresif berangkat dari

dua asumsi dasar, yaitu; 1) hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya.

Bertolak dari asumsi dasar ini, kehadiran hukum  bukan untuk dirinya sendiri,

melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan besar. Oleh karena itu, jika terjadi

suatu masalah hukum, maka hukumnya yang harus ditinjau dan diperbaiki,

bukan manusianya yang dipaksa untuk dimasukkan pada skema-skema hukum.

2) hukum bukan merupakan institusi yang mutlak secara final, karena hukum

selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (law as a process, law in the

making).65

2. Teori Gender

64 http://sergie-zainovsky.blogspot.co.id/2012/10/teori-hukum-progresif-menurut-satjipto.html,
diunggah pada haru sabtu tanggal 12 November 2016

65 Suteki, Masa Dean Hukum Progresif, Op.Cit., h. vii



42

Gender pada dasarnya adalah perbedaan jenis kelamin yang bukan

biologis dan bukan kodrat Tuhan. Perbedaan jenis kelamin (seks) merupakan

kodrat Tuhan,66 sehingga secara permanen dan universal berbeda, sementara

gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan atas kontruksi sosial.

Satu perbedaan yang sebenarnya bukan kodrat Tuhan, tapi perbedaan yang

sengaja diciptakan, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan melalui proses

sosial dan budaya yang amat panjang.

Al-Qur’an dan sunah sebagai pedoman hidup bagi muslim,

mengandung nilai-nilai universal yang menjadi petunjuk bagi kehidupan

manusia. Nilai-nilai tersebut antara lain nilai kemanusiaan, keadilan,

kesetaraan, kemerdekaan dan sebagainya. Berkaitan dengan nilai kesetaraan

dan keadilan, Islam tidak pernah menolerir adanya perbedaan dan diskriminasi.

Terbukti bahwa posisi lelaki dan perempuan adalah setara. Antara lain QS. al-

Baqarah/2: 187, QS. Ali Imran/3: 195, QS. al-Taubah/9: 71 dan lainnya.

66 Gender berasal dari bahasa Inggris, yang jika dilihat dalam kamus, maka tidak ada penjelasan
secara ri nci perbedaan antara sek dan gender. Pengertian seks (jenis kelamin) merupakan pensifatan
atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis
kelamin tertentu. Sedangkan gender adalah sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang
dikonstruksi secara sosial maupun cultural. Karena proses sosialisasi  dan rekonstruksi berlangsung
secara mapan dan lama, akhirnya menjadi sulit dibedakan, dengan menggunakan pedoman bahwa
setiap sifat biasanya melekat pada jenis kelamin tertentu dan sepanjang sifat-sifat tersebut bisa
dipertukarkan, maka sifat tersebut adalah hasil konstruksi masyarakat, dan sama sekali bukanlah
kodrat. Ketidakadilan gender merupakan system dan struktur dimana baik kaum laki-laki dan
perempuan  menjadi korban dari system tersebut. Marginalisasi atau penganggapan tidak penting
dalam keputusan politik, pembentukan stereotype atau melalui pelabelan negative, kekerasan
(violence), beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (burden), serta sosialisasi ideologi nilai peran
gender. Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
1999), h. 7-13
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Semuanya mengedepankan prinsip setara dalam memandang perempuan dan

laki-laki, baik dari segi ibadah dan kehidupan dalam rumah tangga.

Islam mengajarkan kepada setiap orang tetang persamaan, persamaan

yang dimaksudkan ialah bahwa perempuan tidak hanya bekerja di dalam

rumah tangga saja, melainkan mereka juga berhak mengenyam pendidikan

yang setara dengan kaum laki-laki.

Konsep kesetaraan dalam rumah tangga menjadi perbincangan yang

menarik seiring dengan munculnya paham feminis yang menuntut kesetaraan

antara laki-laki dan perempuan di segala aspek. Pembicaraan mengenai kodrat

perempuan pun mewarnai perdebatan ini.

Berbicara tentang feminisme secara etimologi Emansipasi wanita,67

berarti berbicara tentang hakekat feminisme dengan mengadakan penyelidikan

tentang sifat dan realitas feminisme dengan refleksi rasional serta analisis

sintesis logic. Hal itu bisa beragam, sesuai dengan paradigmanya, yakni

pandangan para fundamental tentang pokok persoalan dari objek yang dikaji

(subjek matter).

Husein Muhammad mengatakan, secara sosiologis dan kultural, Islam

memang hadir pertama kali pada masyarakat Arab yang sangat kental

berbudaya patriarkhi. Mereka sangat mengagung-agungkan laki-laki dan

kelelakian, dan sebaliknya merendahkan potensi kaum perempuan. Budaya

67 Muhammad Dahlan Al-Barry, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya: Penerbit Arloka, 1994),
h. 174
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seperti itu ikut mempengaruhi dan membentuk kesadaran dan asumsi bahwa

perempuan adalah makhluk yang pasif, sementara laki-laki ditakdirkan untuk

terus aktif. Kesadaran dan asumsi-asumsi seperti itu, juga sangat

mempengaruhi bentuk-bentuk penghayatan keagamaan yang kita warisi sampai

saat ini.68

Menurut Syafiq, hasyim, sedikitnya ada tujuh ciri-ciri dasar perlakuan

jahiliah tehadap perempuan yang ditolak Islam, yaitu:

a. Perempuan adalah manusia yang tidak dikenal oleh undang-undang.

b. Perempuan pada masa ini dipersepsikan sebagai harta benda.

c. Perempuan tidak memiliki hak talak (cerai).

d. Perempuan tidak memiliki hak waris, tetapi bahkan diwariskan bagaikan

tanah, hewan dan benda kekayaan yang lain.

e. Perempuan tidak memiliki hak memelihara anaknya.

f. Perempuan tidak memiliki kebebasan untuk membelajakan hartanya.

g. Penguburan bayi perempuan hidup-hidup.69

Menurut Mansour Fakih, bentuk ketidakadilan antara laki-laki dan

peremuan ada beberapa tingkatan, yaitu:

a. Manifestasi ketidakadilan gender tersebut terjadi di tingkat negara.

b. Manifestasi ketidakadilan ditempat kerja.

68 Husein Muhammad, Fikih Perempuan, (Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara Yogyakarta,
2007), h. xiii

69 Syafiq Hasyim, Hal-Hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-Isu Perempuan dalam Islam,
(Bandung: Mizan Media Utama,  2001), h. 149
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c. Manifestasi ketidakadilan di didalam adat istiadat masyarakat.

d. Manifestasi ketidakadilan di adalam rumah tangga.

Dan yang paling sulit adalah merubah ketidak adilan tersebut telah

mengakar didalam keyakinan menjadi ideology kaum perempuan maupun laki-

laki.70 Para mufassir feminis sebenarnya hanya ingin melakukan

kontektualisasi pemahaman al-Qur’an, dengan menangkap semangat ide yang

ada dibalik teks yang literal. Mereka tidak merubah apalagi menolak al-Qur’an.

Melainkan hanya ingin mengembangkan penafsiran al-Qur’an. Sesungguhnya

menolak suatu produk penafsiran Al-Qur’an, tidak sama dengan menolak al-

Qur’an itu sendiri.

Model paradigma tafsir feminis, cenderung menganggap bahwa ayat-ayat

tentang relasi gender itu bersifat kontekstual, bukan merupakan statemen

normatif yang bersifat state of being, melainkan state of becoming. Dengan

kata lain, ayat-ayat seperti tentang kewarisan, poligami, kepemimpinan, jilbab,

persaksian dan hak serta kewaji dan kewajiban suami istri, hanya menjelaskan

realitas sosio historis masyarakat arab waktu itu. Namun sayang, oleh para

mufassir klasik dan para pengikutnya, ayat-ayat yang sebenarnya bersifat

sosiologis itu cenderung hanya difahami secara literal dan tekstual, sehingga

hasil penafsiran ketika dibaca dalam konteks kekinian terlihat bias gender.

70 Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
1999), h. 2
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Seiring dengan munculnya isu-isu gender yang semakin semarak

dikumandangkan oleh para aktifis perempuan, baik dalam skala lokal, nasional

maupun internasional, maka rekontruksi metode penafsiran al-Qur’an menjadi

sesuatu yang niscaya, agar dapat menghasilkan penafsiran yang lebih sensitif

gender dan mampu menangkap problem sosial kemanusiaan.

3. Teori Maslahat

Istislah secara etimologi ialah faedah, guna. Sedangkan kemaslahatan

berarti kegunaan kebaikan, manfaat dan kepentingan.71 Mengenai makna kata

manfaat yang berarti guna dan faedah. Sedangkan manfaat adalah manfaatnya,

gunanya berfaedah. Manfaat juga diartikan sebagai kebaikan (lawan kata

mudharat) yang berarti rugi atau buruk.72 suatu kemaslahatan yang tidak

disinggung oleh syarā' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk

mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan akan

mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. Mashlahat mursalah

disebut juga mashlahat yang mutlak. Karena tidak ada dalil yang mengakui

kesahan atau kebatalannya. Jadi pembentuk hukum dengan cara mashlahat

mursalah semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti

untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi

manusia.73

71 Depertemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op.Cit., h. 637
72 Ibid., h. 626
73Ibid., h. 181
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Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada dasarnya ingin

mengatur dan memberikan standarisasi dalam urusan perkawinan kepada

seluruh warga negara Indonesia, khususnya untuk warga negara yang

beragama Islam terwujudlah legislasi hukum Islam. hak dan kewajiban suami

isteri menjadi salah satu bagian dari pembaharuan hukum yang distandarisasi

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini.

G. Metode Penelitian

Upaya yang digunakan dalam upaya pembaharuan hukum, termasuk

hukum keluarga yang sangat beragam. Namun sedikitnya ada empat metode yang

sering dipakai, yaitu; 1) takhayyur, 2) talfiq, 3) siyassah syar’iyyah, dan 4) murni

memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi tanpa berdasarkan sama sekali terhadap

alasan madzhab, yang oleh para pemikir lain disebut (rekontruksi) hukum yang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Hak dan Kewajiban
Suami Istri

1. Kepemimpinan
2. Pemberian Nafkah

InterdisiplinerKeadilan Gender dan
Kemaslahatan

Rekontruksi

1. Teori Progresif
2. Teori Gender
3. Teori Maslahat
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telah ada, atau dalam istilah tafsir disebut reintrepretasi terhadap nash sesuai

dengan tuntunan zaman.74

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research),

yaitu penelitian yang kajiannya dilakukan dengan menelusuri dan menelaah

literatur atau sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan pokok bahasan

(penelitian yang difokuskan kepada bahan-bahan pustaka).75 Yang menjadi

data dalam penelitian ini adalah buku-buku fikih karya feminis muslim

sebagai sumber primer, dokumen atau bahan tertulis lain mengenai topik yang

diteliti. Data-data yang terdapat dalam buku maupun bahan tertulis lainnya

tersebut, buku-buku dan artikel tentang keadailan dan hak-hak perempuan

sebagai bahan skunder, dieksplorasi dan dianalisis secara mendalam dan pelik

untuk mendapatkan hasil yang tepat mengenai topik yang akan diteliti. Selain

kitab-kitab fikih, haditst, buku-buku teologi, filsafat, metodologi penelitian

dan kamus-kamus yang diperlukan sebagai sumber pembantu.

2. Sifat Penelitian

Kejian ini bersifat kualitatif dengan pola deskriptif, yaitu

menggabarkan apa adanya tentang undang-undang perkawinan di Indonesia

yang menfokuskan kajian pada kebijakan hukum Islam di Indonesia serta

74 Ratna Batara Munti, Posisi Perempuan dalam Hukum Islam, (Yogyakarta: LKiS, 2005), h. xi
75 Abudin Nata, Metodologi Studi Islam, (Jakarta: Rajawali Press, 2000), h. 212. Lihat

Hermawan Warsito, Pengantar Metodelogi Penelitian, (Jakarta: Gramedia Utama, 1992), h. 10
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rekontruksinya. Menurut Sumardi Suryabrata,76 secara harfiah penelitian

deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk membuat pencandraan

mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Dalam cara deskriptif,

peneliti tidak perlu mencari dan menerangkan saling hubungan akumulasi data

kasar, mentes hipotesis, membuat ramalan, walaupun hal-hal tersebut dapat

juga menjadi cakupan dalam metode deskriptif analisis.

Menurut Nana Sujana, dan Ibrahim,77 penelitian deskriptif adalah

penelitian yang berusaha mendiskrpsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian

yang terjadi pada saat sekarang, dengan mengambil masalah atau pusat

perhatian pada masalah yang aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian

dilakukan.

Ahmad Muri Yusuf,78 mengemukakan, penelitian deskriptif adalah

penelitian yang bertujuan mendeskriptifkan secara sistematik, factual dan

akurat mengenai fakta-fakta dan sifat tertentu atau mencoba menggambarkan

fenomena secara mendetail apa adanya.

Bisa digaris bawahi, jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif

ananlisis yaitu penelitian yang menjelaskan dan menggambarkan apa adanya

tentang rekontruksi undang-undang perkawinan di Indonesia dan keadilan

gender.

76 Sumardi Suryabrata, Metode Penelitian, cet. Ke-IX, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995),
h. 10

77 Nana Sudjana dan Ibrahim, Penelitian dan Penilaian Pendidikan, (Bandung: Sinar Baru,
1989), 64

78 A. Muri Yusuf, Metodologi Penelitian, (Padang: FIP IKIP Padang, 1987), h. 80
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3. Pendekatan Penelitian

Melihat objek penelitian yaitu rekontruksi undang-undang perkawinan

di Indonesia dan keadilan gender, maka penulis menggunakan pendekatan

analisis (analytical approach),79 Hal ini dilakukan melalui dua pemeriksaan.

Pertama, sang peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung

dalam aturan hukum yang berkaitan dengan undang-undang perkawinan di

Indonesia khususnya tentang hak dan kewajiban suami isteri. Kedua, menguji

istilah-istilah hukum tersebut dalam praktek melalui analisis terhadap

putusan-putusan hukum tentang hak dan kewajiban suami isteri.80

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik, yaitu penyusun berusaha

untuk menjelaskan keadaan atau hipotesa-hipotesa yang telah ada dengan

tujuan menemukan fakta (fact finding) dengan diikuti oleh analisis yang

mendalam sebagai usaha untuk mencari problem solving, khususnya

berkenaan dengan hak dan kewajiban suami isteri yang progresif, berkeadilan

gender serta bermaslahat bagi manusia81

Sebagai penelitian kualitatif, untuk menganalisis secara mendalam

tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam undang-undang perkawinan dan

keadilan gender, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan

79 Kaelan, M.S. Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat, (Paradigma, Yogyakarta, 2005),
h. 58

80 Johanny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Banyu
Media Publishing, 2006), h. 119

81 Sumardi Suryabrata, Metode Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 1995), Cet. Ke-9, h.
64. Lihat Muhammad Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h.
126
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pendekatan sejarah (historical approach).82 Pendekatan sejarah merupakan

kegiatan mengevaluasi suatu obyek masa lampau dipandang dari sudut

standart dan kebudayaan dewasa ini, baik sejarah munculnya undang-undang

perkawinan di Indonesia maupun sejarah teori yang penulis gunakan.83

Pendekatan politik (political approach) digunakan untuk mengetahui kondisi

politik saat pembentukan peraturan ataukan penerapannya. Juga pendekatan

sosiologis-antropologis, lewat sebuat perenungan dan analisis yang cukup

analitis dan objektif. Dalam penelitian ini, yang menjadi obyek masa lampau

adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya

pasal-pasal yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami isteri. Sementara,

pemikiran fikih feminis Indonesia menjadi sudut pandang baru yang akan

digunakan untuk menilai obyek masa lampau tersebut, yaitu tercapainya

keadilan gender.

Perlu ditegaskan bahwa penelitian ini akan melihat bentuk undang-

undang perkawinan di Indonesia, khususnya tentang hak dan kewajiban suami

istri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang kemudian melakukan

usaha-usaha yang progresif dan keadilan gender untuk mencapai

kemaslahatan. Pendekatan sejarah dilakukan dengan menelaah latar belakang

dan perkembangan dari materi yang diteliti. Penelaahan ini diperlukan apabila

82 Julia Branen, Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, (Jakarta: Pustaka Pelajat,
2002), h. 11. Lihat juga di Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 1990), h. 5

83 Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2007), h. 22
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peneliti ingin mengungkap materi yang diteliti pada masa lalu dan memiliki

relevansi dengan masa sekarang, lebih-lebih memiliki relevansi dalam rangka

mengungkap atau menjawab permasalahan kekinian.84 Dalam penelitian ini,

pendekatan sejarah sangat tepat digunakan untuk menggambarkan secara

kritis seluruh kebenaran dibalik lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan. Terkuaknya data dan fakta dibalik lahirnya

peraturan tersebut akan menjadi pintu masuk untuk mengetahui apakah

peraturan tersebut sudah berkeadilan gender atau belum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode

dokumentasi, yaitu pengumpulan dokumen berkaitan dengan topik penelitian.

Studi dokumentasi berkaitan erat dengan kegiatan membaca, mencatat dan

mengutip berbagai dokumen yang telah dikelompokkan menjadi sumber data

primer dan data skunder.

Dokumen adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau

peristiwa pada waktu yang lalu.85 Termasuk dalam dokumen ini antara lain

otobiografi, memoar, catatan harian, surat-surat pribadi, catatan pengadilan,

berita koran, artikel majalah, brosur, buletin, foto-foto dan dokumen laporan

tahunan dari subyek penelitian.

5. Sumber Data

84 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.  188

85 W. Gulo, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Grasindo, 2002), h. 123
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Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data

yang penyusun gunakan, yaitu sumber primer dan sumber skunder. Karena

penelitian ini bersifat kepustakaan, maka data akan digali dari buku-buku dan

bahan tertulis lainnya sebagai sumber utama. Dalam penelitian ini, Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan dijadikan sumber data

primer.86 Sedangkan sumber data primer yang digunakan untuk

mendeskripsikan pemikiran feminis Muslim Indonesia adalah:

a. Buku “Fiqh Perempuan: Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender”,

karya Husein Muhammad.

b. Pemikiran Abdul Mustaqim, membahas tentang paradikma tafsir feminis

membaca Al-Qur’an dengan optik perempuan membahas tentang

pemikiran Riffat Hasan tentang isu gender dalam Islam.

c. Syafiq Hasyim, Menakah Harga Perempuan, dalam hal ini membahas

tentang eksplorasi atas hak-hak reproduksi perempuan dalam Islam.

d. Husain Muhammad, Fikih Perempuan, membahas wacana agama dan

gender, buku yang disebutkan diatas akan menjadi alat analisis terhadap

permasalahan hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-Undang

Perkawinan dalam penelitian ini.

Selain data-data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder

yang berasal dari buku-buku yang berkaitan dengan tema penelitian, Ratna

86 Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan
menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber
informasi yang dicari.
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Batara Munti, Posisi Peremuan dalam Hukum Islam di Indonesia, Laela

Ahmed, Wanita dan Gender dalam Islam, mengkaji tentang akar histori

perdebatan modern terkait dengan emasipasi wanita. Yunahar Ilyas,

Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur’ân Klasik dan Kontemporer, dan

beberapa buku yang berkenaan dengan pemberdayaan perempuan.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis

isi (content analysis). Analisis isi digunakan untuk mengetahui secara

mendalam kandungan isi Undang-Undang Perkawinan, khususnya yang

berhubungan dengan hak dan kewajiban suami isteri. Analisis isi penting dan

relevan untuk penelitian ini karena aktifitas dalam studi ini lebih banyak

berhubungan dengan sumber-sumber tertulis.

Langkah-langkah analisis penelitian ini adalah:

a. Pengumpulan data, baik data dari sumber primer maupun data dari sumber

sekunder.

b. Reduksi (pengurangan atau penyederhanaan) data, untuk mendapatkan

pokok-pokok tema yang dianggap memiliki relevansi dengan masalah

penelitian.

c. Inferensi data, yaitu peneliti akan sensitif terhadap konteks data yang

diteliti, dengan tidak mengurangi makna analisis yang menggambarkan

konteks data.
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d. Menganalisis data melalui proses identifikasi dan menampilkan data

penting yang dapat memberikan keterangan yang memuaskan dan

kemudian disajikan dalam bentuk tulisan.

Penelitian ini juga menggunakan gender sebagai alat analisis (gender

analysis). Sebagaimana teori sosial lainnya, analisis gender adalah alat

analisis untuk memahami realitas sosial. Sebagai teori, tugas utama analisis

gender adalah memberi makna, konsepsi, asumsi, ideologi dan praktik

hubungan baru antara laki-laki dan perempuan serta implikasinya terhadap

kehidupan sosial yang lebih luas (sosial, ekonomi, politik, kultural) yang tidak

dilihat oleh teori ataupun analisis sosial lainnya.87

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan disajikan dalam lima bab, tiap-tiap bab terdiri dari

beberapa sub bab, antara bab satu dengan bab lainnya mempunyai keterkaitan.

BAB I : Pendahuluan, dalam bab I dijelaskan latar belakang masalah, identifikasi

dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan

penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pikir, kerangka teori, metode

penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II    : Pembahasan tentang Sejarah Lahirnya Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan dibagi kedalam beberapa subtema

pembahasan, yaitu sejarah undang-undang perkawinan masa

87 Mansour Faqih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
1999), h. xii-xiii
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kolonial belanda/pra kemerdekaan, undang-undang perkawinan masa

pasca kemerdekaan/orde lama, undang-undang perkawinan masa

orde baru, masa pertengahan orde baru (kompilasi hukum Islam)

latar belakang penyususnan KHI, proses penyusunan KHI,

keterlibatan perempuan dalam penyusunan KHI dan pembakuan

peran dalam KHI. Sub kedua berisikan pasal-pasal Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang hak dan kewajiban suami isteri. Sub

ketiga berisikan pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam tentang hak

dan kewajiban suami isteri.

Bab III : dibahas tentang argumentasi teoritik tentang hak dan kewajiban suami

isteri yang berbasis keadilan gender.

Bab IV : Dibahas tentang  konstruksi tentang hak dan kewajiban suami isteri

yang berkeadilan gender. Bab ini merupakan landasan teoritis yang

akan digunakan sebagai alat analisis pada penelitian ini. Sub pertama

Fikih feminism, Kedua Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam

Pandangan Fikih.

Bab V Analisis kritis tentang rekontruksi undang-undang perkawinan di

Indonesia khususnya tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam

bab ini dikemukakan tentang transformasi sosial (pergeseran kondisi

masyarakat) sejak lahirnya Undang-Undang tersebut hingga

sekarang. Bab ini  juga menyajikan analisis tentang relevansi
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan

transformasi sosial dalam perspektif fikih feminis muslim

kontemporer di Indonesia untuk mencapai keadilan gender.

Bab VI : Penulisan diakhiri dengan bab lima, yang merupakan kesimpulan dari

seluruh pembahasan dan rekomendasi penelitian.
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BAB II

LANDASAN TEORI

Teori adalah kerangka intelektual yang diciptakan untuk bisa menangkap dan

menjelaskan objek yang dipelajari secara seksama. Sesuatu hal yang semula nampak

bagaikan cerita cerai berai tanpa makna sama sekali, melalui pemahaman secara teori

bisa dilihat sebagai sesuatu yang lain, sesuatu yang mempunyai wujud yang baru dan

bermakna tertentu, demikianlah apa yang dimaksud dengan teori itu.1 Oleh karena itu,

dalam disertasi ini penulis menggunakan tiga teori, yaitu terori hukum progresif,

untuk menganalisa undang-undang perkawinan yang bersifat konservatif, teori gender

sebagai alat untuk menganalisa esensi undang-undang perkawinan menuju keadilan

gender, dan teori maslahat sebagai alat untuk mencari kemaslahatan dari bentuk

rekontruksi undang-undang perkawinan yang berkeadilan gender khususnya yang

berkenaan dengan keadilan gender.

A. Hukum Progresif

1. Pengertian Hukum Progresif

Istilah progresif merupakan kata sifat yang berarti liberal, maju,

radikal, refornis, revolusioner dan toleran, kebalikan dari kata konservatif.2

Jika dikaitkan dengan hukum, maka sebagaimana dikatakan oleh Sutjipto

Rahardjo berarti hukum diharapkan mampu mengikuti perkembangan zaman,

1 Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum, (Yogyakarta: Gema Publishing, 2010), h. 1
2 Pius A Partanto dan M. Dahlan Al-Bari, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya: Arkola, 1991),

h. 628

58
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maupun menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta

mampu melayani masyakarat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari

sumberdaya manusia penegak hukum itu sendiri.3

Hukum progresif bermula dari suatu asumsi bahwa hukum adalah

untuk manusia dan bukan sebaliknya,4 sehingga hukum progresif tidak

menerima konsep hukum sebagai institusi yang bersifat mutlak dan final,

melainkan sangat ditemukan oleh kemampuannya untuk mengabdi kepada

manusia. Hukum diartikan sebagai institusi yang bertujuan mengantarkan

manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia

bahagia.5

Lahirnya konsep hukum progresif ini dilatar belakangi adanya ketidak

puasan  terhadap teori dan praktek hukum tradisional yang berkembang, serta

adanya kesadaran dikalangan praktisi hukum dan adanya kesenjangan yang

luar biasa antara hukum dan teori (law in book) dan hukum dalam kenyataan

(law in action). Factor lain yang turut mendukung lahirnya konsep hukum ini

adalah kenyataan tentang kegagalan hukum dalam memberikan respon

terhadap masalah-masalah yang terjadi pada masyarakat.6

3 Widodo Dwi Putro, Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum, cet-1, (Yogyakarta:
Genta Publishing, 2011), h. 97

4 Sutjipto Rahardjo, “Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum di
Indonesia”, dalam, Ahmad Gunawan BS dan Mu’ammar Ramadhan (Peny)., Menggagas Hukum
Progresif Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 16

5 Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, (Yogyakarta: Gema
Publishing, 2009), h. 1-2

6 Ahmad Rifa’i, Penemuan Hukum Oleh Hakimdalam Perspektif Hukum Progresif, cet-1,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 40
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Dalam ranah teoritis, hukum progresif dianggap memiliki “kedekatan

tersendiri” dengan tipe hukum responsip Nonet dan Selznick yang menipis

terhadap analisis-analisis dogmatic tetapi mengaitkan hukum kepada tujuan-

tujuan sosialnya.7 Masih dalam ranah teoritis, hukum progresif sebagaimana

dikemukakan oleh Romli Atmasasmita juga mendasarkan pada teori hukum

sociological jurisprudence ala Roscou Pound dan pragmatic legal realism ala

Eugen Ehrlic dan dikuatkan pula oleh aliran studi kritis (critical legas studies)

yang cenderung apriori terhadap segala keadaan dan bersikap anti-

foundationalism sehingga teori ini tidak meyakini keberhasilan aliran

analytical jurisprudence yang dipelopori Austin.8

Bertolak dari fakta teoritis di atas, maka cukup beralasan jika hukum

progresif seringkali dilawankan dengan teori hukum positivisme hukum yang

melihat hukum sebagai yang final dalam tatanan aplikatifnya ia menghukum

secara “hitam putih”. Kenyataan ini menurut Sabian Utsman tercermin dalam

sistem hukum di Indonesia. Dalam hal ini Sabian mengatakan, dalam

berhukum bagi Indonesia, karena masih berpandangan bahwa hukum adalah

undang-undang (tanpa memperhatikan gejolak masyarakat) sehingga tidak ada

komitmen dan moralitas untuk membangun hukum yang ideal berkeadilan

7 Sutjipto Rahardjo, Hukum Progresif, Op.Cit., h. 51
8 Romli Atmasasmita, Teori Hukum Integratif: Rekontruksi terhadap Teori Pembangunan

dan Teori Hukum Progresif, cet-1, (Yogyakarta: Gentaa Publishing, 2012), h. 91
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disamping berkepastian yang professional bukan transaksional sebagai sarana

memperkaya diri sendiri maupun golongan.9

Karakteristik lain yang diarahkan ada positivisme, sebagaimana

diungkapkan oleh Widodo, meliputi kritik teoritis dan praktis. Dalam tataran

teoritis, kelemahan positivisme hukum yang mulai disadari mulai waktu

kelemahannya dimanfaatkan oleh rezim-rezim fasis ini yang pertama kali

disuarakan oleh pendiri madzhab sejarah hukum, Friedrich Carl Von Savigny

yang kemudian dilanjutkan oleh muridnya, Puchta. Menurut aliran ini,

sekaligus sebagai penentangan  terhadap positivisme  hukum yang pada intinya

dikatakan  bahwa hukum bukan hanya yang dikeluarkan oleh penguasa dalam

bentuk undang-undang namun hukum adalah jiwa bangsa (volkgeist) dan

substansinya adalah  aturan tentang  kebiasaan hidup masyarakat.10

Sementara dalam kritis praktisnya, paradigma positivisme  hukum

yang menempatkan undang-undang sebagai hukum yang komplit pada

gilirannya menempatkan seorang hakim sebagai corong undang-undang, dalam

artian tugas hakim  hanyalah menerapkan undang-undang secara mekanis dan

linier untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat sesuai dengan bunyi

undang-undang. Namun pada kenyataannya, paradigma hukum yang

menempatkan hakim sebagai tawanan undang-undang tidak memberikan

9 Sabian Utsman, Menuju Penegakan Hukum Responsif, cet. 2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2010), h. 6
` 10 Widodo Dwi Putro, “Mengkritisi Positivisme Hukum”, dalam, Sulistyowati Irianti Irianto
dan Shidarta, ed., Metode Penelitian Hukum, edisi 1, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), h. 24
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kesempatan bagi pengadilan untuk menjadi institusi yang mendorong

perkembangan masyarakat.11

Jika disimpulkan, maka hukum progresif dapat diidentifikasikan,

merupakan benerapa karakteristik berikut ini:

a. Hukum menolak tradisi analytical yurisprodence dan sebagai paham dengan

aliran legal realism” sociological yurisprodence dan critical legal studies.

b. Hukum menolak pendapat bahwa ketertiban (order) hanya bekerja melalui

institusi-institusi kenegaraan.

c. Hukum progresif ditujukan untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal

hukum.

d. Hukum menolak status-quo serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai

teknologi yang tidak bernurani melainkan suatu institusi bermoral.

e. Hukum adalah institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada

kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.

f. Hukum progresif adalah hukum yang pro rakyat dan keadilan.

g. Asumsi dasar hukum progresif adalah hukum untuk manusia bukan

sebaliknya.

h. Hukum bukan merupakan institusi yang absolute dan final namun sangat

tergantung  pada manusia menerapkannya.

i. Hukum selalu beradea dalam proses untuk terus menjadi (law as proceses,

law in the making).12

11 Widodo Dwi Putro, “Mengkritisi”, Op.Cit., h. 28
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Hukum itu bukan merupakan institusi yang absolut dan final

melainkan sangat tergantung pada bagaimana manusia melihat dan

menggunakannya. Manusialah yang merupakan penentu bukan hukum.

Menghadapkan manusia kepada hukum mendorong kepada kita melakukan

pilihan yang rumit, tetapi pada hakekatnya teori-teori hukum yang ada dan

berakar pada dua faktor tersebut. Semakin teori bergeser pada suatu hukum,

semakin menganggap sesuatu hukum yang mutlak, otonom dan final. Semakin

bergeser kepada manusia, semakin teori itu ingin memberikan ruang kepada

manusia.13

Hukum progresif mengajarkan bahwa hukum bukanlah raja, tapi alat

untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat

kepada dunia dan manusia. Hukum yang progresif tidak ingin  menjadikan

hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan  suatu institusi yang

bermoral kemanusiaan.14

Dari hal-hal di atas, dapatlah ditarik suatu asumsi bahwa yang

mendasari hukum yang progresif itu adalah sebagai berikut:

a. Hukum ada adalah untuk manusia, dan tidak untuk dirinya sendiri.

b. Hukum selalu berada dalam status law in the making dan tidak bersifat final.

12 Romli Atmasasmita, Teori Hukum Integratif, Op.Cit., h. 88-89
13 Sutjipto Raharjo, Hukum Progresif, Op.Cit., h. 1
14 Sutjipto Raharjo, Membedah Hukum, Op.Cit., h. 228
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c. Hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan, dan bukan teknologi

yang tidak berarti murni.15

2. Sejarah Hukum Progresif

Kedekatan hukum yang progresif pada teori-teori hukum alam terletak

pada kepeduliannya terhadap sesuatu, yang oleh Hans Kalsen disebut sebagai

meta-juritical. Teori hukum alam menggunakan the search for justice daripada

lainnya, seperti yang dilakukan oleh aliran analytic jurisprudence. Hukum

yang progresif jika ditinjau oleh pemikiran hukum, lebih mendahulukan

kepentingan manusia yang lebih besar daripada menafsirkan hukum  dari sudut

logika dan peraturan.16

Hukum progresif dapat dilacak keberadaannya pada ajaran analytical

jurinprodence, yang dikembangkan oleh John Austin dan di Amerika Serikat

dikembangkan juga oleh John Chipman Gray. Austin sangat menitik beratkan

pada undang-undang sebagai hukum (yang dibuat oleh penguasa). Sedangkan

Gray lebih menitik beratkan  hukum pada keputusan pengadilan. Menurut

faham analytical jurisprudence, hukum bukan merupakan hal-hal yang ideal,

melainkan hukum merupakan hal yang empiris, yaitu hal-hal yang benar-benar

eksis dan tidak terlalu  terpaut dengan faktor alam, moralitas, atau agama.

Hukum bukan apa yang seharusnya (das sollen), melainkan hukum adalah apa

adanya (das sain). Hakim bukan sekedar menerapkan hukum, melainkan

15 Ibid., h. 228-229
16 Sutjipto Raharjo, Hukum Progresif, Op.Cit., h. 1



65

hakim juga membuat hukum ex post facto. Dalam suatu proses hukum dan

legal reosening, hakim tidak menggunakan metode silogisme, tetapi lebih

menggunakan prasangka dan personalitas dari hakim tersebut.17

Adapun jika kehadiran hukum dikaitkan pada tujuan sosialnya, maka

hukum yang progresif ini juga dekat dengan sociological jurisprudence, yang

dikembangkan oleh Uegun Ehrlich and Roscoe Pond. Menurut Ehrlich, hukum

yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam

masyarakat (living law). Adapun Pond mengatakan konsep hukum sebagai alat

merekayasa masyarakat (law as a tool of social engenering),18 memberikan

dasar bagi kemungkinan digunakannya hukum secara sadar untuk mengadakan

perubahan pada suatu masyarakat (rekayasa sosial). Dengan konsep hukum

adalah yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat dan hukum

sebagai alat rekayasa sosial diharapkan dapat dijadikan perubahan-perubahan

yang mengarah pada kebaikan pada masyarakat luas, seperti adanya persamaan

hak, terciptanya kesejahteraan masyarakat, perlindungan terhadap lingkungan

dan alam sekitarnya.19

Teori Ehrrlich dan Pond mengenai kepentingan-kepentingan sosial

merupakan  sebuah usaha yang lebih eksplisit untuk mengembangkan suatu

modal hukum yang progresif. Dalam persepektif ini, hukum yang baik

17 Munir Fuady, Filsafat dan Teori Hukum Postmodern, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005),
h. 68

18 Sutjepto Rahardji, Membedah Hukum, Op.Cit., h. 165
19 Achmad Ali, Menguak Tabir, Op.Cit., h. 100-105
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seharusnya memberikan yang lebih dari sekedar prosedur hukum. Hukum

tersebut harus berkomponen dan juga adil. Ia seharusnya mampu mengenali

keinginan publik (masyarakat) dan punya komitmen terhadap tercapainya

keadilan substantif.20

Hukum yang progresif berbagi faham juga dengan legal realism

(realisme hukum), dimana menurut madzhab ini, sumber hukum satu-satunya

bukan hanya pemegang kekuasaan negara, namun para pelaksana hukum,

terutama para hakim. Dinyatakan bahwa bentuk hukum bukan lagi sebatas

undang-undang, namun juga merupakan putusan hakim (jurisprudence) dan

tindakan-tindakan yang diakukan dan diputuskan oleh pelaksana hukum.21

Tujuan utama realisme hukum sebagaimana dikemukakan oleh Jerome Frank

dan Oliver Wendel Holmes adalah untuk membuat hukum menjadi lebih

mendengar akan kebutuhan sosial, dengan memberikan dorongan pada

perluasan bidang-bidang yang meemiliki keterkaitan secara hukum, agar cara

berfikir atau nalar hukum dapat mencakup pengetahuan di dalam konteks

sosial dan memilih pengaruh pada tindakan resmi aparat hukum.22

Perkembangan hukum progresif tidak lepas dari perkembangan tatanan

hukum sebagaimana yang dikemukakan  oleh Nonet dan Silznic23 yaitu:

20 Philip Nonet & Philip Selznic, Law & Society in Transition: Toword Responsuve law (New
York: Harper Torch Book, 1978, Rafael Edi Basco Penj. Hukum Responsip Pilihan di Masa Transisi,
Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis, (Jakarta: HuMa, 2003),
h. 59-60

21 Sutjipto Rahardjo, Membedah Hukum, Op.Cit., h. 168
22 Philipe Nonet, Loc.Cit., h. 59
23 Ibid., h. 59



67

a. Tatanan hukum yang represif, dimana hukum disubordinasikan dibawah

tatanan politik dan tatanan ekonomi.

b. Tatanan hukum yang otonom, dimana hukum berkedudukan setara

(koordinatif) dengan tatanan politik tatanan ekonomi dan tatanan sosial-

budaya.

c. Tatanan hukum yang responsif, dimana hukum berupaya untuk

mendekatkan  diri pada kebutuhan sosial dari suatu masyarakat.

Hukum yang progresif ingin menempatkan kehadirannya pada

hubungan erat dengan manusia dan masyarakat, sehingga dapat dikatakan

bahwa hukum progresif ini memiliki tipe hukum responsip, yang akan selalu

dikaitkan dengan tujuan-tujuan  diluar narasi  tekstual itu sendiri. Hukum yang

progresif akan memberikan respon terhadap perkembangan dan kebutuhan

manusia seperti kebutuhan akan kebenaran, keadilan, kesejahteraan, dan

kepedulian terhadap manusia pada umumnya.

Kemunculan hukum yang progresif, tidak bisa juga dipisahkan dari

munculnya aliran Critical Legal Studies (LCS) di Amerika Serikat apada tahun

1977, maka jika diteliti lebih dekat, keduanya mengandung substansi kritik atas

kemapanan akan aliran dalam hukum yang berlaku di Amerika Serikat. CLS

langsung menusuk jantung pikiran hukum  Amerika yang dominan, yaitu suatu

sistem hukum liberal yang didasarkan pada pikiran  politik liberal. CLS lahir

dari suatu bentuk pembangkanagan terhadap realitas sosial tentang ketidak
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adilan yang memang sangat dirisaukan oleh para ahli hukum .24 Hukum positif

telah memperlihatkan pada dirinya tidak berdaya dan telah digunakan dengan

hanya sekedar sebagai suatu alat penindas atau pemanis belaka. Oleh karena

itu, para penganut CLS berusaha untuk segera keluar dari doktrin-doktrin yang

sudah using untuk negara masuk kedalam suatu tatanan  hukum yang lebih

baik sesuai dengan perkembangan masyarakat yang damai, tidak rasialis, tidak

genderis, dan tidak korup.25

Pemikiran CLS tersebut, setidaknya telah mengilhami beberapa ahli

hukum di Indonesia, sehingga sedikit banyak pemikirannya dipengaruhi oleh

gerakan ini. Misalnya Sutjipto Rahardjo yang telah menggagas bentuk

pemikiran yang dinamakannya hukum yang progresif dengan dilatar belakangi

oleh keterprihatinan akan lemahnya law inforcement di Indonesia dewasa ini,

yang selanjutnya pemikiran tersebut berkembang dan mengilhami banyak

kalangan hukum lainnya di negeri ini.26

Teori hukum tradisional mengjarkan bahwa hukum merupakan

seperangkat aturan dan prinsip-prinsip yang memungkinkan masyarakat

mempertahankan ketertiban dan kebebasannya. Hukum haruslah netral dan

dapat diterapkan  pada siapa saja secara adil, tanpa memandang kekayaan, ras,

gender ataupun hartanya. Namun harus dipisahkan dari politik, penerapan

hukum dipengadilanpun harus dilakukan segara adil. Akan tetapi, sebenarnya

24 Munir Fuady, Aliran Hukum, Op.Cit., h. 9
25 Ibid., h. 8
26 Ahmad Rifa’i Penemuan Hukum, Op.Cit., h. 40-42
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hal tersebut tidak dapat dilakukan  secara konsekuen dalam penerapannya,

karena menurut para teoritisi post modern, hukum tidak mempunyai dasar

objektif  dan tidak ada kebenaran sebagai tempat berpijak hukum, yang ada

hanyalah kekuasaan semata yang menjadi alat kekuasaan bagi penguasa.27

Yang menjadi ukuran hukum, bukan benar atau salah, bermoral atau

tidak bermoral, melainkan hukum merupakan apa saja yang diputuskan dan

dijalankan oleh kelompok masyarakat yang paling berkuasa. Hukum harus

ditafsirkan yang nyatanya akan ditafsirkan menurut keinginan yang

menafsirkannya, dan penafsir akan menafsirkan sesuai dengan perasaan dan

kepentingan sendiri, sehingga yang namanya keadilan hanya merupakan

semboyan retorika yang digunakan oleh kelompok mayoritas menjelaskan apa

yang mereka inginkan, dan keinginan pihak minoritas tidak pernah menjadi

hasil penafsiran hukum dan akan selalu menjadi bulanan-bulanan hukum.28

Fakta di depan mata, penegakan hukum di Indonesia masih carut

parut, dan hal ini sudah diketahui, bukan hanya kepada orang yang selalu

berkecimpung dibidang hukum, tetapi juga oleh sebagian besar masyarakat

Indonesia, dan juga komunitas masyarakat International. Bahkan banyak

pendapat mengatakan bahwa penegakan hukum (law inforcement) di Indonesia

sudah pada titik nadzir. Proses penegakan hukum sudah acap kali dipandang

bersifat diskrimitatif, inkonsisten, dan hanya mengedepankan kepentingan

27 Munir Fuadi, Alirah Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum, (Bandung: Citra
Aditiya, 2003), h. 1-2

28 Ibid., h. 1-2
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kelompok tertentu, padahal sebenarnya menegakkan hukum merupakan ujung

tombak terciptanya tatanan hukum yang baik dalam masyarakat.29

Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum, sebagai rekayasa sasaran

masyarakat kearah kehidupan yang lebih baik, maka tidak hanya dibutuhkan

ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya

jaminan atas terwujudnya dari kaidah hukum dan praktek hukum, yaitu adanya

jaminan penegakan hukum yang baik.30

Berdasarkan filosofi hukum yang sebenarnya adalah bahwa “hukum

untuk manusia, bukan manusia untuk hukum”. Hukum bertugas melayani

masyarakat, bukan sebaliknya. Kualitas suatu hukum ditentukan dengan

kemampuannya untuk mengabdi pada kesejahteraan manusia (the greatest

happiness for the greatest number of people”. Oleh karena itu, apabila ada

sebuah masalah dalam suatu hukum, hukumlah yang harus ditinjau dan

diperbaiki, bukan manusianya yang dipaksa untuk dimasukkan dalam skema

hukum.

Memasukkan hukum keilmu-ilmu sosial adalah langkah yang

progresif, karena demikian, memungkinkan hukum tersebut dapat dianalisis

dan difahami secara lebih luas dan akan meningkatkan kualitas keilmuan dari

ilmu hukum.  Kemajuan ilmu-ilmu alam, ekonomi, sosial, politik seharusnya

mendorong para ahli hukum untuk melihat apa yang bisa dimanfaatkan dari

29 Ahmad Rifa’i, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, (Jakarta:
Sinar Grafika, 2014), h. 38

30 Munir Fuadi, Aliran Hukum Kritis, Op.Cit., h. 40
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temuan-temuan disiplin ilmu tersebut bagi praktek hukum. Dikatakan oleh

Schuyt, kemajuan dalam bidang-bidang ilmu diluar hukum seharusnya

menantang para ahli hukum yang baik untuk memberikan reaksi yang

memadai dan bisa memilah-milah dengan bantuan disiplin ilmu lain, mana

persoalan hukum yang dapat diselesaikan dengan baik.

Menurut Fritjof Capra, sekarang ini kita hidup dalam suasana masa

turning point. Ketidak mampuan kita untuk kembali melihat kehidupan

manusia dengan pandangan yang utuh, terjadi krisis dalam dimensi-dimensi

intelektual, moral dan spiritual manusia. Orang tidak bisa lagi memusatkan

perhatian kepada  satu objek yang dipisahkan  dari lingkungannya, melainkan

membiarkan objek tersebut  bersatu dengan lingkungannya. Metodologi harus

mengutuhkan, bukan memisah-misahkan. Pendekatan dan metode holistik itu

tidak hanya pada fisika, tetapi juga dalam kedokteran, psikologi dan ilmu-ilmu

sosial.

Memasukkan hukum keilmu-ilmu sosial adalah langkah yang

progresif, karena yang demikian memungkinkan hukum itu dianalisis dan

dipahami secara lebih luas dan  akan meningkatkan kualitas keilmuan dari

ilmu hukum. Kemajuan ilmu-ilmu alam, ekonomi, sosial, politik, seharusnya

mendorong para ahli hukum untuk melihat apa yang bisa dimanfaatkan dari

temuan-temuan disiplin-disiplin ilmu tersebut bagi praktik hukum. Dikatakan

oleh Schuyt, kemajuan dalam bidang-bidang ilmu diluar hukum seharusnya

menantang para ahli hukum yang baik untuk memberikan reaksi yang
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memadai dan bisa memilah-milah dengan disiplin ilmu lain, mana persoalan

hukum yang dapat diselesaiak dengan baik.31

Lahirnya hukum progresif pada dasarnya adalah ketidak puasan dan

keperhatian kurang puas pada kualitas penegakan hukum di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang inilah dapat dikatakan bahwa spirit hukum

progresif adalah spirit pembebasan. Pembebasan yang dimaksud adalah

sebagai berikut:

a. Pembebasan terhadap tipe, cara berfikir, asas, dan teori yang selama ini

dipakai.

b. Pembebasan terhadap kultur penegakan hukum (administration of justice)

yang selama ini berkuasa yang dirasa menghambat usaha hukum untuk

menyelesaikan persoalan.32

3. Konsep dan Karakteristik Hukum Progresif

Gagasan hukum progresif muncul didasari oleh keprihatinan terhadap

kondisi hukum di Indonesia, yang menurut pengamat hukum baik dari dalam

maupun luar negeri, sebagai salah satu hukum yang terburuk di dunia,

sehingga hukum di Indonesia memberikan kontribusi yang rendah dalam turut

mencerahkan bangsa untuk keluar dari keterpurukan  padahal hukum itu adalah

suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada  kehidupan yang

adil,  sejahtera, dan membuat manusia bahagia.

31 Suteki, Masa Depan Hukum Progresif, (Yogyakarta: Thafa Media, 2015), h. 3-4
32 Fadil SJ. Dan Nor Salam, Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia, (Malang: UIN

Maliki Press, 2014), h. 10-13
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Kata progrsif itu sendiri berasal dari kata progress yang berarti adalah

kemajuan. Jadi diharapkan hukum itu hendaknya mampu mengikuti

perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan  segala

dasar di dalamnya, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan

pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.33

Selain itu, konsep hukum progresif tidak lepas dari konsep

progresivitisme, yang bertitik tolak dari pandangan kemanusiaan, pada

dasarnya manusia itu baik, memiliki kasih sayang, serta kepedulian terhadap

sesame sebagai modal penting bagi pembangunan kehidupan berhukum bagi

masyarakat.34

Berfikir secara progresif berarti harus berani keluar dari mainstream

pemikiran absolutism hukum, kemudian menempatkan hukum dalam semua

persoalan kemanusiaan. Bekerja berdasarkan pola piker yang deperminan

hukum memang perlu. Namun hal ini bukanlah suatu hal yang mutlak harus

dilakukan manakal berhadapan dengan masalah pada suatu perkara yang

menggunakan logika hukum modern. Yang akan menciderai posisi

kemanusiaan dan kebenaran. Bekerja berdasarkan pola fikir atau  paradigma

hukum yang progresif akan melihat faktor utama dalam hukum itu adalah

manusia, sedangkan dalam paradigma hukum yang positivitas meyakini

kenenaran  hukum atas manusia. Namun boleh dimarjinalkan asal hukum tetap

33 Sutjipto Rahardjo, Membangun Hukum, Op.Cit., h. 228
34 Ibid., h. 228
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tegak. Sebaliknya, paradigma hukum progresif berfikir bahwa justru hukumlah

yang boleh dimarjinalkan untuk mendukung proses eksistensilitas

kemanusiaan, kenenaran dan keadilan.35

Agenda utama hukum progresif adalah menempatkan manusia sebagai

sentralitas utama dari perbincangan tentang hukum. Bagi hukum progresif,

hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya, dan hukum itu tidak ada

untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu untuk

harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemulyaan manusia.36

Penerimaan faktor manusia, akan membawa hukum progresif pada

kepedulin faktor berlaku (behavior experience) manusia.  Dalam paradigma

hukum yang positifistis, posisi manusia adalah untuk hukum dan logika

hukum. Sehingga manusia dapat dipaksa untuk dimasukkan kedalam hukum.

Sebaliknya untuk hukum yang progresif, menempatkan hukum untuk manusia.

Jikalau faktor kemanusiaan yang di dalamnya termasuk kebenaran dan

keadilah telah menjadi titik pembahasan hukum, maka faktor etika dan

moralitas dengan sendirinya akan ikut terseret masuk kedalamnya.37 Faktor

etika dan moral sangat perlu dalam membangun konsep hukum progresif, oleh

karena etika dan moral akan berbicara benar dan salah atau baik dan buruk,

35 Sutjipto Rahardjo, Hukum Progresif sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia,
Op.Cit., h. 5

36 Sutjipto Rahardjo, Op.Cit., h. 188.
37 A.M. Mujahidin, OP.Cit., h. 58
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yang melekat langsung pada diri manusia, jika seseorang tidak memiliki etika

dan moral, maka ia sama dengan mahluk lain yaitu seperti binatang.

Di dalam hukum progresif terkandung moralitas kemanusiaan yang

sangat kuat. Jika etika manusia dan moral telah luntur, maka pegangan hukum

tak tercapai, sehingga membangun masyarakat untuk sejahtera dan

kebahagiaan manusia tidak akan terwujud. Pembangun pondasi dan

kedatangan mental ani adalah dengan perbaiakn akhlak, pembinaan moral atau

pembinaan arakter di masyarakat, hasrus sesuaikan, sehingga dibangun

masyarakat yang damai sejahtera, masyarakan adil makmur. 38

Teori hukum progresif merupakan bagian dari proses searching for the

truth (pencarian kebenaran) yang tidak pernah berhenti. Sutjipto Rahardjo

sebagai penggagas hukum progresif mengatakan bahwa rule breaking sangat

penting dalam sistem penegakan hukum. Dalam penegakan hukum hakim dan

juga penegak hukum lainnya, harus berani membebaskan diri menggunakan

pola kaku, dan cara yang demikian sebenarnya sudah banyak terjadi, termasuk

di Amerika Serikat sekalipun. Cara inilah yang tadi disebut rule breaking.

Menurut Sutjipto Rahardjo, ada tiga cara untuk dapat melakukan rule

breaking, yaitu:

a. Dengan menggunakan kecerdasan spiritual untuk bangun dari keterpurukan

hukum dan tidak  membiarkan diri terkekang dengan cara lama.

38 Ibid., h. 213
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b. Melakukan pencarian makna lebih dalam hendaknya menjadi ukuran baru

dalam menjalankan  hukum dan bernegara hukum.

c. Hukum hendaknya dijalankan tidak menurut prinsip logika saja, tapi dengan

perasaan, keperluan dan keterlibatan (compassion) kepada kelompok yang

lemah.

Dalam perspektif hukum progresif seharusnya kita tidak boleh terus

terjebak pada formalisme hukum yang dalam praktek menunjukkan banyak

kontradisksi dan kebuntuan dalam pencarian kebenaran dan keadilan

substansial. Dalam formalisme hukum dan penegakannya dengan mata tertutup

pun, akan berjalan sistematis ibarat rumusan matematika yang jelas, tegas dan

pasti. Tidak ada kekeliruan didalamnya. Seolah hukum itu seperti hukum

automat, tinggal pencet tombol maka keadilan begitu saja akan diciptakan pula.

Formalisme telah melahirkan gejala spiral pelanggaran hukum yang tak

berhujung pangkal dan memasukkan kita kedalam kerangkeng hipokrisi

penegakan hukum.39

B. Teori Gender

1. Feminisme

Sebagian orang ternyata masih punya asumsi bahwa feminisme adalah

gerakan pemberontakan terhadap kaum laki-laki. Feminisme dianggap sebagai

suatu usaha pemberontakan kaum perempuan untuk mengingkari apa yang

39 Suteki, Masa Depan Hukum Progresif, Op.Cit., h. 38-39
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disebut sebagai kodrat atau fitrah perempuan, melawan pranata sosial yang

ada, atau institusi rumah tangga, seperti perkawinan dan sebagainya.40 Akibat

dari kesalahpahaman ini, feminisme kurang mendapat respon positif di

kalangan perempuan sendiri, lebih-lebih laki-laki, bahkan secara umum

ditolak oleh masyarakat. Maka, secara ontologisme perlu klarifikasi mengenai

apa sesungguhnya feminisme, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman yang

menyebabkan ditolaknya gagasan positif gerakan feminisme.

Secara etimologis kata “feminisme” berasal dari bahasa latin yaitu

“femina” yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan feminine, artinya memiliki

sifat-sifat keperempuanan. Kemudian kata itu ditambah “ism” menjadi

“feminism”, berarti paham keperempuanan yang ingin mengusung isu-isu

gender berkaitan dengan nasib perempuan yang belum mendapatkan

perlakuan secara adil diberbagai sektor kehidupan, baik sektor domestik,

politik, sosial, ekonomi maupun pendidikan. Dalam perkembangan

selanjutnya, kata tersebut digunakan untuk menunjuk suatu teori persamaan

kelamin (sexual exuality) dan secara historis, istilah itu muncul pertama kali

pada tahun 1895, dan sejak itu pula feminisme dikenal secara luas.41

Feminisme sebenarnya merupakan konsep yang timbul karena

perubahan sosial (social change), teori-teori pembangunan, kesadaran politik

40 Mansour Fakih, Menggeser Konsepsi Gender dan Trasformasi Sosial, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 1996), h.81. Petter Connolly, Aneka Pendekatan Studi Agama, (Yogyakarta: LKiS,
1999), h. 61

41 Lisa Tuttle, Encyclopedia of Feminisme, (New York: Facts of File Publication, 1986), h.
107. Lihat pula, John M. Echol dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, Cet. XIX, (Jakarta:
Gramedia, 1993), h. 237
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perempuan dan gerakan pembebasan kaum perempuan, termasuk pemikiran

kembali institusi keluarga dalam konteks masyarakat modern dewasa ini.42

Memang tidak mudah untuk merumuskan definisi feminisme yang dapat

diterima dan diterapkan pada semua feminis dalam semua waktu dan tempat.

Sebab feminisme tidak mengambil dasar konseptual dan paradigmanya dari

rumusan teori yang monolitik. Oleh karenanya, pengertian feminisme menjadi

multifaces (banyak wajah) dan beragam. Rumusan atau definisi tentang

feminisme bukan merupakan state of being, melainkan state of becoming yang

akan selalu dinamis. Dengan kata lain, pengertian feminisme akan mengalami

perubahan sesuai dengan  perbedaan realitas sosio-kultural, bahkan politik

yang melatarbelakangi lahirnya gerakan tersebut. Selain itu, feminisme

mengalami perkembangan disebabkan oleh perbedaan tingkat kesadaran,

persepsi serta tindakan yang dilakukan oleh para feminis sendiri.43

Feminisme secara terminologi didefinisikan sebagai suatu kesadaran

akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan dalam, masyarakat, di

tempat kerja, dan dalam keluarga, serta tindakan sadar oleh perempuan

maupun laki-laki untuk mengubah kesadaran tersebut,44 sehingga tercipta

42 Robeka G. Harsono, “Merancang Gerakan Generasi Muda Perempuan Era
Postmodernisme”, Makalah, disampaikan dalam Seminar Sehari Korp PMII Fak. Dakwah IAIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta, 5 Januari, 1994. h. 1

43 Kamla Bashin dan Nighat Said Khan, Persoalan Pokok Mengenai Feminisme dan
Relevansinya, Terj, S. Harlina, (Jakarta: Gramedia, 1995), h. 4

44 Ibid., h. 1
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suatu kondisi kehidupan yang harmoni antara laki-laki dan perempuan, bebas

dari segala bentuk, subordinasi, marginalisasi dan diskriminasi.

Pendek kata, inti dari gerakan feminisme adalah kesadaran

diskriminasi, ketidakadilan dan subordinasi perempuan, dilanjutkan dengan

adanya usaha untuk merubah keadaan tersebut menuju suatu sistem

masyarakat yang adil. Dengan demikian, untuk bisa menjadi feminis tidak

harus berjenis kelamin perempuan. Seorang laki-lakipun bisa menjadi feminis,

asal mempunyai perhatian dan kesadaran untuk mengubah ketidakadilan  dan

penindasan terhadap perempuan. Baik dalam bidang keluarga maupun

masyarakat. Dengan lain ungkapan, konsern gerakan feminisme adalah

terciptanya suatu justice (keadilan), equality (kesetaraan) dalam sistem dan

struktur masyarakat.45

Selanjutnya, dalam kategori yang lebih luas, feminisme dapat

mencakup beberapa pengertian, yaitu:

a. Feminisme  merupakan pengalaman hidup. Sebab feminisme tidak terlepas

dari sejarah munculnya, yaitu dari masyarakat patriarkhi. Dari sejarah

hidupnyalah lahir kaum perempuan yang mempunyai kesadaran feminis.

b. Feminisme sebagai alat perjuangan politik bagi pembebasan manusia.

Karena kesadaran feminisme ini, perempuan ingin melepaskan diri dari

penindasan dan ketidakadilan yang selama ini dialaminya. Perjuangannya

45 Untuk selanjutnya, diskursus tentang perlindungan al-Qur’ân terhadap perempuan dapat
dibaca dalam Syeikh ‘Abdullah bin Ibrahim Jarullah, Tanggung Jawab Wanita Muslimah, Mukhtar
Nasir (penterj.), (Solo: Pustaka Mantiq, 1996), h. 17-24
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itu diletakkan dalam bentuk persamaan hukum (legal status) hak memilih,

persamaan dengan laki-laki. Gerakan ini disebut sebagai gerakan

pembebasan (liberation movement) yang intinya menuntut persamaan

dalam struktur sosial politik.

c. Feminisme sebagai aktivitas intelektual. Artinya gerakan feminisme ini

memberikan pemahaman tentang kehidupan sosial, dimana perempuan itu

tinggal, kekuatan apa yang dapat dilakukan untuk melakukan perubahan ke

arah perbaikan nasib perempuan dan untuk mengetahui apa yang harus

diperjuangkan, bagaimana mendefinisikan bentuk-bentuk penindasan atas

perempuan dan lain sebagainya.

Gerakan feminisme secara umum merupakan suatu reaksi atas

ketimpangan dan ketidakadilan yang dihasilkan oleh suatu tatanan sosial yang

patriarkhi. Secara historis, gerakan feminisme di Barat terkait dengan lahirnya

renaissance di Italia yang membawa fajar kebangkitan kesadaran baru Eropa.

Pada saat itu muncullah para humanis yang menghargai manusia baik laki-laki

maupun perempuan sebagai individu yang bebas menggunakan akal budinya,

bebas dari pemasungan intelektual gereja.46

Pembebasan akal dari belenggu teologi Gereja, rupanya menghasilkan

revolusi ilmu pengetahuan di abad ke-17 dan mendorong lahirnya paham

liberalisme yang akhirnya melahirkan revolusi Perancis di akhir abad ke-18.

Revolusi ini kemudian menimbulkan prahara sosial politik demokratisasi

46 Fatima Mernisi, Setara Kehidupan Allah, (Yogyakarta: Yayaan Prakarsa, 1995), h. 35
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Eropa Barat. Bersamaan dengan liberalisasi sosial politik itu, kaum wanitapun

bangkit untuk memperjuangkan hak-haknya. Inilah awal mula gerakan

feminisme individualis yang dipelopori oleh Mary Wollstronecraft di Inggris

dengan bukunya a Vindication of the Right of Women pada tahun 1792.47

Dari perspektif historis tersebut, tampak bahwa feminisme  merupakan

suatu konsep, teori yang awalnya memang berasal dari Barat. Oleh sebab itu,

tidaklah mengherankan jika konsep tersebut kadang masih alergi dipakai

dalam masyarakat Indonesia khususnya dan dunia Islam pada umumnya.

Sampai saat ini, masih banyak orang yang tidak mau menerima feminisme.

Hal ini disebabkan adanya kerancuan feminisme sebagai ideologi dengan

feminisme sebagai keprihatinan terhadap yang diderita perempuan.48

Dalam perkembangan berikutnya, feminisme sebagai suatu gerakan

juga muncul di Amerika sekitar akhir abad ke-19 atau awal abad ke-20.49

Gerakan ini dulunya difokuskan untuk mendapatkan hak memilih (the right to

vote). Namun demikian, setelah hak-hak itu diperoleh pada tahun 1920,

gerakan ini sempat tenggelam lagi. Baru kurang lebih tahun 1960-an terutama

setelah Betty Friedan menerbitkan bukunya The Feminine Mystique (1963),

gerakan ini ternyata sempat mengejutkan bagi masyarakat, karena

memberikan kesadaran baru, terutama bagi kaum perempuan, bahwa peran-

47 Fatima Mernisi, Wanita di dalam Islam, Yaziar Radianti (penterj.) Wanita di dalam Islam,
(Bandung: Pustaka, 1991), h. vii

48 Jannet Racleffe Richards, The Sceptical Feminist, (USA: Pelican Book, 1984), h. 15
49 Naomi Wolf, Gegar Gender Kekuasaan Perempuan Menjelang Abad 21, (Yogyakarta:

Pustaka Semesta Press, 1997), h. 450
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peran tradisional selama ini ternyata menempatkan mereka dalam posisi yang

tidak menguntungkan, yaitu subordinasi dan marginalisasi kaum perempuan.50

Sampai akhir tahun 1980-an, teori feminisme menunjukkan pola

berulang. Analisisnya merefleksikan perundang-undangan perempuan kelas

menengah Amerika Utara dan Eropa Barat. Namun sayangnya secara

akademis ada kecenderungan di Barat untuk semakin maskulinis. Sebab

secara tidak disadari, feminis akademis di Barat telah terkooptasi oleh

hirarkhi, mekanisme kerja, cara berpikir, epistimologi dan metodologi

maskulin.51 Hal ini jelas akan dapat membahayakan feminisme itu sendiri.

Sebab suatu gerakan yang tadinya dimaksudkan untuk pembebasan

(liberation: taharrur) malah berbalik menjadi menindas (oppressive).

Maka menjadi kurang tepat dan akan mengalami banyak kendala, jika

feminisme di Barat yang cenderung bersifat patriotik yang berlebihan

diterapkan secara mentah-mentah dalam konteks Asia dan Indonesia

khususnya. Sebab di samping kultur budaya yang berbeda, sangat mungkin

50 Ratna Megawangi, “Feminisme: Menindas Peran Ibu Rumah Tangga”, dalam Ulumul
Qur’an, edisi khusus No: 5 & 6 Vol. V, 1994, h. 30-41.  Lihat pula Anang Haris Himawan, “Teologi
Feminisme dalam Budaya Global: Telaah Kritis Fiqh Perempuan”, dalam jurnal Ulumul Qur’an, No:
4 Vol VII, 1997, h. 35-42. Lihat juga Peter Beilharz, Teori-Teori Sosial Observasi Kritis Terhadap
Para Filosof Terkemuka, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 13. Siti Ruhaini Dzuhayatin,
Rekontruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2002), h. 28-29

51 Suryakusuma, “Specific Methodological Problem in Feminism Research”, dalam State
Ibuism: The Social Construction of Womenhood in Indonesia New Order, Tesis di Den Haag, 1987, h.
162-175. Lihat juga Ratna Megawangi, Membiarkan Berbeda Sudut Pandang Baru Tentang Relasi
Gender, (Bandung: Mizan Pustaka, 1999), h. 22
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ide pembahasan perempuan yang dicita-citakan akan berubah menjadi

perlawanan atau bahkan penindasan terhadap laki-laki.52

2. Macam-Macam Teori Feminis

Dalam Islam ada hak-hak individu yang harus dibangun, hak untuk

hidup, (QS. al-Ma’idah [5]:32), hak untuk mendapatkan kehormatan, (QS. al-

Isra’ [17]: 70), (QS. al-Ahzab [33]:72), (QS. al-Baqarah[2]:30-34), (QS. al-Tin

[95]:4-6), hak untuk mendapatkan keadilan (QS. al-Ma’idah [5]:8), (QS. al-

Nisa’ [4]:136). Selain itu juga perlu mengkaji kembali hadits-hadits tentang

yang ditafsirkan secara misoginisdan sering dijadikan sebagai dasar dalam

pengambilan keputusan.

Adapun yang diperjuangkan dari fikih feminis ini adalah; 1) fikih

tentang perempuan, artinya persoalan-persoalan yang dibahas adalah segala

ketentuan hukum Islam yang menyangkut tentang diri perempuan, 2) fikih

untuk kaum perempun , artinya fikih ini dirumuskan untuk kepentingan

perempuan.

Adanya ketimpangan dan ketidakadilan gender, maka muncullah

beberapa teori sebagai instrumen pembedah munculnya ketidakadilan dan

ketimpangan gender, khususnya di Indonesia, seperti teori feminis berikut:

a. Feminisme Liberal53

52 Laela Ahmed, Wanita dan Gender dalam Islam Akar-Akar Historis Perdebatan
Modern,(Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1992), h. 228-254

53 Tokoh aliran ini antara lain Margaret Fuller (1810-1850), Harriet Martineau (1802-1876),
Anglina Grimke (1792-1873) dan Sussan Antoni (1820-1906).
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Feminis liberal adalah pandangan untuk menempatkan perempuan

yang memiliki kebebasan secara penuh dan individual. berakar pada asumsi

pandangan  bahwa kebebasan dan ekualitas berakar pada rasionalitas dan

memisahkan antara dunia privat dan dunia publik, dasar pemikiran

kelompok ini adalah semua manusia baik laki-laki maupun perempuan

diciptakan seimbang, serasi dan mesti tidak terjadi penindasan antara yang

satu dengan yang lainnya.54 Akar ketertindasan dan keterbelakangan pada

perempuan ialah karena disebabkan oleh kesalahan perempuan itu sendiri.

Perempuan harus mempersiapkan diri agar mereka bisa bersaing di dunia

dalam kerangka “persaingan bebas” dan punya kedudukan setara dengan

laki-laki.

Tokoh aliran ini adalah Naomi Wolf, “sebagai feminis kekuatan”

yang merupakan solusi.kini perempuan telah memiliki kekuatan  dari segi

pendidikan dan pendapatan harus terus menuntut persamaan haknya serta

saatnya kini perempuan bebas berkehendak tanpa tergantung pada laki-laki.

Feminis liberal mengusahakan untuk menyadarkan peremuan

bahwa mereka adalah golongan tertindas. Pekerjaan yang dilakukan

perempuan disektor domistik dikampanyekan, sehingga hal yang tidak

produktif dan menempatkan perempuan pada posisi sub-ordinat. Budaya

masyarakat Amerika yang materialistis, mengukur segala sesuatu pada

54 Nasaruddin, Argumen , Op.Cit., h. 64. Lihat Rosemarie Putnam Tong, Feminist Though
Pengantar Paling Komprehensif Kepada Arus Utama Pemikiran Feminis, (Yogyakarta: Jalasutra,
1998), h. 48
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materi, dan individualis sangat mendukung keberhasilan feminisme.

Perempuan-perempuan tergiring keluar rumah, berkarir dengan bebas dan

tidak menggantung laki pada pria.55

Akar teori ini bertumpu pada kebebasan dan kesetaraan rasionalitas.

Perempuan adalah mahluk rasional, kemampuannya sama dengan laki-laki.

Permasalahannya terletak pada produk kebijakan Negara yang bias gender.

Oleh karena itu, pada abad 18 sering muncul tuntutan agar perempuan

mendapat pendidikan yang sama, di abad 19 banyak upaya memperjuangkan

kesempatan hak sipil dan ekonomi bagi perempuan, dan di abad 20

organisasi-organisasi perempuan mulai dibentuk untuk menentang

diskriminasi perempuan mulai dibentuk untuk menentang diskriminalisasi

seksual dibidang politik, social, ekonomi, maupun personal. Dalam konteks

Indonesia, reformasi hukum yang berperspektif keadilan melalui desakan

30% kuota bagi perempuan dalam parlemen adalah kontribusi

daripengamalan feminisme liberal.56

Menurut Faham ini, setidaknya ada dua jalan untuk memuluskan

gagasan tentang kesetaraan gender ini, yaitu:

1) Melakukan pendekatan psikologis dengan membangkitkan kesadaran

individu, antara lain melalui diskusi-diskusi yang membincangkan

pengalaman perempuan  pada masyarakat yang dikuasai laki-laki.

55 Asghar Ali Engineer, Hak-Hak Perempuan dalam Islam, (Yogyakarta: LSPAA, 1994), h. 112
56 Mufidah, Isu-Isu Gender Kontemporer, Op.Cit., h. 39-41
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2) Menuntut pembaharuan-pembaharuan hukum yang tidak menguntungkan

bagi perempuan, dan mengubah hukum ini menjadi peraturan-peraturan

baru yang diperlakukan  peremuan setara dengan laki-laki.57

b. Feminis radikal58

Kelompok yang mengedepankan relasi seksual sebagai isu yang

mendasar, kelompok feminis radikal ini berjuang untuk melenyapkan

struktur patriarkhi yang terdapat dalam masyarakat. Faham feminis radikal

ini adalah sebuah gerakan perempuan yang berjuang dalam realita seksual,

dan kurang faham realitas-realitas lainnya, gerakan ini bertujuan untuk

menghancurkan patriarkhi sebagai sebuah sistem nilai yang melembaga di

dalam masyarakat.

Trend ini muncul sejak pertengahan tahun 1990-an dimana aliran ini

menawarkan ideologi “perjuangan separatism perempuan”. Pada sejarahnya,

aliran ini muncul sebagai reaksi atas kultur seksisme atau dominasi

perempuan berdasarkan jenis kelamin di Barat pada tahun 1960-an,

utamanya melawan kekerasan seksual dan industry pornografi. Pemahaman

penindasan laki-laki terhadap perempuan adalah satu fakta dalam sistem

masyarakat yang sekarang ada. Dan gerakan ini adalah sesuai namanya yang

“radikal”.

57 Arif Budiman, Pembagian Kerja Secara Seksual Sebuah Pembahasan tentang Peran Wanita
di Dalam Masyarakat, (Jakarta: Gramedia, 1981), h. 31

58 Aliran ini muncul dipermulaan abad ke-19 dengan mengangkat isu benar, dengan menggugat
semua lembaga yang dianggap merugikan peempuan, seperti lembaga patriarkhi yang jelas-jelas
merugikan kaum perempuan, term ini menguntungkan laki-laki. Nasaruddin, Argumen, Op.Cit., h. 66
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Aliran ini bertumpu pada pandangan bahwa penindasan terhadap

perempuan terjadi akibat sistem patriarkhi. Tubuh perempuan merupakan

objek utama penindasan oleh kekuasaan laki-laki. Oleh karena itu,

feminisme radikal mempermasalahkan antara lain tubuh serta hak-hak

reproduksi, seksualitas (termasuk lesbianisme), seksisme, relasi kuasa

perempuan dan laki-laki, dan dikotomi privat publik. “The personal is

political”menjadi gagasan baru yang mampu menjangkau permasalahan

perempuan sampai ranah privat, masalah yang dianggap paling tabu untuk

diangkat kepermukaan. Informasi atau pandangan buruk (black

propaganda) banyak ditujukan kepada feminis radikal.

Menurut aliran feminis radikal yang lebih ekstrim adalah menuntut

persamaan tidak hanya hak, tapi juga seks, seperti keputusan seks bisa

dilakukan sesama perempuan (lesbi). Lembaga perkawinan dan

heteroseksual dipandang sebagai bentuk penindasan dan perbudakan

terhadap perempuan. Laki-laki adalah masalah bagi perempuan, karena ia

tidak mengekploitasi reproduksi perempuan.59

Menurut faham ini, sumber dari kelemahan perempuan adalah ada

pada sistem biologisnya. Perempuan sepanjang sejarahnya, sebelum alat-alat

kontrasepsi ditemukan, menjadi mangsa dari fungsi biologis badannya,

harus mendapat haidh, menopause, dan macam-macam penyakit perempuan

lainnya. Perbedaan fungsi reproduksi alamiah ini, mengakibatkan timbulnya

59 Mufidah Ch., Paradigma Gender, (Malang: Banyu Media, 2004), h. 43
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pembagian  kerja secara seksual yang muncul ketika sistem perbedaan kelas

di dalam masyarakat mulai tumbuh, dan kelemahan fisisk yang ada pada

perempuan  ini harus diatas dengan memakai kemajuan teknologi.60

Aliran tersebut menuai banyak kritik dari berbagai pihak, bukan hanya

dari kalangan sosialis dan agamawan, tetapi juga dari kalangan feminis

sendiri. Perjuangan ideologi dengan melakukan persainagan mengatasi

kaum laki-laki yang tanpa beban organ reproduksi, secara umum, akan sulit

diimbangi oleh perempuan yang secara biologis memang berbeda.61

c. Feminis Post Modern

Ide posmo ialah ide yang anti absolut dan anti otoritas, gagalnya

modernitas dan pemilahan secara berbeda-beda tiap fenomena sosial karena

penentangannya pada universalnya pengetahuan ilmiah dan sejarah. Mereka

berpendapat bahwa sejarah. Mereka berpendapat bahwa gender tidak

bermakna identitas atau struktural sosial.

Penekanannya pada tekt dimana realitas adalah tekt atau intertektual

baik yang berbentuk lisan, tulisan dan image, sehingga yang menjadi

perhatian dari aliran feminism postmodern adalah mereka mengkritik bahwa

adanya cara berfikir laki-laki yang diproduksi melalui bahasa laki-laki.

Penalaran yang mereka terapkan hanya pada investigasi bahasa. Mereka

60 M. Quraish, Membincang, Op.Cit., h. 19
61 Mufidah Ch., Isu-Isu Gender, Op.Cit., h. 42
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juga menolak cara berfikir feminis yang fanatik/tradisional. Dan mereka

juga menekankan  interpretasi yang plural dan kajian perempuan.

Feminisme ini dipengarushi oleh filusuf Perancis, Eksistensialis,

Psikoanalisa, Dekonstruksi. Mereka mengatakan bahwa perbedaan antara

laki-laki dan perempuan harus diterima dan dipelihara. Mereka berusaha

membongkar narasi-narasi besar, realitas, konsep kebenaran dan bahasa.

Mereka juga menganggap bahwa tiap masyarakat diatur oleh seri tanda,

peranan dan ritual yang saling berhubungan yang disebut aturan simbolik

dan internalisasi aturan simbolik dihasilkan lewat bahasa sehingga semakin

banyak aturan simbolik masyarakat yang diterima oleh seorang anak

semakin tertanam dibawah sadarnya.

Dalam pembongkaran tidak dapat dihancurkan  total, tetapi dapat

diperlemah dengan melakukan pembongkaran tersebut dengan melakukan

intepretasialternatif.

Ada beberapa langkah yang ditawarkan untuk menstrukturkan

pengalaman perempuan dalam dunia laki-laki, yaitu: perempuan dapat

membentuk bahasanya sendiri, dan ada usaha untuk menyimpulkan dirinya

sendiri (undo diskursus pallosentris).

Beberapa kritik menolakuntuk menjadikan feminisme postmodern

sebagai feminisme untuk akademisi, hal ini menunjukkan bahwa ada

gerakan untuk menghapuskan feminisme postmodern sebagai epikurus

kontemporer. Feminisme postmodern selalu menempatkan diri seperti yang
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salah seperti dalam perdebatan kesamaan dan perbedaan hak antara laki-laki

dan perempuan, juga tentang anti esensialisme. Hal ini terjadi karena

mereka selalu terlihat  realitas hanya sebatas tekt dan terkadang bisa terjadi

perempuan yang tidak feminine dan laki-laki yang  tidak maskulin. Semua

itu terjadi karena semangat mereka mengadakan pembongkaran dan

keberagaman (pluralisme).62

d. Feminisme Eksistensialis

Dalam pembahasan feminisme eksistensialis tidak akan terlepas dari

tokoh Sartre yang mengatakan bahwa kesadaran bukan hanya tergantung

pada diri manusia tetapi mengarah pada objek diluar manusia. Dalam

bukunya Baing and Nothingness Sartre mengungkapkan ada 3 cara manusia

berada, yaitu Etre-en-soi atau Being in it self lalu Etre-pour-soi atau Being

for it self and Etre-pour-lesautres atau Being for others.

Being in it selfmengarah pada metafisika atau ada yang padan dan

penuh. Being in it self manusia ada celah, tidak sempurna keberadaannya

bahwa manusia dilahirkan untuk bebas untuk menentukan ingin menjadi apa

yang ditandai adanya aktifitas menindak. Being for others lebih dilihat pada

relasi sosial dimana subjek akan selalu mempertahankan kesubjekannya dan

manusia yang kalah dalam mengobyekkan yang lain disebut malafide

(manusia munafiq yang mau saja diatur atau tidak mau menerima kebebasan

sebagai tanggungjawabnya), Feminisme eksistensialis melihat bahwa

62 Mufidah Ch., Isu-Isu Gender, Op.Cit., h. 43-44
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perempuan selalu menjadi objek dari laki-laki dan perempuan adalah

malafide menurut konsep Satre.63 Beauvoir mengkritik psikoanalisa yang

mengatakan bahwa perempuan adalah mahluk yang tidak lengkap, dan tidak

cukup kiranya perempuan dijadikan objek laki-laki karena segi biologis.

Dianggap perempuan mempunyai keterbatasan biologis untuk bereksistensi

sendiri. Beauvoir juga melihat bahwa institusi pernikahan merupakan

institusi yang merangkut kebebasan perempuan.

Simone de Beauvoir dalam bukunya The Second Sex, tidak menckup

atau tidak dapat diakses oleh semua perempuan. Dan mengenai konsep

imanen, transenden, being in it self, being I/ for it self, esensi dan eksistensi

merupakan suatu gagasan yang abstrak yang mungkin saja hasil rekaan dari

filusuf terdahulu. Beauvoir percaya bahwa laki-laki unggul  karena keadaan

tubuh yang berpengaruh pada pemikirannya sehingga agar perempuan bebas

berkreasi mereka harus menidakkan tubuh mereka dan berhubungan

langsung dengan alam sekitar mereka. Disini terlihat ketidak percayaan

Beauvoir terhadap tubuh.64

e. Feminis Marxist65

63 Simone de Beauvoir, The Second Sek, (HM. Parshley: Penguin, 1972), h. 78
64 Mufidah Ch., Isu-Isu Gender, Op.Cit., h. 45
65 Aliran ini mulai berkembang di Jerman dan Rusia dengan menmpilkan beberapa tokohnya

seperti Clara Zatkin (1856-1933) dan Rosa Luxemburg (1871-1919).
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Dalam perspektif feminis Marxis, sebelum kapitalisme berkembang,

keluarga adalah satuan produksi. Semua kebutuhan manusia untuk

mempertahankan hidupnya, dilakukan oleh semua anggota keluarga

termasuk perempuan. Tetapi setelah berkembangnya faham kapitalisme,

industri dan keluarga tidak lagi menjadi kesatuan produksi. Kegiatan

produksi dan barang-barang kebutuhan manusia telah berubah dari rumah ke

pabrik. Peremuan tidak lagi ikut serta bekerja dalam kegiatan produksi.

Kemudian terjadi kerja menurut jenis kelamin, dimana laki-laki bekerja di

wilayah pabrik dan bersifat produktif, dan bernilai enonomis, sedangkan

perempuan bekerja di wilayah domestik yang tidak produktif dan tidak

bernilai ekonomis.66

Aliran ini berupaya menghilangkan struktur kelas dalam

masyarakat berdasarkan jenis kelamin dengan melontarkan isu bahwa

ketumpangan antara dua jenis kelamin itu sesungguhnya oleh disebabkan

oleh budayaalam, hubungan gender direduksi pada perbedaan natural yang

bersumber pada biologis, mereka mengutamakan perjuangan pada sistem

sosial-ekonomi.

Aliran ini memandang memandang perempuan dalam kerangka

kritik kapitalisme. Asumsinya sumber penindasan perempuan berasal

darieksploitasi kelas dan cara produksi. Teori Friendrich Engels

66 M. Quraish, Membincang, Op.Cit., h. 17-18. Lihat juga Syarif Hidayatullah, Teologi Feminis
Islam, (Yogyakarta: Pustaka Setia, 2010), h. 14
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dikembangkan kembali landasan aliran ini-status perempuan jauh karena

adanya konsep kekayaan pribadi (private property). Kegiatan produksi yang

semula bekerja untuk memenuhi kebutuhan sendiri berubah menjadi

kebutuhan pertukaran (exchange). Laki-laki mengontrol produksi untuk

exchange dan sebagai konsekuensinya mereka mendominasi hubungan

sosial. Sedangkan perempuan direduksi menjadi bagian dari property.

Sistem produksi yang berorientasi pada keuntungan mengakibatkan

terbentuknya kelas dalam masyarakat borjuis dan proletar. Jika kapitalisme

tumbang maka struktur masyarakat dapat diperbaiki dan penindasan

terhadap perempuan dihapus.67

f. Feminis Sosialis68

Kelompok feminis sosialis ini dikenal memusuhi dua sistem sekaligus,

yaitu sistem masyarakat yang patriarkhis dan sistem ekonomi yang

eksploitatif (kapitalisme), menurut kelompok ini, kaum perempuan secara

bersama telah dieksploitasi oleh dua sistem ini.69

67 Mufidah Ch., Isu-Isu Gender, Op.Cit., h. 46
68 Teori ini dikembangkan oleh Pierre van den Barghe, Lioner Tiger dan Robin Fox, intinya

bahwa semua pengaturan  peran jenis kelamin tercermin dari “biogram” dasar yang diwarisi oleh
manusia modern dari nenek moyang primad dan hominid mereka. Intensitas keunggulan laki-laki tidak
hanya ditentukan oleh faktor biologis, akan tetapi elaborasi kebudayaan dan biogram manusia. Teori
ini disebut bio-sosial, karena melibatkan faktor biologis dan sosial dalam menjelaskan relasi gender.
Nasarrudin, Argumen, Op.Cit., h. 68

69 Sofyan, Fikih Feminis, Op.Cit., h. 12-18
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Feminis sosialis muncul sebagai kritik terhadap femnisme marxis70

aliran ini mengatakan bahwa patriarkhi sudah muncul sebelum kapitalisme

dan tetap tidak akan berubah jika kapitalisme runtuh. Kritik kapitalisme

harus disertai dengan kritik dominasi atas perempuan. Feminisme sosialis

menggunakan analisis kelas dan gender untuk memahami penindasan

perempuan. Ini sepaham dengan feminisme Marxis bahwa kapitalisme

merupakan sumber penindasan perempuan.

Akan tetapi, aliran feminisme sosialis ini juga setuju dengan

feminisme radikal yang menganggap patriarkhilah sumber penindasan itu.

Kapitalisme dan patriarkhi adalah dua kekuatan yang saling mendukung.

Seperti dicontohkan oleh Nancy Frases di Amerika Serikat keluarga inti

dikepalai oleh laki-laki dan ekonomi resmi dikepalai oleh Negara karena

peran warga Negara dan pekerja adalah peran maskulin, sedangkan peran

sebagai konsumen dan pengasuh anak adalah peran feminine. Agenda

perjuangan untuk memeranginya adalah menghapuskan kapitalisme dan

system patriarkhi. Dalam konteks Indonesia, analisis ini bermanfaat untuk

melihat problem-problem kemiskinan yang menjadi beban perempuan.71

Gerakan feminis sosialis lebih difokuskan ada penyadaran kaum

perempuan ada posisi mereka yang tertindas. Menurut mereka banyak

perempuan yang tidak sadar  bahwa mereka adalah kelompok yang ditindas

70 Fatime Mernissi, Women in Islam, an Historical and Theological Enquiry, (Oxford:
Blackwell, 1991), h. 86

71 Mufidah Ch., Isu-Isu Gender, Op.Cit., h. 47
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oleh sistem patriarkhi. Untuk merubah masyarakat, perlu adanya partisipasi

laki-laki, misalnya terhadap pemeliharaan anak sebagai bagian dari

kehudupan yang alami dan mendasar. Tujuan gerakan sosialis adalah

membentuk hubungan sosial menjadi lebih manusiawi.72

g. Feminis Pos Kolonial

Dasar pandangan ini dipenolakan universitas pengalaman perempuan.

Pengalaman perempuan yang hidup di Negara dunia ketiga (koloni atau

bekas koloni) berbeda dengan perempuan berlatar belakang dunia pertama.

Perempuan dunia ketiga menanggung beban penindasan lebih berat karena

selain mengalami penindasan berbasis gender, mereka juga mengalami

penindasan antar bangsa, suku, ras dan agama. Dimensi kolonialisme

menjadi focus utama feminisme post-kolonial yang pada intinya menggugat

penjajahan, baik fisik, pengetahuan, nilai-nilai cara pandang, maupun

mentalitas masyarakat. Beverley Lindsay dalam bukunya Comparative

Perpectives on Third World Women: The Impack of Race, Sek, and Class

menyatakan, “hubungan ketergantungan yang didasarkan oleh ras, jenis

kelamin dan kelas sedang dikekalkan oleh institusi-institusi ekonomi, sosial

dan pendidikan.73

72 M. Quraish, Membincang, Op.Cit., h. 20-21
73 Beverlay Lindsay, Comparative Perpectives on Third World Women: The Impack of Race,

Sek, and Class menyatakan, (Luxemburg: Holy Line, 2000), h. 79. Lihat Jamal Ma’mur, Rezim Gender
di NU, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 1. Lihat Erna Surjadi, Gender Harmony, (Jakarta: Sinar
Harapan, 2010), h. 1
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Meski dapat keragaman dalam aliran bahkan teori dalam feminisme,

namun sebenarnya common idea dari kesemuanya hanya satu, yaitu bahwa

agama merupakan salah satu penghalang bagi revitalisasi hak-hak

perempuan dalam masyarakat. Secara fundamental, feminisme tak hanya

tidak mempunyai konsep tentang prinsip-prinsip ilahi, tetapi juga

bertentangan dengannya.74 Oleh karena itu, feminisme bisa disebut sebagai

suati ideologi yang murni sekuler.

3. Pengertian Gender

Gender berasal dari bahasa Inggris, yang berarti jenis kelamin.75

Sebenarnya, jenis kelamin lebih tepat diartikan untuk seks, sedangkan gender

berbeda dengan makna seks. Seks adalah atribut yang melekat secara biologis

kepada laki-laki maupun perempuan, seperti laki-laki berjakun (kalamenjing),

memproduksi sperma, dan beralat vital penis, sedangan perempuan memiliki

alat reproduksi, vagina, memproduksi telur (ovum), memiliki payudara,

berahim, mengalami menstruasi, dan memiliki alat menyusui.76 Karena ini

74 Ali Hosein Hakim, Membea Perempuan; Menakar Feminisme dengan Nalar Agama,
(Surabaya: al-Huda, 2005), h. 28

75 Jhon M. Echol dan Hasan Sadily, Kamus Enggris-Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama, 2005), 265. Lihat juga Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 353. Lihat juga Pius A. Partanto, Kamus
Ilmiah Populer, (Surabaya: Arkola, 1994), h. 197

76 Moh. Yasir Alimi, Jenis Kelamin Tuhan Lintas Batas Tafsir Agama, (Yogyakarta: Yayasan
Kajian dan Layanan Informasi untuk Kedaulatan Rakyat, 2002), h. 5. Lihat juga Softan A.R.Kau, Fikih
Feminis, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 2. Lihat juga Sugihastuti, Gender dan Inferioritas
Perempuan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 5
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merupakan sesuatu yang given yang tidak dapat dipertukarkan, yang bersifat

kodrati yang tidak dapat dipertukarkan (dirubah).77

Sedangkan gender adalah sesuatu yang dilekatkan, dikodifikasi dan

dilembagakan secara sosial dan cultural kepada laki-laki dan perempuan.78

Yang menyangkut fungsi, peran, hak dan kewajiban masuk dalam wilayah

gender. Misalnya perempuan itu memiliki sifat lemah lembut, emosional,

keibuan dan cantik. Sedangkan laki-laki memiliki sifat kuat, rasional, jantan,

dan perkasa. Sifat ibu dapar beralih dan dipertukarkan  dari satu ke yang lain.

Jadi pada dasarnya bahwa gender adalah sesuatu sifat yang melekat baik

kepada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan

cultural, yang menyangkut hal yang bersifat non biologis, 79 karena yang

bersifat biologis dan universal dan kodrasi kemudian tak dapat dipertukarkan

alah seks (jenis kelamin).

Menurut Yunahar Ilyas, perbedaan biologis dan fisiologis adalah

perbedaan seks, sedangkan menyangkut fungsi peran dan hak kewajiban adalah

konsep gender. Yang kodrati, alami, hanya seks, bukan gender.80 Gender

adalah hasil konstruksi sosial-kultural sepanjang sejarah kehidupan manusia.

Perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, keibuan, sedangkan

77 M. Quraish Shihab, Membincang Persoalan Gender, (Semarang: RaSAIL, 2013), h. 3
78 Ibid., h. 3
79 Ivan Illich, Matinya Gender, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 45
80 Yunahar Ilyas, Kesetaraan Gender dalam Al-Qur’anStudi Pemikiran Para Mufassir,

(Yogyakarta: Itqam Publishing, 2015),  h. 2
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laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa dan lain-lain adalah konsep

gender hasil konstruksi sosial dan cultural. Bukan kodrati-alami.81

Ada tiga karakteristik yang dapat dikedepankan dalam memahami

gender, yaitu:

a. Gender adalah sifat-sifat yang bisa dipertukarkan, seperti laki-laki bersifat

emosional, kuat, rsional, namun ternyata perempuan juga ada memimiliki

atribut tersebut.

b. Adanya perubahan dari waktu-kewaktu dan dari tempat ketempat lain,

contohnya disuatu suku atau wilayah tertentu perempuan yang kuat, namun

di suku atau wilayah yang lain, bisa jadi perempuan yang kuat.

c. Dari kelas kekelas masyarakat yang lain juga berbeda. Ada perempuan di

kelas bawah dipedesaan dan suku tertentu lebih kuat dibandingkan laki-

laki.82

Jadi, gender adalah suatu konsep yang dipergunakan untuk

menunjukkan peran, prilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional yang

dianggap tepat pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh lingkungan

sosial dan psikologis, termasuk historis dan budaya (non biologis). Gender

lebih menentukan aspek  meskulinitas dan feminitas, bukan jenis kelamin dan

biologis. Konsep cultural tersebut berupaya membuat perbedaan (distinction)

81 Mansoer Fakih, Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 1996), h. 8-9

82 Mansoer, Menggeser, Op.Cit., h. 8-9. Sri Suhandjati, Mitos Perempuan Kurang Akal dan
Kurang Agamanya dalam Kitab Fikih Berbahasa Jawa, (Semarang RaSAIL Media Group, 2013), h.
59
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dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-

laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.83 Sedangkan

pemahaman seks tidak mengenal ruang dan waktu, bersifat universal, tidak

berubah dan tidak dapat ditukarkan, karena seks adalah pemberian Tuhan

secara kodrati yang tidak bisa ditukarkan bersifat biologis, alamiah dan tidak

bisa berubah baik secara sosial maupun cultural serta budaya dan tradisi.84

Seks berkaitan dengan reproduksi bagi wanita, menstruasi,

mengandung, melahirkan, mengeluarkan asi, sedangkang laki-laki tidaklah

mengkin memiliki hak tersebut yang bersifat alamiah, qadrati dan universal,

sedangkan gender, tidaklah bersifat kondrati, ia bisa berubah sesuai perubahan

sosial dan tradisi, budaya, cultural pada situasi dan kondisi tertentu dapat

berubah disetiap tempat dan waktu, gender sangat berpengaruh terhadap nilai-

nilai yang dianut masyarakat tertentu, budaya, sejarah dan ekonomi.85

Kosakata gender bagi masyarakat Barat, khususnya masyarakat

Amerika sudah digunakan sejak era tahun 1960-an sebagai bentuk perjuangan

secara radikal, conservatif, sekuler maupun agama, dengan tujuan untuk

menyuarakan eksistensi perempuan yang kemudian melahirkan kesadaran

gender. Pada era tersebut diwarnai dan ditandai dengan tuntutan kebebasan dan

83 Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur’an, (Jakarta:
Paramadina, 1999), h. 33-34. Lihat Irawan Abdullah, Sangkan Paran Gender, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2006), h. 61

84 Nasaruddin Umar, Kodrat Perempuan dalam Islam, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2000), h. 14
85 Sugihastuti & Siti Hariti Sastriyani, Glosarium Sek & Gender, (Yogyakarta: Saraswati

Books, 2007), h. 5
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persamaan hak agar para perempuan dapat menyamai laki-laki dalam ranah

sosial, ekonomi, politik dan bidang publik yang lainnya.86

Di Indonesia, kata gender bagi sebagian masyarakat masih

diasumsikan sebagai segala persoalan yang identik dengan perempuan. Bahkan

seringkali tidak adanya pembatasan istilah kata antara gender dengan seks.

Kesalahan ini dalam memahami dua istilah tersebut dapat menimbulkan multi

penafsiran, sehingga pemahaman gender menjadi bias.87

4. Bentuk-Bentuk Ketidakadilan Gender

Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur dimana baik

kaum laki-laki maupun perempuan menjadi korban dari sistem tersebut.88

Menurut Masdar Farid Mas’ud, yang dikutip oleh Sofyan dalam Fikih Feminis.

Ada lima bentuk ketidakadilan gender sebagai manifestasi dari bias gender,

yaitu:

a. Burden, perempuan menanggung beban kerja domestik lebih banyak dan

lebih lama dari laki-laki.

b. Subordinasi, adanya anggapan rendah (menomorduakan) terhadap

perempuan dalam segala bidang (pendidikan, ekonomi, politik).

c. Marginalisasi, adanya proses pemiskinan terhadap perempuan karena tidak

dilibatkan dalam pengambilan keputusan dalam urusan-urusan penting yang

terkait dengan ekonomi keluarga.

86 Sachiko Murata, The Tao of Islam, (Bandung: Mizan, 1999), h. 8
87 Mufidah, Isu-Isu Gender Kontemporer, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), h. 4
88 Mansour Fakih, Analisis Gender, Op.Cit., h. 12
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d. Stereotype, adanya penglabelan negatif terhadap perempuan, karena

dianggap sebagai pencari nafkah tambahan.

e. Violence, tindakan kekerasn baik fisik maupun psikis terhadap perempuan

karena anggapan suami sebagai penguasa tunggal dalam rumah tangga.89

Menurut Mansour Fakih, ketidakadilan gender termanifestasikan

dalam berbagai bentuk ketidakadilan, yaitu; 1) marginalisasi atau proses

pemiskinan ekonomi, 2) subordinasi atau anggapan tidak penting dalam

keputusan politik, 3) pembentukan stereotype atau melalui pelabelan negative,

4) kekerasan (violence), 4) burden, beben kerja lebih panjang dan lebih banyak,

serta sosialisasi ideology nilai peran gender.90

Menurut Yunahar Ilyas, ketidakadilan gender berasal dari kesalah

fahaman terhadap konsep gender dengan konsep seks. Sekalipun dari segi

kebahasaan gender dan seks memiliki kesamaan yaitu jenis kelamin, tapi

secara konsepsiaonal kedua kata itu memiliki banyak makna ketidaksamaan.91

5. Faktor-Faktor Ketidakadilan Gender

Ada banyak faktor yang menyebabkan kaum perempuan mengalami

bias (ketimpangan) gender, sehingga mereka belum setara. 1) budaya

89 Sofyan, Fikih Feminis, Op.Cit., h. 9-10. Lihat juga Rika Saraswati, Perempuan dan
Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), h. 39. Lihat
Heru Emka, Perang Gender, (Yogyakarta: Garasi, 2015), h. 23

90 Mansour Fakih, Analisis Gender, Op.Cit., h. 12
91 Yunahar Ilyas, Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur’an Klasik dan Kontemporer, Cet.

Pertama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 41
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patriarkhi yang sedemikian lama mendominasi dalam masyarakat,92 2) faktor

politik, yang belum sepenuhnya berpihak kepada kaum perempuan, 3) faktor

ekonomi, dimana sistem kapitalisme  global yang melanda dunia, sering kali

justru mengekploitasi kaum perempuan, 4) faktor intepretasi teks-teks agama

yang bias gender.93

Menurut Masour Fakih ada lima faktor, yang membuat perempuan

tertindas, yaitu:

1. Adanya erogansi laki-laki yang sama sekali tidak memberikan kesempatan

pada prempuan untuk berkembang secara maksimal.

2. Adanya anggapan kalau laki-laki sebagai pencari nafkah utama dlam

keluarga.

3. Adanya cultur yang selalu memenangkan laki-laki telah mengakar di

masyarakat.

4. Norma hukum dan kebijakan politik yang diskriminatif.

5. Perempuan sangat rawan pemerkosaan atau pelecehan seksual dan bila ia

terjadi akan merusak citra dan norma baik dalam keluarga dan masyarakat,

sehingga perempuan harus dikekang oleh aturan-aturan khusus yang

menerjemahkan perempuan dalam wilayah domistik saja.

92 Khalil Abdul Karim, Relasi Gender pada Masa Muhammad dan Khulafaurasyiddin,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 1. Lihat juga Fatima Mernisi alih bahasa oleh M. Masyhur
Abadi, Menengok Kontroversi Peran Wanita dalam Politik, (Surabaya: Dunia Ilmu, 2007), h. 212.
Lihat juga Sri Suhandjati Sukri, Ensiklopedi Islam Perempuan, (Bandung: Nuansa, 2009), h. 275

93 Abdul Mustaqim, Paradigma Tafsir Feminis, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008), h. 15
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Menurut Nasharuddin Umar, sebagai berikut; 1) belum jelasnya antara

seks dan gender dalam mendefinisikan peren laki-laki dan perempuan. 2)

pengaruh kisah-kisah Isra’iliyyat yang berkembang luas dikawasan Timur

Tengah. 3) metode penafsiran yang selama ini banyak mengacu pada

pendekatan tekstual daripada kontekstual. 4) kemungkinan lainnya pembaca

tidak netral menilai teks-teks ayat al-Qur’an  atau dipengaruhi oleh perspektif

lain dalam membaca ayat-ayat  yang terkait dengan gender, sehingga seolah-

olah dikesankan bahwa al-Qur’an memihak kepada laki-laki dan mendukung

system patriarkhi yang dinilai oleh kalangan feminis merugikan perempuan.

Bias gender bisa disebabkan oleh cara membaca ayat-ayat gender secara

persial.94

Menurut Iskandar Ritonga, yang dikutip oleh Sufyan bahwa faktor-

faktor penyebab terjadinya diskriminasi dan ketidakadilan gender adalah

disebabkan oleh; 1) adanya penafsiran kepada teks-teks keagamaan (Islam)

yang bias gender, 2) adanya konstruksi sosial (adat dan budaya) yang

menempatkan perempuan pada posisi yang tidak sederajat dengan laki-laki, 3)

adanya pelabelan yang merugikan kaum wanita, 4) adanya aturan hukum yang

diskrimatif hukum, 5) sikap penegak hukum yang tidak peka terhadap masalah

hukum.95

94 Nasharuddin, Argumen, Op.Cit., h. 21-22
95 Sufyan, Fikih Feminis, Op.Cit., h. 12
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Husein Muhammad mengatakan, secara sosiologis dan kultural, Islam

memang hadir pertama kali pada masyarakat Arab yang sangat kental

berbudaya patriarkhi. Mereka sangat mengagung-agungkan laki-laki dan

kelelakian, dan sebaliknya merendahkan potensi kaum perempuan. Budaya

seperti itu ikut mempengaruhi dan membentuk kesadaran dan asumsi bahwa

perempuan adalah makhluk yang pasif, sementara laki-laki ditakdirkan untuk

terus aktif. Kesadaran dan asumsi-asumsi seperti itu, juga sangat

mempengaruhi bentuk-bentuk penghayatan keagamaan yang kita warisi.96

Yunahar meneruskan bahwa konstruksi dan perjalanan sejarah

peradaban umat manusia dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, yaitu;

sosial, cultural, ekonomi, politik termasuk penafsiran-penafsiran terhadap teks

keagamaan.97

Menurut Syafiq, hasyim, sedikitnya ada tujuh ciri-ciri dasar perlakuan

jahiliah tehadap perempuan yang ditolak Islam, yaitu:

a. Perempuan adalah manusia yang tidak dikenal oleh undang-undang.

b. perempuan pada masa ini dipersepsikan sebagai harta benda.

c. Perempuan tidak memiliki hak talak (cerai).

d. Perempuan tidak memiliki hak waris, tetapi bahkan diwariskan bagaikan

tanah, hewan dan benda kekayaan yang lain.

e. Perempuan tidak memiliki hak memelihara anaknya.

96 Husein Muhammad, Fikih Perempuan, (Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara Yogyakarta,
2007), h. xiii

97 Yunahar, Kesetaraan, Op.Cit., h. 2
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f. Perempuan tidak memiliki kebebasan untuk membelajakan hartanya.

g. Penguburan bayi perempuan hidup-hidup.98

6. Konsep Keadilan Gender

al-Qur’an pada dasarnya berprinsip keadilan, kesetaraan, demokrasi

dan melakukan pergaulan dengan baik.

a. Prinsip kedilan (al-adl)

Tidak diragukan, bahwa pembentukan wacana fikih Islam tak

terlepas dari prinsip keadilan, para imam membangun wacana fikih

dengan keadilan dan ke-dhabit-annya. Maka dalam konteks ini bahwa

prinsip keadilan dalam fikih adalah keseimbangan dalam memandang

antara hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki secara

professional, sesuai dengan hakekat asal kejadian kedua jenis manusia

yang memang diciptkan sejajar (setara) dn seimbang oleh Allah Swt.

Keadilan yang seperti ini seai dengan sifat Allah Swt., yang Maha

Adil dan secara jelas dinyatakan  dalam al-Qur’an bahwa Tuhan itu tidak

pernah  berbuat dhalim. al-Qur’an sebagai firman Tuhan tidak bisa

dijadikan sumber ketidak adilan kemanusiaan, dan keadilan terhadap

perempuan muslimah tidak bisa difahami sebagai berasal dari Tuhan (god-

derived). Tujuan Islam adalah memantapkan keadilan di bumi.

98 Syafiq Hasyim, Hal-Hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-Isu Perempuan dalam Islam,
(Bandung: Mizan Media Utama,  2001), h. 149
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Kesejajaran dan keseimbangan sebagai prinsip utama keadilan

termaksud harus diagendakan dalam rangka pembentukan fikih baru

perspektif keadilan gender. Keadilan gender dimaksud adalah memandang

sejajar anatara laki-laki dan perempuan, tidak berdasarkan pada

perbedaan, tidak bersifat perbedaan-perbedaan yang bersifat kodrati.99

b. Prinsip kesetaraan (musâwah)

Kesetaraan ini haruslah meliputi berbagai lapangan dan level

kehidupan. Yang dimaksud dalam prinsip kesetaraan dalam hal ini,

bukanlah menyamakan secara fisik antara laki-laki dan perempuan. Dan

ini juga dibantah keras oleh kalangan feminis. Kesamaan atau kesetaraan

disini adalah menyamakan antara hak dan kewajiban atara laki-laki dan

perempuan  di depan Allah Swt., sebab ketidak samaan antara laki-laki dan

perempuan adalah banyaknya disebabkan oleh konstruksi sosial cultural,

bukan oleh agama itu sendiri. Allah Swt., menyatakan bahwa semua

hamba Allah Swt., adalah setara dihadapannya. Yang membedakan adalah

nilai taqwanya. Ketakwaan bukanlah hal yang bias gender sebab semua

orang diberi hak untuk mencapainya.100

c. Musyawarah (syura)

Meskipun musyawarah hanya disebut sekali dalam a-Qur’an,

namun dalam praktek kehidupan Rasulullah Saw., musyawarah sering

99 Syafiq Hasim, Hal-Hal yang Tak Terpikirkan, Op.Cit., h. 262
100 Ibid., h. 263
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dilakukan, terutama ketika hendak melakukan strategi perang mapun hal-

hal lain yang menyangkut  kepentingan umum. Dalam musyawarah ini

antara Rasul Saw., dan sahabat juga tidak senantiasa memiliki kesamaan

pandang, bahkan mereka terkadang bisa berbeda tajam. Hal ini terjadi

misalnya ketika rasul dan sahabat membuat strategi perang uhud.

Dalam dunia modern, konsep tentang syura ini sering diidentikkan

dengan demokrasi. Mungkin secara epistimologi memiliki kesamaan,

namun tidak berarti tidak memiliki kesamaan diantara keduanya, terutama

dalam prakteknya. Suatu kesamaan yang paling penting adalah bahwa

keduanya sama-sama melakukan penyerapan terhadap aspirasi masyarakat

dan pengambilan keputusan  tidak hanya didapatkan pada pendapat satu

orang,  tapi mengikuti suara yang paling masuk  akal atau yang mendapat

dukungan terbanyak. Disinilah alasannya mengapa para intelektual Islam

modern menyamakan antara syura dan demokrasi identik sama.

Ternyata konsep syura ini tidak hanya berguna untuk hal-hal yang

bersifat makro (kehidupan publik), seperti urusan-urusan kenegaraan,

tetapi juga berguna bagi hal-hal yang bersifat mikro (kehidupan privat),

misalnya, dalam kehidupan keluarga. Dalam konteks kehidupan keluarga,

sangat diharapkan bahwa syura ini menjadi mekanisme dalam

menyelesaikan  atas konflik yang mungkin terjadi. Dalam kaitannya

dengan agenda rekonstruksi fikih baru yang berperspektif gender, konsep

syura juga diharapkan dapat memberikan  sebuah platform epistemologis
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bahwa sebuah ilmu harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip yang

demokratis, artinya bebas dari bias-bias tertentu, termasuk bias gender.

d. Mu’asyarah bi al-ma’rûf

Mu’asyarah bi al-ma’rûf merupakan tindakan yang memanusiakan

manusia karena prinsip ini menganggap semua manusia harus

diperlakukan dengan baik, terutama dalam berhubungan suami dan isteri.

Ma’ruf tidak hanya berkaitan dengan baik (khair), tetapi juga berisikan

kebaikan yang memperhatikan patrikularitas dan lokalitas. Pemberlakuan

mu’asyarah bi al-ma’ruf ini, sekaligus menjadikan patrikularitas-

patrikularitas yang berkaitan dengan karakter perempuan  sedikitnya bisa

difahami.101

7. Keadilan Gender

Sejalan dengan munculnya isu-isu gender yang semakin semarak

dikumandangkan oleh para aktivis perempuan, baik dalam skala lokal, nasional

maupun internasional, maka rekonstruksi metodologi penafsiran al-Qur’ân

menjadi suatu niscaya, agar dapat menghasilkan sebuah penafsiran yang lebih

sensitif gender dan mampu menjawab problem perubahan sosial keagamaan

kontemporer. 102

Gagsan Amina Wadud agaknya perlu dipertimbangkan. Ia mencoba

menawarkan metode tafsir holistic, yaitu tafsir yang menggunakan seluruh

101 Ibid., h. 264-265
102 Abdul Mustaqim, Paradigma Tafsir Feminis, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2000), h. 28-32
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metode penafsiran dan mengaitkan dengan berbagai persoalan sosial, moral,

ekonomi, politik, termasuk isu-isu perempuan yang muncul di era modernitas.

Metode tafsir holistic itu memang pernah ditawarkan oleh Fazlur Rahman.

Asumsi dasarnya adalah bahwa ayat-ayat al-Qur’ân yang diturunkan dalam

waktu tertentu, cenderung menggunakan ungkapan yang relatif sesuai dengan

situasi yang mengelilinginya. Karenanya ia tidak dapat direduksi atau dibatasi

oleh situasi historis pada saat ia diwahyukan. al-Qur’ân itu berlaku untuk

sepanjang zaman. Oleh sebab itu, dalam rangka memelihara relevansi al-

Qur’ân dengan perkembangan kehidupan manusia maka al-Qur’ân harus terus

menerus ditafsirkan ulang.

Ide semacam ini senada dengan apa yang dinyatakan oleh Muhammad

Syahrur (pemikir liberal controversial dari Syiria) dengan teori tsabat al-nash

wa taghayyur al-muhtawa (teks tetap, tapi kandungan penafsirannya bisa

berubah) dalam buku al-Kitab wa al-Qur’ân: Qirâ’ah Mu’ashirah. Sikap ini

merupakan konsekwensi logis dari dictum yang menyatakan bahwa al-Qur’ân

itu selalu terbuka untuk dikritisi setiap saat. Jangan sampai- meminjam istilah

Muhammad Arkoun terjadi taqdis al-afkar al-diniyyah (pensakralan pemikiran

keagamaan).

Metode tafsir tematik holistik yang digagas Amina Wadud itu

sebenarnya juga salah satu model pendekatan hermeneutic, dimana metode itu

selalu melihat secara kritis hubungan antara tiga aspek, yaitu: 1) Dalam

konteks apa teks itu ditulis. Jika kaitannya dengan al-Qur’ân, maka dalam
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konteks apakah ayat itu diturunkan (baca: asbâb al-nuzûl), 2) Bagaimana

komposisi tata bahasa teks (ayat) tersebut, bagaimana pengungkapannya, dan

apa yang dikatakannya, 3) Bagaimana pula keseluruhan teks itu berbicara

tentang tema tertentu bagaimana pula Weltanchauung-nya atau pandangan

hidupnya. Perbedaan dan bias penafsiran ini bisa dilacak dari variasi dalam

penekanan ketiga aspek ini.

Dengan metode tafsir holistic tersebut, maka ayat-ayat yang secara

tekstual bias gender, seperti ayat pembagian hukum waris, persaksian,

poligami, dan sebagainya, dapat dijelaskan secara lebih kontekstual. Misalnya,

dalam pembagian warisan tersebut sebenarnya ide dasarnya adalah keadilan,

bukan satu banding duanya. Pembagian satu banding dua pada waktu itu dirasa

sangat adil, jika mempertimbangkan keadaan sebelumnya, dimana perempuan

tidak dapat mewarisi, tapi malah diwarisi. Oleh karena itu, jika ternyata nilai

keadilan itu berubah, seiring dengan perubahan sistem nila yang berlaku di

masyarakat, maka penafsiran itu bisa juga berubah.

Begitu pula ayat yang berbicara tentang persaksian perempuan.

Sebagaimana ditulis oleh Asghar Ali Engineer, dalam buku The Women’s

Right in Islam, mengapa dua perempuan dianggap sebanding dengan satu laki-

laki dalam persaksian tersebut. Kalau dituntut konteks turunnya ayat (asbâb al-

nuzûl), ayat tersebut bicara mengenai persaksian dalam konteks jual beli atau

niaga. Sementara perempuan pada waktu itu tidak banyak terlibat menangani

persoalan-persoalan niaga, sehingga diasumsikan dalam persaksian perempuan
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menjadi kurang valid. Oleh karenanya, diperlukan teman lain untuk

memperkuat persaksiannya. Jadi, persoalan sebenarnya adalah masalah

profesionalisme, validitas dan kekuatan dalam persaksian tersebut.

Jika sekarang ternyata banyak kaum perempuan yang sudah

professional menangani masalah-masalah bisnis, maka seharusnya perempuan

disejajarkan dengan kaum laki-laki dalam menjadi saksi. Hal ini hemat penulis,

juga dapat dilakukan pada persaksian dalam pernikahan. Sayangnya, selama

ini saksi dalam pernikahan selalu laki-laki, padahal sebenarnya tidak harus

demikian. Namun lagi-lagi wacana tafsir feminis seperti ini, sering kali

dianggap sebagian ulama atau kiai sebagai proses pendangkalan agama,

bahkan takalluf (mengada-ada). Padahal sebenarnya gagasan itu merupakan

ijtihad kreatif dalam tafsir, yang ingin membumikan nilai-nilai keadilan dalam

masyarakat, sehingga keadilan yang notabene merupakan ajaran universal al-

Qur’ân menjadi lebih menyejarah dan empiris, tidak hanya pada tataran

idealis-metafisis.

Dehumanisasi terhadap kaum perempuan yang terjadi dalam panggung

sejarah baik di dunia Barat maupun dunia Islam harus segera dihentikan, antara

lain melalui ‘teologi pembebasan’ yang lebih transformative dan

emansipatoris, berbasis pada penafsiran al-Qur’ân yang sensitive gender dan

berpihak pada nilai-nilai etik Qur’ani. Sebab al-Qur’ân sebagai kitab sucinya

secara normatif sangat menghargai perempuan. Ini terlihat dari bagaimana al-
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Qur’ân secara tegas memandang laki-laki dan perempuan secara setara.103

Tidak berlebihan, kiranya jika penulis mengatakan bahwa eksistensi

perempuan sesungguhnya merupakan “balancing power” (kekuatan

penyeimbang) bagi lelaki. Dengan kata lain, bahwa sebuah sistem kehidupan

tidak dapat dianggap seimbang dan “baik” jika mengabaikan salah satunya.

Laki-laki dan perempuan sesungguhnya harus dapat bekerjasama secara

simbiotik mutualistik jika menginginkan sebuah sistem kehidupan yang

harmoni. Terjadi perlakuan yang menyebabkan “dehumanisasi” atau minimal

mereduksi eksistensi kemanusiaan perempuan salah satunya disebabkan oleh

tidak adanya kesdaran tersebut disamping juga pengaruh bias gender dalam

penafsiran al-Qur’ân yang didominasi oleh kaum laki-laki sehingga kadang

kurang mengakomodasi kesadaran, visi dan misi kaum perempuan. Di sini

barangkali kita perlu mendengarkan ’pembacaan’ al-Qur’ân dalam optik

perempuan.

al-Qur’ân adalah kitab shahih li kulli zaman wa makan. Maka mau

tidak mau, ia harus selalu ditafsirkan seiring dan senafas dengan akselerasi

perubahan dan perkembangan zaman. Karena al-Qur’ân memang kaya akan

makna pesan. Meskipun demikian, kata Arkoun dalam saat yang bersamaan

umat Islam cenderung lebih suka mengonsumsi al-Qur’ân dalam kehidupan

103 Lihat Q.S. al-Ahzab: 35 dan Q.S. al-Tawbah: 71



113

sehari-hari ketimbang memandangnya ditundukkannya pada kajian ilmiah

modern.104

Fikih merupakan sebuah ilmu tentang hukum-hukum syar’iyyah yang

diperoleh lewat proses istidlāl, tetapi hukum-hukum tersebut kerap kali disebut

dengan fikih. Dewasa ini, terminologi fikih, tak lagi dimaksudkan sebagai

perangkat ilmu tentang hukum, melainkan hukum-hukum fiqhiyyah itu sendiri

disebut fikih. Dengan ungkapan lain, fikih adalah produk hukum yang

dihasilkan ulama berdasarkan pemahaman mereka terhadap suatu nash. Oleh

karena itu, kebenaran fikih itu bukan kebenaran absolud (qadh’i), melainkan

kebenaran yang bersifat dhanni.105

Secara materiil, bibit fikih perempuan (feminis)106 sudah ada sejak

dulu, walaupun bentuknya masih sangat sederhana yaitu sekedar katagorisasi

dan klasifikasi hal-hal mana yang menjadi urusan dan tanggungan perempuan

dan hal-hal mana yang dilarang bagi perempuan, baik dalam ibadah, muamalah

maupun al-ahwâl al-syakhsiyyah, padahal yang ditekankan adalah masih

keringnya fikih dari perspektif gender serta pembelaan yang rasional terhadap

perempuan.

Fikih peminis dalam konteks tradisi Islam adalah sangat penting dan

mendesak untuk masa sekarang, dengan terwujudnya transformasi sosial

104 Muhammad Arkoun, Rethingking Islam, Terj. Yudian Wasmin, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 1996), h. 65

105 Sofyan, Fikih Feminis, Op.Cit., h. 56
106 Feminis berasal dari bahasa latin fenina dalam bahasa Inggrisnya feminine, yang berarti

memiliki sifat-sifat  sebagai peremuan. Kamla Bashin, Persoalan Pokok Mengenai Feminisme dan
Relevansinya, terj. S. Sarlina, (Jakarta: Gramedia, 1995), h. 1



114

khususnya di masyarakat Indonesia dalam hal ini demi membebaskan

perempuan muslimah  dan kaum laki-laki dari struktur sosial dan sistem ajaran

yang tidak memungkinkan mereka membangun  pola hubungan yang sejajar

dan berkeadilan.

Sepanjang sejarah Islam kita mencatat sejumlah upaya pembaharuan

hukum Islam, baik dilakukan secara radikal, maupun gradual. Hal itu tidaklah

mengherankan karena upaya pembaharuan hukum Islam sangat mungkin

dilakukan sepanjang  tetap mengacu pada nilai-nilai moral al-Qur’an yang

dijabarkan kedalam enam prinsip pokok sebagai berikut; 1) adanya dinamika

jaman yang terus berkembang yang melahirkan berbagai bentuk perubahan

sosial, 2) pembaharuan hukum Islam dilakukan terhadap hal-hal bukan

menyangkut syar’i (prinsip-prinsip dasar agama), tetapi hanya berkisar pada

masalah-masalah fiqhi (hasil pemikiran ulama terhadap syari’ah yang bersifat

insaniyyah, dan temporal), 3) pembaharuan hukum Islam berdasarkan pada

prinsip “menjaga yang lama yang masih relevan, dan mengambil yang baru

yang lebih baik”. 4) pembaharuan hukum Islam haruslah diikuti dengan sikap

kritis terhadap khazanah ulama’ klasik dengan tidak menghilangkan rasa

hormat kepada mereka, 5) pembaharuan hukum Islam berarti pemahaman dan

pengkajian kembali terhadap seluruh tradisi Islam, termasuk penafsiran al-

Qur’an atau hadits dan juga undang-undang, dengan memahami secara moral,

intelektual dan kontekstual, dan tidak terpaku semata pada aspek legal formal

hukum yang cenderung persial dan local, 6) pembaharuan hukum Islam tetap
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berpegang kepada maqashid al-ahkam al-syar’iyyah dan demi tercapainya

kemaslahatan umat.107

Menurut Ferdinand de Saussure, yang dikutip oleh Syafiq Hasyim

bahwa ada dua macam metode dalam membaca teks, yaitu; 1) tazammuni

(sinkroni), membaca sebuah teks dengan mengaitkan sebuah realitas  masa lalu

dengan realitas masa sekarang, 2) isqathi (diakroni),  membaca sebuah teks

dengan maksna yang berkembang dengan masa kontemporer memutuskan

dengan semua ikatan makna masa lalu.108

Menurut Khoiruddin Nasution, ada dua sifat reformasi hukum Islam

modern yaitu; 1) intra doctrinal reform, sifat ini Nampak dengan adanya

reformasi hukum keluarga Islam yang dilakukan dengan menggabungkan

pendapat beberapa imam madzhab atau mengambil pendapat imam madzhab

diluar madzhab yang dianut. 2) ekstra doctrinal reform, yang melakukan

pembaharuan dalam hukum keluarga dengan cara memberikan penafsiran yang

baru sama sekali terhadap nash yang ada. Inilah yang kemudian disebut dengan

ijtihad.109

Konsep mendasar yang ditawarkan oleh feminisme untuk

menganalisis masyarakat adalah gender. Pemakaian kata gender dalam

feminisme mula pertama dicetuskan oleh Anne Oakley. Dia memulainya

107 Ratna Bantara Munti, Posisi Perempuan, (Yogyakarta: LKiS, 2005).,h. x-xi
108 Syafiq, Hal-Hal , Op.Cit., h. 266
109 Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern,

(Yogyakarta: ACAdeMIA, 2012), h. 6
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dengan mengajak warga dunia untuk memahami bahwa sesungguhnya ada dua

istilah yang serupa, tapi tidak sama, yaitu sex dan gender. Selama ini

masyarakat menganggap kedua istilah itu sama saja, yaitu sebagai sesuatu yang

harus diterima secara taken for granted (menganggap sudah semestinya

begitu).110

Sex is state of being male or female.111 Sex dalam bahasa Inggris

diartikan sebagai jenis kelamin, yang menunjukkan adanya penyifatan dan

pembagian dua jenis kelamin manusia secara biologis, yaitu laki-laki dan

perempuan. Para feminis, diantaranya Simone de Beauvoir, Christ Weedon dan

Barbara Lloyd sepakat bahwa pada dataran ini, ada garis yang bersifat nature,

di mana laki-laki dan perempuan memiliki karakteristik tertentu yang melekat

pada masing-masing secara permanen, kodrati dan tidak bisa dipertukarkan

satu dengan lainnya. Ciri-ciri pengenal itu terberi, tidak dapat diubah dan

kodrati sifatnya.112

Gender pada dasarnya adalah perbedaan jenis kelamin yang bukan

biologis dan bukan kodrat Tuhan. Perbedaan jenis kelamin (seks) merupakan

kodrat Tuhan,113 sehingga secara permanen dan universal berbeda, sementara

110 Siti Muslikhati, Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam,
(Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 19

111 Siti Muslikhati, Oxford Learner’s Pocket Dictionary, (New York: Oxford University Press,
2008), h. 403

112 Tapi Omas Ihromi, dkk, Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan. (Bandung: PT
Alumni,2006), h. 71

113 Gender berasal dari bahasa Inggris, yang jika dilihat dalam kamus, maka tidak ada
penjelasan secara ri nci perbedaan antara sek dan gender. Pengertian seks (jenis kelamin) merupakan
pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat
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gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan atas kontruksi sosial.

Satu perbedaan yang sebenarnya bukan kodrat Tuhan, tapi perbedaan yang

sengaja diciptakan, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan melalui proses

sosial dan budaya yang amat panjang.

al-Qur’an dan sunah sebagai pedoman hidup bagi muslim,

mengandung nilai-nilai universal yang menjadi petunjuk bagi kehidupan

manusia. Nilai-nilai tersebut antara lain nilai kemanusiaan, keadilan,

kesetaraan, kemerdekaan dan sebagainya. Berkaitan dengan nilai kesetaraan

dan keadilan, Islam tidak pernah menolerir adanya perbedaan dan diskriminasi.

Terbukti bahwa posisi lelaki dan perempuan adalah setara. Antara lain QS. Al-

Baqarah/2: 187, QS. Ali Imrān/3: 195, QS. Al-Taubah/9: 71 dan lainnya.

Semuanya mengedepankan prinsip setara dalam memandang perempuan dan

laki-laki, baik dari segi ibadah dan kehidupan dalam rumah tangga.

Islam mengajarkan kepada setiap orang tetang persamaan, bahwa

perempuan tidak hanya bekerja di dalam rumah tangga saja, melainkan mereka

juga berhak mengenyam pendidikan yang setara dengan kaum laki-laki.114

pada jenis kelamin tertentu. Sedangkan gender adalah sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan
yang dikonstruksi secara sosial maupun cultural. Karena proses sosialisasi  dan rekonstruksi
berlangsung secara mapan dan lama, akhirnya menjadi sulit dibedakan, dengan menggunakan
pedoman bahwa setiap sifat biasanya melekat pada jenis kelamin tertentu dan sepanjang sifat-sifat
tersebut bisa dipertukarkan, maka sifat tersebut adalah hasil konstruksi masyarakat, dan sama sekali
bukanlah kodrat. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur dimana baik kaum laki-laki dan
perempuan  menjadi korban dari system tersebut. Marginalisasi atau penganggapan tidak penting
dalam keputusan politik, pembentukan stereotype atau melalui pelabelan negative, kekerasan
(violence), beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (burden), serta sosialisasi ideologi nilai peran
gender. Mansour , Analisis Gender, Op.Cit., h. 7-13

114 Aliyah Rosyid Baswedan, Wanita dan Keluarga; Wacana Perempuan dalam Keindonesiaan
dan Kemoderenan, (Yogyakarta: Cidesindo, 1998), h. 262
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Konsep kesetaraan dalam rumah tangga menjadi perbincangan yang

menarik seiring dengan munculnya paham feminis yang menuntut kesetaraan

antara laki-laki dan perempuan di segala aspek. Pembicaraan mengenai kodrat

perempuan pun mewarnai perdebatan ini.

Berbicara tentang feminisme secara etimologi Emansipasi wanita, 115

berarti berbicara tentang hakekat feminisme dengan mengadakan penyelidikan

tentang sifat dan realitas feminisme dengan refleksi rasional serta analisis

sintesis logic. Hal itu bisa beragam, sesuai dengan paradigmanya, yakni

pandangan para fundamental tentang pokok persoalan dari objek yang dikaji

(subjek matter).

Para mufassir feminis sebenarnya hanya ingin melakukan

kontektualisasi pemahaman al-Qur’an, dengan menangkap semangat ide yang

ada dibalik teks yang literal. Mereka tidak merubah apalagi menolak al-Qur’an.

Melainkan hanya ingin mengembangkan penafsiran al-Qur’an. Sesungguhnya

menolak suatu produk penafsiran al-Qur’an, tidak sama dengan menolak al-

Qur’an itu sendiri.

Model paradigma tafsir feminis, cenderung menganggap bahwa ayat-

ayat tentang relasi gender itu bersifat kontekstual, bukan merupakan statemen

normatif yang bersifat state of being, melainkan state of becoming. Dengan

kata lain, ayat-ayat seperti tentang kewarisan, poligami, kepemimpinan, jilbab,

115 Muhammad Dahlan Al-Barry, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya: Penerbit Arloka, 1994),
h. 174
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persaksian dan hak serta kewaji dan kewajiban suami istri, hanya menjelaskan

realitas sosio historis masyarakat arab waktu itu. Namun sayang, oleh para

mufassir klasik dan para pengikutnya, ayat-ayat yang sebenarnya bersifat

sosiologis itu cenderung hanya difahami secara literal dan tekstual, sehingga

hasil penafsiran ketika dibaca dalam konteks kekinian terlihat bias gender.

Seiring dengan munculnya isu-isu gender yang semakin semarak

dikumandangkan oleh para aktifis perempuan, baik dalam skala lokal, nasional

maupun internasional, maka rekontruksi metode penafsiran al-Qur’an menjadi

sesuatu yang niscaya, agar dapat menghasilkan penafsiran yang lebih sensitif

gender dan mampu menangkap problem sosial kemanusiaan.

Menurut Asghar Ali Engineer, bahwa dalam hal kesetaraan antara

laki-laki dan perempuan ini, setidaknya mengisyaratkat dua hal; 1) dalam

pengertiannya yang umum, ini berarti penerimaan martabat kedua jenis

kelamin dalam ukuran yang setara, 2) orang harus mengetahui bahwa laki-laki

dan perempuan mempunyai hak-hak yang setara dalam bidang sosial, ekonomi

dan politik.116

Karyanya yang paling fenomenal, memperkenalkan dan

mengembangkan analisis gender sebagai suatu alat analisis sosial secara

holistik dan sistematik, bahkan sampai ke tingkat implementasi programatik

dan metodologi praxisnya. Para aktivis gerakan perempuan di Indonesia

116 Asghar Ali Engineer, Hak-Hak Perempuan dalam Islam, terj. Farid Wadji, (Yogyakarta:
Benteng Budaya, 1994), h. 57
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berutang padanya dalam hal ini. Sebelumnya, banyak aktivis memahami teori

dan analisis gender tersebut secara parsial, fragmentatif, atau paling banter

hanya sampai aras ‘wacana teoritik’ saja

Sedangkan konsep gender menurutnya, yakni suatu sifat yang melekat

pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial

maupun kultural. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut,

cantik, emosional, atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional,

jantan, perkasa.117

Dari uraian di atas dapat ditarik benang merah bahwa pada tataran sex,

antara lelaki dan perempuan tidak bisa dipertukarkan karena merupakan kodrat

manusia yang diberikan Allah sejak lahir dan bersifat natural. Adapun hal-hal

yang terkait dengan gender bisa dikompromikan sebab merupakan hasil produk

budaya yang antara satu dengan lainnya tak sama dan kadang kala berubah

seiring berlalunya waktu dan kemajuan yang dicapai.bedaan gender tersebut.

Uraian selanjutnya membahas persoalan apa yang ditimbulkan karena

adanya perbedaan-perbedaan gender tersebut, sehingga melahirkan ketidak

adilan gender yang merupakan sistem dan struktur dimana baik kaum laki-laki

maupun perempuan menjadi korban dari sistem tersebut.

Ketidak adilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk

ketidakadilian, yakni;

117 Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2001), h. 8
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1) Marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, proses marginalisasi

mengakibatkan kemiskinan, sesungguhnya banyak sekali terjadi

dimasyarakat dan negara yang menimpa kaum laki-laki dan perempuan,

yang disebabkan oleh berbagai kejadian, misalnya penggusuran, bencana

alam atau proses ekploitasi.

2) Subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik,

pembentukan stereotipe atau melalui pelabelan negatif. Secara umum,

stereotipe selalu merugikan dan menimbulkan ketidakadilan. Stereotipe

yang diberikan kepada suku bangsa tertentu, misalnya Yahudi di Barat, Cina

di Asia Tenggara, telah merugikan suku bangsa tersebut.

3) Kekerasan (violence), kekerasan adalah serangan atau invasi terhadap fisik

maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap sesama

manusia pada dasarnya berasal dari berbagai sumber, namun salah satu

kekerasan terhadap salah satu jenis kelamin tertentu yang disebabkan oleh

anggapan gender. Diantaranya;

a) pemerkosaan perempuan, termasuk pemerkosaan dalam perkawinan.

b) tindakan pemukulan dan serangan fisik yang terjadi dalam rumah tangga

(domestic violence), termasuk bentuk kekerasan terhadap anak-anak

(child abuse).

c) bentuk penyiksaan yang mengarah kepada organ alat kelamin (genital

mutilation), misalnya penyunatan terhadap perempuan.
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d) kekerasan dalam bentuk pelacuran (prostitution), pelacur merupakan

bentuk kekerasan terhadap perempuan yang diselenggarakan oleh suatu

mekanisme ekonomi yang merugikan kaum perempuan.

e) kekerasan dalam bentuk pornografi, jenis kekerasan ini termasuk

kekerasan nonfisik, yakni pelecehan terhadap kaum perempuan dimana

tubuh perempuan dijadikan objek demi keuntungan seseorang.

f) kekerasan dalam bentuk pemaksaan sterelisasi dam Keluarga Berencana

(KB) “enforced sterilization).

g) kekerasan terselubung (molestation), yakni menyentuh atau memegang

atau menyentuh bagian tertentu dari tubuh peremuan dengan berbagai

cara dan kesempatan tanpa kerelaan si pemilik tubuh.

h) tindakan kejahatan terhadap perempuan yang paling umum dilakukan

dimasyarakat yakni yang dikenal dengan pelecehan seksual atau sexual

and emotional harassment.

4) Beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (burden), serta sosiologi

ideologi nilai peran gender. Manifestasi keadilan gender  dalam bentuk

marginalisasi ekonomi, subordinasi, kekerasan, stereotipe dan beban kerja

tersebut diberbagai tingkatan.

a) Manifestasi ketidakadilan gender tersebut terjadi ditingkat negara, baik

dalam satu negara mauun antara negara PBB.

b) Manifestasi tersebut juga terjadi ditempat kerja, organisasi maupun dunia

kerja.



123

c) Manifestasi ketidakadilan gender juga terjadi dalam adat-istiadat

masyarakat di banyak kelompok etnik, dalam kultur suku-suku atau

dalam tafsiran keagamaan.

Manifestasi ketidakadilan gender itu juga terjadi dilingkungan rumah

tangga.118

KH. Husein Muhammad, satu-satunya Kyai feminis Indonesia yang

tak pernah merasa lelah membela perempuan. Ia berjuang mendongkrak

kemapanan pemahaman relasi gender yang telah mapan. Pandangannya

banyak berbeda dengan pandangan keagamaan arus utama, terutama ketika

membahas fikih mengenai perempuan.

Salah satu fatwanya yang berbeda adalah, ia membolehkan perempuan

sebagai imam shalat yang makmumnya laki-laki. Imam shalat hendaknya

yang pandai membaca al-Qur’an, ahli fikih, dan yang pandai di antara kamu.

al-Qur’an tidak pernah menyebutkan soal laki-laki dan perempuan, justru

yang ditekankan sebagai imam shalat adalah kemampuan individu, bukan

jenis kelamin.119

Satu-satunya hadits yang melarang perempuan sebagai imam adalah:

“Janganlah sekali-kali perempuan menjadi imam shalat bagi laki-laki”.

Dalam riset KH. Husein Muhammad, hadits itu bertumpu pada periwayat

bernama Muhammad bin Abdullah al-Adawi. Sosok ini banyak menuai

118 Mansour Fakih, Analisis Gender, Op.Cit., h. 12-23
119 Husein Muhammad, Fikih Perempuan,Op.Cit. h. 35
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kritik. Imam Bukhari menyebutnya “munkar”. Abu Hatim menyebutnya

“Syaikh Majhul”. Daruquthni menilai hadisnya “matruk”. Ibnu Hibban

menyebut hadisnya “tidak boleh dijadikan dasar hukum”.120

Menurut Husein, ada hadits sahih yang memperbolehkan perempuan

menjadi imam atas laki-laki, Nabi Muhammad SAW., pernah menyuruh

Ummu Waraqah mengimami shalat penghuni rumahnya. Hadits itu

dipersepsi luas para periwayatnya dipercaya kredibel. Dalam hadits Abu

Daud ada penjelasan tambahan yakni pembaca adzannya seorang pria.

Ummu Waraqah juga dijelaskan memiliki budak pria. Di rumahnya pun ada

kakek-kakek.121

Isi hadits itu, menurut Husein Muhammad, sejalan dengan prinsip

Islam yang memberi kesetaraan laki-laki dan perempuan. Dari sini Husein

Muhammad menyimpulkan, tidak ada nash agama yang melarang

perempuan jadi imam. Sejak dahulu, tutur Husein Muhammad, sudah ada

ulama sekaliber Mujtahid Mutlak yang memperbolehkan imam perempuan.

Diantaranya, seorang ahli fiqih Abu Tsaur, al-Muzani (wafat 878 M) dan

Ibnu Jarir al-Thabari (wafat 923 M). Namun, pendapat mereka kurang

dikenal hingga saat ini.122

120 Ibid., h. 36
121 Ibid., h. 37
122 Husein Muhammad, Fikih Perempuan,Op.Cit. h. 35
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Kondisi masyarakat Arab pada saat itu sangat dominan dengan laki-

laki, selain itu perempuan di depan atau di tengah laki-laki, seperti diungkap

banyak buku fikih, bisa menggoda pikiran laki-laki. Tapi, bagi KH. Husein

Muhammad, itu cara pandang yang bias laki-laki.

Lebih lanjut menurut Husein Muhammad jika kebudayaan adalah

realitas kehidupan masyarakat manusia yang meliputi tradisi tradisi, pola

perilaku manusia keseharian, hukum hukum, pikiran pikiran dan keyakinan

keyakinan, maka kebudayaan yang tampak secara umum masih

memperlihatkan dengan jelas keberpihakannya pada kaum laki-laki. Orang

menyebutnya dengan budaya patriarki. Dalam kebudayaan ini, memapankan

peranlaki-laki untuk melakukan dan menentukan apa saja, disadari atau

tidak, mendapatkan pembenaran. Sebaliknya perempuan di posisi

subordinat. Ia menjadi bagian dari laki-laki dan menggantungkan nasib

hidupnya kepada laki-laki. Otonomi perempuan berkurang. Pada gilirannya,

keadaan ini sering kali terbukti melahirkan sebuah proses marjinalisasi,

bahkan juga ekploitasi dan kekerasan atas kaum perempuan. Ini terjadi

dalam segala ruang, baik domestik maupun publik.123

Prinsipnya, kata Husein, keadilan dan kemaslahatan harus menjadi

dasar dalam membuat hukum. Hukum bisa berubah apabila tidak ditemukan

kebaikan sosial. Menurut Husein, tak mudah menemukan fikih Islam yang

melindungi hak perempuan untuk konteks hari ini. Fikih itu sendiri adalah

123 Husein Muhammad, Fikih Perempuan, Op.Cit., h. 20
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pandangan, pendapat, faham seseorang atau kolektif, yang sifatnya tidak

mengikat. Produk fikih bercorak patriarkis mendominasi seluruh ruang

domestik termasuk dalam pernikahan. Seperti nikah, maknanya adalah

perempuan dimiliki suami. Akibatnya, istri tak memiliki hak seksual atas

suaminya dan juga kontrol atas dirinya sendiri karena seluruh tubuhnya

adalah milik suami. Dampaknya, perempuan sebagai istri tertutup dan malu

untuk mengungkapkan hasratnya terhadap suami.124

Pemikiran Syafiq Hasyim, kenyataan menunjukkan bahwa struktur

sosial yang ada menumbuhkan perlakuan diskriminatif yang menempatkan

perempuan (isteri) di dalam sektor domistik (kerumah tanggaan), sementara

laki-laki (suami) sebagai kepala keluarga mengenai urusan publik. Dalam

posisi seperti itu, sang istri harus bergantung kepada suami mengingat

urusan keluarga dalam kenyataannya sangat dipengaruhi oleh urusan publik.

Apa yang diputuskan suami untuk kepentingan urusan publik itu harus

menjadi pertimbangan utama bagi sang istri dalam mengatur urusan

keluarga. Kenyataan itu tentu merupakan problem sosial dan kultural yang

diwarisi terus menerus dari generasi kegenerasi. 125

124 Ibid., h. 23
125 Istiadah, Pembagian Kerja Rumah Tangga dalam Islam, h. 12. Lihat pula Yasir Alimi,

Advokasi Hak-Hak Perempuan Membela Hak-Hak Mewujudkan Perubahan, (Yogyakarta: LkiS,
1999), h.154. lihat juga Musdah Mulia, Pandangan Islam Tentang Poligami, (Jakarta: Lembaga Kajian
Agama dan Gender, 1999), h. 59. Lihat juga Musdah Mulia, Negara Islam, (Depok: Paramadina,
2000), h. 152
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Syafiq Hasyim berpendapat, ijtihad jangan didominasi dan jangan

hanya dimaknai sebagai persoalan fikih semata, tapi harus dimaknai sebagai

persoalan yang global. Persoalan yang menyeluruh yang menyangkut hajat

dasar kehidupan manusia sesuai dengan tujuan agama itu sendiri sebagai

pemenuhan atas kebutuhan dasar manusia. Ijtihad pada dasarnya adalah

mekanisme untuk mempertahankan hubungan antara agama dengan

kehidupan sosial. Kalau ijtihad mati maka kehidupan sosial menjadi kering

karena agama tidak ada di sana. Karena itu, ijtihad juga harus menyangkut

kehidupan sosial seperti penebangan hutan, lumpur Lapindo, pemanasan

global, dan sebagainya.

Menurut Syafiq Hasyim, setiap orang boleh dan memiliki hak untuk

melakukan ijtihad. Penilaian terakhirnya adalah bagaimana masyarakat

menanggapinya. Kalau masyarakat setuju maka dapat diikuti, n tidakmun

jika tidak, maka msyarakat boleh untuk menolaknya. Dalam artian, tidak

harus memukuli mereka, tidak harus menyiksa mereka, tidak harus

menimpuki rumah mereka, dan sebagainya. Hal ini dapat dibantah melalui

argumen, buku, atau tulisan. Tidak harus dihukum,  sebab pikiran seseorang

tidak bisa dihukum. Karena pikiran manusia itu adalah sesuatu yang

abstrak.126

Beberapa waktu lalu banyak ulama dan orang Islam marah karena

menilai kelompok bernama al-Qiyadah sebagai ajaran sesat, menganggu,

126 Syafiq Hasyim, Hal-Hal yang Tak Terpikirkan, Op.Cit., h. 239
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dan merusak tatanan tauhid umat, bahkan mengajak orang tersesat. Kita

pernah mendengar juga kelompok lain seperti Al-Qur’an Suci, al-Hallaj, dan

Syech Siti Jenar tetapi semua itu fenomena. Sesuatu sedang terjadi dan

bergeser.

Itu sebetulnya tergantung bagaimana cara pandangnya. Kita melihat

kemunculan al-Qiyadah, al-Qur’an Suci, Ahmadiyah, dan sebagainya

merupakan pengulangan saja (repetisi). Kalau kita melihat sejarah Islam

selalu ada kelompok seperti itu. Sebetulnya kalau kita melihat secara

mendalam tidak selalu agama yang menjadi penyebab mengapa mereka

tampil ke permukaan. Mungkin kita bisa mengatakan di sini ada faktor-

faktor lain di luar agama, seperti situasi ekonomi, politik, dan sebagainya

sehingga menyebabkan mereka menjadi semacam kelompok sempalan.

Jika seeorang merasa sudah tidak bisa berkompetisi pada ruang publik,

tidak mendapatkan kesempatan dan eksis pada sumber-sumber ekonomi,

sumber daya politik, dan sebagainya, maka dia merevitalisasi yang dimiliki

dan dekat dengan dirinya selama hidupnya yaitu agama. Jadi dia sebenarnya

mencari sesuatu dan tidak menemukannya di ruang politik, ruang publik.

Lalu dia kembali pada diri sendiri, kembali pada agama yang selalu

dikatakan ada pintu yaitu ijtihad.

Ijtihad sesuatu yang didorong oleh Islam. Setelah begitu lama umat

Islam mendeklarasikan sebagai umat yang tertutup karena menurut beberapa

kalangan ulama pintu ijtihad itu ditutup yaitu pada abad ke-3 setelah hijriah,
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sekarang ada semacam dorongan yang kuat di kalangan umat Islam untuk

melakukan ijtihad. Kalau dikaitkan dengan gerakan sempalan atau non

mainstream seperti al-Qiyadah, Ahmadiyah, dan sebagainya mungkin kita

bisa mengatakan sebagai cara ijtihad mereka untuk memahami Islam. Islam

dengan 'I' besar tetap membuka peluang untuk menampung islam dengan 'i'

kecil, berbagai islam. Kelompok ini melihat bahwa Islam yang

direpresantasikan dengan model keberagamaan yang menganut imam dalam

bidang fikih, atau imam dalam bidang teologi, menurut mereka mungkin

perlu penyempurnaan lagi sehingga muncul beberapa aliran-aliran tersebut.

Kalau mengatakan kelompok sesat berarti melakukan penilaian

terhadap mereka. Dalam negara seperti ini yang demokratis dan

menggunakan dasar-dasar katakanlah sekuler, tidak bisa dikatakan bahwa

sesuatu golongan sebagai aliran sesat dan sesuatu dikatakan sebagai aliran

benar, kecuali kalau kita menggunakan mahkamah atau Pengadilan Agama

(PA). Yang membuktikan sesat atau tidak. Kalau pengadilan memutuskan

dia itu sesat mungkin tidak benar juga karena apa mekanisme yang

digunakannya untuk menilai sesat atau tidak. Tidak dapat digunakan sistem

agama, atau mahkamah syariah, atau sistem ahlul halli wal adli. Kalau kita

menyebutnya dengan aliran sempalan atau non mainstream maka itu lebih

netral.

Akal ditempatkan di satu tempat yang cukup istimewa sehingga

memungkinkan terjadi suatu discourse antara akal dan nash. Ini menarik
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karena nash terbatas, sementara seberapa luas akal tidak ada yang

mengetahuinya. Interpretasi terhadap nash al-Qur’an atau nash keagamaan

seringkali dimuati oleh kedalaman berpikir manusia. Perdebatan dari awal

memang ada yang disebut pendekatan aqliyah dan pendekatan naqliyah.

Namun kalau kita pikir-pikir lagi yang disebut pendekatan naqliyah itu

sebetulnya pendekatan aqliyah juga. Naqliyah artinya mendasarkan diri

pada sumber-sumber tekstual dan menarik kesimpulan berdasarkan bunyi

teks itu atau intertekstualiti (melakukan pemaknaan antar teks). Untuk

menarik kesimpulan dari teks itu terintervensi nalar atau akal.

Sesungguhnya, yang paling mungkin digunakan adalah akal. Teks itu

sebagai bahan, bukan sebagai sumber karena teks tidak bisa berbicara. Kalau

kita ingat perkataan Sayidina Ali bahwa yang disebut dengan al-Qur’an itu

apa yang terletak di antara dua sampul (mushaf). al-Qur’an tidak akan bisa

bicara, yang bicara itu manusia. Oleh karena itu, jika menginginkan agama

sebagai sumber inspirasi dan sumber kehidupan, tidak bisa membiarkan

agama diam begitu saja. al-Qur’an tergeletak, tidak bisa mengubah apapun

kalau tidak diintervensi oleh manusia. Artinya diintervensi oleh manusia,

kalau dia tidak dibaca oleh manusia. Pembacaan ini tidak lain menggunakan

nalar. Di situ nalar akan bernegosiasi juga dengan pengertian yang ada di

dalam teks. Tidak mungkin nalar bisa berpikir bebas begitu saja karena dia

berhadapan dengan realitas teks. Yang paling penting di sini adalah

terjadinya proses dialog antara pembaca dengan apa yang dibaca.
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Pintu ijtihad tidak pernah tertutup. Ulama yang mengatakan pintu

ijtihad tertutup, tetapi pada saat itu memang terjadi krisis besar dalam bidang

keintelektualan dan kekuatiran yang besar pula di kalangan ulama kalau

terjadi perkembangan-perkembangan keagamaan yang tidak mereka

inginkan. Misalnya, kemunculan aliran-aliran non ahlul wa sunnatul

jama’ah sehingga ulama membuat batasan, kita menjaga ortodoksi sampai

batas ini, pada masa kita ini, tiga abad setelah Hijriyah, tidak semua orang

boleh mengakses apa yang kita sebut dengan ajaran agama.

Ini masalahnya adalah treatment diantara kelompok-kelompok

hegemoni, katakanlah Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah terhadap

Islam dengan "I" besar. Organisasi-organisasi Islam di Indonesia, seperti

Muhammadiyah dan NU, sudah tidak mempersoalkan lagi persoalan-

persoalan yang sebetulnya tidak fundamental. Yang saya maksud dengan

persoalan-persoalan tidak fundamental itu persoalan yang tidak mempunyai

implikasi luas terhadap kehidupan umat manusia dalam pengertian yang riil,

bukan persoalan luas seperti merusak akidah, merusak moralitas orang. Itu

susah untuk diukur. Persoalan yang mempunyai implikasi luas dan riil

adalah apakah peran mereka mampu membawa kesejahteraan bagi kaum

atau umat mereka. Jadi itulah keinginan yang harus diperhatikan.

Kembali lagi ke persoalan awal, yang merupakan bentuk kooptasi

organisasi-organisasi besar seperti NU dan Muhammadiyah. Tapi yang lebih

bahaya buat saya adalah peran pemerintah itu sendiri yang melakukan
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penyelundupan terhadap organisasi-organisasi yang mereka anggap memiliki

otoritas seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), dimana majelis ini

dimanfaatkan atau memanfaatkan untuk kepentingan menjaga ideologi atau

integritas kelompok mainstream. Karena itu segala sesuatu yang muncul dan

menurut mereka tidak bersesuaian dengan perspektif organisasi mainstream,

maka dianggap sebagai keluar dari Islam dan dianggap sebagai aliran sesat.

Untung juga kita berada di negara sekuler. Bayangkan kalau sudah

menjadi negara beragama, yang menarik buat orang awam yang dulu hanya

ikut saja kepada NU, seperti sholat begini, puasa begini. Kemudian

Muhammadiyah juga begitu. Lalu tiba-tiba terbuka ada banyak Islam. Ada

Islam begini, ada Islam begitu. Mereka mungkin tidak mengerti banyak

tetapi karena didorong oleh sesuatu yang barangkali struktural menjadi

terbangunkan emosi, lalu berpikir sempit sehingga menjadikan itu semua

sebagai korban.

Ini adalah salah dari elit agama. Walaupun banyak kalangan yang

mengatakan Islam bukan agama yang hirarkis atau mengistimewakan satu

kelompok tertentu, tapi pada dasarnya dan pada kenyataannya di lapangan

Islam itu mengenal sistem hirarki. Dalam artian, keagamaan orang awam itu

mengikuti keagamaan pemimpin mereka. Kalau pemimpin mereka memiliki

perspektif yang agak liberal, dalam pengertian yang positif dan mempunyai

perspektif yang progresif maka keagamaan orang awam ini tertolong.

Mereka memiliki sifat keagamaan yang terbuka. Tapi kalau para elit agama
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ini memiliki perspektif sebaliknya, yang sangat sempit, maka umat mereka

menjadi sempit. Sekali lagi yang menjadi korban adalah kelompok yang

paling lemah di dalam kelompok besar itu. Ini pandangan saya.

Bagi yang sering bertemu dengan pandangan-pandangan lain yang

agak terbuka, seringkali menghadirkan kritik terhadap diri sendiri dan

lingkungan. Satu kalimat yang sering dan terus menerus ada di dalam hati

saya adalah pernyataan Ahmad Wahid di catatan hariannya yang

mengatakan, Siapa yang tahu kedalaman hati orang, keluasan pikiran orang,

dan apakah Tuhan takut terhadap akal yang luas itu yang diciptakannya

sendiri. Maksudnya, Tuhan takut terhadap ciptaan-Nya sendiri. Ini menarik

sekali dan membangunkan satu keinginan untuk memikirkan lagi kira-kira

apakah saya sudah sampai ke batas-batas itu. Sudah lama sekali kita tidak

mendengar pencerahan-pencerahan baru sebagaimana kita pernah melihat

pada saat Gus Dur muda, atau Nurcholish Majid atau jauh sebelumnya

Ahmad Wahid.

Situasinya sudah berbeda dengan zaman Cak Nur Muda, Gus Dur

muda, Syafii Ma’arif muda, dan sebagainya. Situasi sekarang mungkin

sangat berubah. Pertama, pada masa itu keadaan sosial, ekonomi, dan politik

secara relatif mapan. Karena itu tidak begitu banyak wacana keagamaan

yang kompleks. Hal-hal yang muncul pada saat itu adalah hal-hal tentang

isu-isu dasar. Misalnya, apakah Islam itu sesuai dengan demokrasi, apakah

kita memilih negara sekuler atau negara Islam, kemudian apakah pintu
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Ijtihad itu bisa dibuka kembali, dan sebagainya. Isu-isu dasar ini muncul

karena watak pada saat itu memang tidak banyak tantangan.

Kemudian elit intelektual masih sangat terbatas sehingga mereka

terkonsentrasi pada tokoh-tokoh yang itu juga. Kalau kita melihat 10 atau 20

tahun terakhir ini elit intelektual muda Islam begitu banyak dan begitu

bervariasi. Tidak hanya mengurusi hal-hal yang berkaitan pembaharuan

keagamaan saja tapi hal-hal yang bersifat praktek, seperti pengurangan

kemiskinan, supaya hutan tidak gundul, atau pekerjaan saya yaitu supaya ada

kesetaraan jender. Jadi masalahnya begitu banyak, sumber daya manusianya

juga sudah begitu banyak.

Adanya situasi semacam ini, membuat orang kemudian berpandangan

bahwa suara menjadi divers, terbagi dimana-mana, tidak terkonsentrasi pada

tokoh-tokoh tertentu. Bahkan sekarang kalau kita bicara tentang Islam, orang

seperti Gus Dur, Syafii Ma’arif, sudah terpinggir. Dalam pengertian, isu

mereka sudah diambil alih oleh kelompok-kelompok muda lainnya.

Mungkin yang perlu kita pikirkan saat ini adalah konsolidasi intelektual, tapi

itu tidak harus menyatukan. Yang dimaksud dengan konsolidasi itu adalah

bagaimana satu sama lain memiliki jaringan yang intensif. Ini karena

masing-masing mempunyai spesialisasi, mempunyai akar rumput

(grassroot), mempunyai fokus, dan sebagainya. Bagi saya persoalannya

kompleks, sumber daya manusianya sudah banyak sehingga membuat

masyarakat menjadi memiliki lebih banyak informasi.
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Kalau dikaitkan dengan ijtihad, menjadi salah satu bentuknya karena

ijtihad pada dasarnya adalah mekanisme untuk mempertahankan hubungan

antara agama dengan kehidupan sosial. Kalau ijtihad mati maka kehidupan

sosial menjadi kering karena agama tidak ada di sana. Kalau ijtihad mati

maka agama menjadi mati dan tidak ada dimensi kehidupan yang riil di

dalam agama. Itu mungkin pengertian Ijtihad yang sangat luas dan

komprehensif.

Tak diragukan lagi bahwa pembentukan wacana fikih Islam tidak

terlepas dari prinsip keadilan. Imam-imam membangun wacana fikih adalah

mereka yang sangat terkenal dengan sifat keadilan dan ke-ddabit-annya.

Kasus perempuan masih terkenal dengan kemaskulinnya. Adalah bias

gender, ini menunjukkan satu sisi dari ketidakadilan dari fikih itu sendiri.

Dalam sebuah pendeknya, Masdar F. Mas’udi, mengangkat gejala-kejala

ketidakadilan yang sangat ketara dalam fikih kita, seperti melalui perempuan

separo dari nilai laki-laki, melihat perempuan sebagai objek, perempuan

sebagai mahluk domestik, dan pandangan peyoratif lainnya yang sangat kuat

nuansanya dalam fikih kita.127

Dalam kontek ini, yang dimaksud Syafiq, prinsip keadilan dalam fikih

adalah adanya keseimbangan dalam memandang hak dan kewajiban antara

perempuan dan laki-laki secra proporsional, sesuai dengan hakekat asal

127 Syafiq Hasyim, Hal-Hal yang Tak Terpikirkan, Op.Cit., h. 262
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kejadian kedua jenis manusia yang memang diciptakan sejajar (setara) dan

seimbang oleh Allah SWT.

Keadilan tersebut sesuai denga sifat Tuhan yang MahaAdil, dan secara

jelas dinyatakan dalam al-Qur’an bahwa Tuhan tidak pernah berbuat dzalim.

al-Qur’an sebagai firman Tuan tidak bisa dijadikan sumber ketidakadilan

kemanusiaan, dan ketidakadilan terhadap perempuan muslimah tidak bisa

difahami sebagai berasal dari Tuhan (god-devired). Tujuan Islam adalah

memantapkan keadilan di bumi.

Kesejajaran (kesetaraan) dan keseimbangan sebagai prinsip utama

keadilan termaksud diatas harus diagendakan dalam rangka memberantas

suatu fikih baru yang berperspektif keadilan gender. Keadilan gender

dimaksud adalah memandang setara (sejajar) dan seimbang kedudukan laki-

laki dan perempuan, tidak berdasarkan perbedaan-perbedaan yang bersifat

kodrati.128

C. Teori Maslahat

1. Pengertian Maslahat

Maslahat atau sering disebut maslahat mursalah yaitu suatu

kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-

dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika

dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan.

128 Syafiq Hasyaim, Hal-Hal yang Tak Terpikirkan, Op.Cit., h. 262-263
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Mashlahat mursalah disebut juga mashlahat yang mutlak. Karena tidak ada

dalil yang mengakui kesahan atau kebatalannya. Jadi pembentuk hukum

dengan cara mashlahat mursalah semata-mata untuk mewujudkan

kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak

kemudharatan dan kerusakan bagi manusia.129

Kata masslahat secara bahasa berasal dari kata shalaha yang berarti

baik dan menjadi lawan kata dari buruk, sehingga secara etimologis, kata

maslahah digunakan untuk menunjukkan  jika sesuatu itu baik atau seseorang

menjadi baik.130 Namun secara terminologis dalam usul fikih, baik dan buruk

dalam pengertian maslahah ini menjadi terbatasi.

a. Sandaran maslahah adalah petunjuk syara’ bukan semata-mata berdasarkan

akal manusiasangat terbatas, mudah terprovokasi oleh pengaruh lingkungan

dan hawa nafsu.

b. Baik dan buruk dalam kajian maslahah tiak hanya terbatas pada persoalan-

persoalan duniawi melainkan juga urusan ukhrawi.

c. Maslahah dalam kacamata syara’, tidak hanya dinilai dar kesenangan fisik

semata-mata, namun juga dari sisi kesenangan ruhaniyah.131

2. Pembagian Maslahat

129 Ibid., h. 181
130 Kutbuddin Aibak, Metodologi Pembaharuan Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,

2008), h. 187
131 Amir Syarifuddin, Usul Fikih, jilid-2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 91
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Sejalan dengan batasan terhadap pengertian maslahat secara umum

inilah, dalam teori hukum Islam atau yang disebut Islamic legal yurisprodence

diperkenalkan tiga macam maslahah, yaitu maslahah mu;tabarah, maslahah

mulghah dan maslahah mursalah.132 Maslahah mu’tabarah, didefinisikan

sebagai maslahah yang diungkapkan secara langsung baik dalam al-Qur’an

maupun hadits Nabi. Sedangkan maslahah mulghah, adalah maslahah yang

bertentangan dengan  ketentuan yang termaktub dalam al-Qur’an dan al-

Hadits. Adapun maslahah mursalah adalah maslahah yang tidak ditetapkan

dalam al-Qur’an maupun hadits maupun juga tidak bertentangan dengan kedua

sumber tersebut.133

Imam Ghazali mengelompokkan maslahat menjadi tiga aspek, yaitu:

a. Maslahat dibedakan berdasarkan ada keabsahan normatif atau kadar kekuatan

dukungan nash kepadanya menjadi tiga macam, yaitu; 1) Maslahat yang

didudkung keabsahannya dalam saya’ dan dapat dijadikan illat dalam qiyas. 2)

Maslahat yang didukung oleh syara’ kebatalannya. 3) Maslahat yang tidak

mendapat dukungan dari syara’ dalam hal keabsahan maupun kebatalannya.134

b. Dilihatdari aspek kekuatan maslahat (keabsahan fungsional) itu sendiri.

Terhadap maslahat ini, ghazali memberikan syarat-syarat pemberlakuannya.

1) Kemaslahatannya sangat esensial dan primer (dharuriyah).

132 Amir Mu’allim dan Yusdani, Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam, (Yogyakarta: UII Press,
2001), h. 68

133 Amir Muallim, Konfigurasi Pemikiran, Op.Cit., h. 68-69
134 Wahbah Zuhaili, Usul al-Fiqh al-Islami, jilid II, (Bairut: Dar al-Fiqr, 1987), h. 769
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2) Kemaslahatannya sangat jelas dan tegas (qat’iyyah).

3) Kemaslahatannya bersifat universal (kuliyyah).

4) Kemaslahatannya berdasarkan pada dalil yang universal dari keseluruhan

qarinah (mu’tabarah).135

c. Jenis maslahat ini terkait erat dengan beberapa aspek  penyempurna (takmilan

dan tatimah).136

Dalam rumusan berbeda juga disebutkan, bahwa legalitas maslahah

mursalah dalam kajian usul fikih harus di dasarkan pada kreteria-kreteria

berikut ini.

a. Maslahah itu harus bersifat pasti, bukan sekedar rekaan atau anggapan

bahwa ia memang mewujudkan suatu manfaat, atau mencegah terjadinya

kemudharatan.

b. Maslahah itu bukan hanya kepentingan pribadi, atau sebagian kecil

masyarakat, namun bersifat umum.

c. Hasil penalaran maslahat itu tidak berujung pada pengabaian suatu prinsip

yang telah ditetapkan oleh nash syari’ah.137

Kreteria di atas, tidak menjadikan sebuah batasan terhadap maslahah

bagi al-Thufi, yang dikenal dengan tokoh Kontroversial, dari madzhab Hanbali

135 Hamka Haq, al-Syatibi, Aspek Teologis Konsep Maslahah dalam Kitab al-Muwafaqat, (T.
Tp. Penerbit Erlangga, 2007), h. 251

136 Wahbah Zuhaili, Usul al-Fiqh al-Islami,Op.Cit., h. 170-171
137 Anang Haris Imawan, “Refleksi Pemikiran Hukum Islam: Upaya-Upaya Menangkap Simbol

Keagamaan” dalam Anang Haris Himawan (peny). Epistimologi Syara’ Mencari Format Baru Fikih
Indonesia, cet-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 84
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dinilai berlebihan dalam menilai maslahah.138 Mengingat dalam pandangan al-

Thufi, pembagian maslahah sebagaimana pembahasan di atas, sebenarnya

tidak ada dengan alasan tujuan syari’ah adalah kemaslahatan, maka dengan

demikian, segala bentuk kemaslahatan didukung atau tidak didukung oleh teks

suci harus dicapai tanpa merinci kedalam pembagian maslahah secara

kategoris.139

3. Dasar hukum Maslahat

Para ulama yang menjadikan maslahat Mursalah sebagai salah satu

dalil syara', menyatakan bahwa dasar hukum maslahat mursalah, ialah:

a. Persoalan yang dihadapi manusia selalu tumbuh dan berkembang, demikian

pula kepentingan dan keperluan hidupnya. Kenyataan menunjukkan bahwa

banyak hal-hal atau persoalan yang tidak terjadi pada masa Rasulullâh saw,

kemudian timbul dan terjadi pada masa-masa sesudahnya, bahkan ada yang

terjadi tidak lama setelah Rasulullâh saw. meninggal dunia. Seandainya tidak

ada dalil yang dapat memecahkan hal-hal yang demikian berarti akan

sempitlah kehidupan manusia. Dalîl itu ialah dalîl yang dapat menetapkan

mana yang merupakan kemaslahatan manusia dan mana yang tidak sesuai

dengan dasar-dasar umum dari agama Islam. Jika hal itu telah ada, maka

dapat direalisir kemaslahatan manusia pada setiap masa, keadaan dan tempat.

138 Mustafa Ahmad Zarqa’, al-Istislah wa al-Masa’il al-Mursalah fi al-Syari’ah al-Islamiyah wa
Usul Fikih, diterjemahkan oleh Ade Dedi Rohayana, Hukum Islam dan Perubahan Sosial, cet-1,
(Jakarta: Reora Cipta, 2000), h. 81

139 Saifuddin Zahri, Usul Fiqh: Akal Sebagai Sumber Hukum Islam, cet-2, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2011), h. 117
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b. Sebenarnya para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in dan para ulama yang datang

sesudahnya telah melaksanakannya, sehingga mereka dapat segera

menetapkan hukum sesuai dengan kemaslahatan kaum muslimin pada masa

itu. Khalîfah Abû Bakar telah mengumpulkan al-Qurân, Khalîfah Umar telah

menetapkan talak yang dijatuhkan tiga kali sekaligus jatuh tiga, padahal pada

masa Rasulullah SAW., hanya jatuh satu, Khalifah Utsman telah

memerintahkan penulisan al-Qurân dalam satu mushaf dan Khalîfah Ali pun

telah menghukum bakar hidup golongan Syi'ah Radidhah yang

memberontak, kemudian diikuti oleh para ulama yang datang sesudahnya. 140

4. Obyek Maslahat

Obyek maslahat mursalah, ialah kejadian atau peristiwa yang perlu

ditetapkan hukumnya, tetapi tidak ada satupun nash (al-Qurân dan Hadith)

yang dapat dijadikan dasarnya. Prinsip ini disepakati oleh kebanyakan

pengikut madzhab yang ada dalam fiqh, demikian pernyataan Imâm al-Qarafi

ath-Thūfî dalam kitabnya Masalihul Mursalah menerangkan bahwa

Masalihul Mursalah itu sebagai dasar untuk menetapkan hukum dalam

bidang mu'amalah dan semacamnya. Sedang dalam soal-soal ibadah adalah

Allâh SWT. untuk menetapkan hukumnya, karena manusia tidak sanggup

mengetahui dengan lengkap hikmah ibadat itu. Kaum muslimîn beribadat

sesuai dengan ketentuan-Nya yang terdapat dalam al-Qurân dan Hadith. 141

140 Ibid., h. 181
141 Ibid., h. 182
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5. Kehujahan Maslahat

Imam Malik sebagai orang yang pertama kali menggunakan teori

maslahat, berpendapat bahwa maslahat yang dapat dijadikan sebagai sumber

hukum harus memenui beberapa kreteria, yaitu adanya kesesuaian dengan

tujuan syari’ yang secara umum didukung serta tidak bertentangan dengan

nash.142 Pandangan al-Thūfi tentu berbeda terhadap pandangan terhadap

maslahah secara umum yang telah dikemukakan oleh para ulama’. Jika para

ulama’ selain al-Thūfi memaknai eksistensi maslahat yang masih dalam

lingaran syara’, maka al-Thūfi lebih jauh melangkah dan cenderung

melandaskan konstelasi maslahah pada superioritas oleh akal, karena akal

manusia menurut al-Thūfi lebih objektif dalam memposisikan kreteria

maslahah dibandingkan dengan pertentangan antara nas-nas syar’i. sehingga

dengan demikian, validitas kehujahan maslahat harus diprioritaskan atas

dalil-dalil lain termasuk nash syar’i.143

Argument al-Thūfi berdasarkan pada hadits nabi yang berbunyi la

dhirara wa la dhirara. Menurut al-Thūfi, hadits ini adalah prinsip syari’ah

yang sangat asasi, karena maslahat pada hakekatnya adalah untuk mencegah

kesulitan yang diperlukan guna memberikan kemudahan bagi orang yang

sedang menghadapi kesulitan. Maka konsekuensinya, jika ada nash dan ijma’

142 Abu Ishaq al-Syatibi, al-I’tisam, jilid II, (Riyad:al-Haditsah, tt.), h. 129
143 Muhammad Muslehuddin, Philosophy of Islamic Law and The Orientalist: A Komperative

Studi of Islamic Legal System, diterjemahkan oleh Yudian Wahyudi Asmin, Filsafat Hukum Islam dan
Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam, cet-1, (Yogyakarta: Tiara Wacana
Yogya, tt.), h. 133
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yang harus menyesuaikan dengan maslahat dalam kasus tertentu, maka hal

tersebut harus dilakukan, namun sebaliknya, jika antara nash dan ijma’

bertentangan maslahat maka kedua dalil tersebut harus tunduk pada

maslahat.144

Pengunggulan maslahat terhadap nash dan ijma’ bagi al-Thūfi

didasarkan pada beberapa argumen.

a. Kehujahan ijma’ masih diperselisihkan, sedangkan kehujahan maslahat

telah disepakati oleh para ulama’, sehingga mendahulukan sesuatu yang

disepakati lebih utama daripada sesuatu yang masih  diperselisihkan.145

b. Nash memungkinkan bayak pertentangan sehingga menimbulkan perbedaan

pendapat, sedangkan memelihara kemaslahatan secara substansial

merupakan sesuatu yang hakiki, sehingga pengutamaan maslahat adalah

sebab terjadinya kesepakatan yang dikehendaki oleh syara’.

c. Secara faktual terdapat beberapa nash yang ditolak oleh para sahabat karena

berdasarkan pada pertimbangan maslahat, salah satunya adalah hadits Nabi

yang artinya “Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah

maka masuk surga”. Umar melarang penyebaran hadits ini karena

berdasarkan pertimbangan kemaslahatan, andai saja lafadz ini disebarkan,

144 Muhammad Muslehuddin, Filsafat Hukum Islam al-Ghazali; Maslahah Mursalah dan
Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), h. 90

145 Ahmad Hanif Suratmaputra, Filsafat Hukum, Op.Cit., h. 91
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maka akan timbul kemalasan untuk beribadah hanya dengan hanya

mengandalkan hadits tersebut.146

Namun satu hal yang harus dicatat, dalam konteks maslahat ini. al-

Thūfi membagi hukum Islam kedalam dua katagori, yaitu hukum Islam dan

katagori ibadah yang maksud dan maknanya telah ditentukan syari’ sehingga

akal manusia tidak mampu  untuk menalarnya secara detail. Selain katagori

ibadah, al-Thūfi juga membagi hukum Islam kedalam katagori muamalat yang

makna dan maksudnya dapat dijangkau oleh akal. Dalam katagori inilah

maslahat menjadi pedoman baik dikala ada nash maupun ijma’ atau pun tanpa

adanya dua dalil tersebut.147

Secara operasional, maslahah al-Thūfi khususnyadalam ranah

mu’amalah ini dibangun atas empat prinsip, yaitu:

a. Istiqlal al’uqul bi idrak al-masalih wa al-mafasid (akal semata-mata dapat

mengetahui tentang kemaslahatan dan kemafsadatan).

b. Al-maslahah dalilun syar’iyyun mustaqillun an al-nusush (maslahat adalah

dalil independen yang terlepas dari nash).

c. Majal al’amal bi al-maslahat huma al-muamalat wa al-adat duuna al-

ibadah wa almuqaddarah (ranah pengamalan maslahah adalah bidang

muamalah  dan adat bukan ibadah dan muqaddarah).

146 Ahmad Hanif Suratmaputra, Filsafat Hukum, Op.Cit., h. 133
147 Yusuf al-Qaradhawi, Dirasah fi Fiqh Maqashid al-Syari’ah, diterjemahkan oleh Arif

Munandar Riswanto, Fiqh Maqashid Syari’ah, (Jakarta Pustaka al-Kautsar, 2007), h. 217 Ahmad
Hanif Suratmaputra, Filsafat Hukum, Op.Cit., h. 133
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d. Al-maslahah aqwa adillat al-syar’i (maslahah adalah dalil hukum Islam

yang paling kuat). 148

148 Saifuddin Zuhri, Usul Fikih, Op.Cit., h. 125-127
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BAB III

ARGUMENTASI TEORITIK TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI
ISTERI BERBASIS KEADILAN GENDER

A. Kepemimpinan dalam Rumah Tangga

Secara ideal, Islam memiliki pandangan kesetaraan yang cukup tegas mengenai

hubungan dan tugas antara suami dan isteri. Pandangan kesetaraan itu dapat dilihat dalam

sejumlah ayat al-Qur’an, misalnya tentang penyebutan asal kejadian manusia, baik laki-

laki maupun perempuan.1 Disana disebutkan bahwa keduanya berasal atau diciptakan

dari jenis yang sama, sehingga mereka memiliki hak yang sama pula. Dalam al-Qur’an

surat al-Nisâ2 Allah SWT., menegaskan:

                            
                         

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah
menciptakanmu dari diri yang satu, dan darinya Allah menciptakan
pasangannya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-
laki dan perempuan yang banyak.” (Q.S. al-Nisâ’ (4): 1).3

Perbedaan fungsi biologis antara laki-laki dan perempuan tidak berarti

membedakan status dan kedudukan yang setara antara keduanya. Mengenai hal

1 Asgar Ali Engineer, Pembebasan Perempuan, (Yogyakarta: LKiS, 2007), h. 237-238
2 Surat al-Nisâ, yang terdiri dari 176 ayat adalah surat madaniyyah yang terpanjang sesudah

surat al-Baqarah yang berarti perempuan-perempuan, boleh jadi karena ayat yang pertama kali telah
disebut al-Nisâ, dan boleh jadi karena dalam surat ini banyak dibicarakan hal-hal yang berhubungan
dengan perempuan, dan merupakan hal yang paling banyak menceritakan hal itu dibandingkan surat-
surat yang lain, sehingga sering disebut al-nisâ al-kubrâ. Penamaan ini untuk membedakan dengan
surat lain yang juga memaparkan tentang perempuan dalam banyak ayatnya, yaitu surat al-thalâq yang
dinamakan al-nisâ al sughrâ.dalam surat ini disebutkan banyak bersangkutan dengan peraturan,
khusunya mengatur hak-hak laki-laki dan perempuan. Nur Jannah Ismail, Perempuan dalam Pasungan
Bias Laki-Laki dalam Penafsiran, (Yogyakarta: LKiS, 1999), h. 27

3 Kementerian Agama RI. Op.Cit., h. 61

146
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yang terakhir diisyaratkan dalam al-Qur’ân bahwa Allah telah memuliakan anak

Adam. Yang dikasud dengan anak Adam disini adalah manusia laki-laki dan

perempuan.

Dalam menentukan kualitas keagamaan, Islam tidak membedakan atas

dasar gender laki-laki dan perempuan.  Pada dasarnya semua manusia dari kedua

jenis kelamin itu memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai tingkat

keberagaman yang tinggi.4 Setiap amal perbuatan tergantung pada niat, syarat,

rukun serta tata caranya. Artinya, setiap ibadah mahdhah ataupun ibadah sosial

sifatnya sangat individual di hadapan Allah SWT., surat al-Ahzâb ayat 35:

                                 
                             
                         
           

Artinya: “Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki laki dan
perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam
ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan
perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki
dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang
berpuasa, laki-laki lperempuan yang memelihara kehormatannya, laki-
laki dan perempuan yang menyebut (nama) Allah, Allah telah
menyediakan badi mereka ampunan dan pahala yang besar”. (Q.S. al-
Ahzâb (33): 35).5

4Yunahar Ilyas, Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur’an Klasik dan Kontemporer,
(Yokyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h.  121

5 Kementerian Agama RI., Op.Cit., h. 334
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Dalam beberapa ayat yang lain, al-Qur’an menampilkan citra laki-laki

yang memiliki kelebihan dari pada perempuan. Namun demikian, beberapa

penafsir dapat meyakinkan bahwa fenomena keunggulan laki-laki dan perempuan

itu bukan dalam konteks yang bersifat nature, dan dapt berubah dilihat dari sudut

jender. Latar belakang sosial dan kultural dari peristiwa yang digambarkan dalam

al-Qur’an merupakan konteks yang terus mengalami perubahan. al-Qur’an

misalnya menyebutkan, “Laki-laki adalah pemberi nafkah perempuan, karena

Allah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena telah

menafkahkan sebagian harta mereka (untuk perempuan)” (Q.S. al-Nisâ’ (4): 34).

Para penafsir menyebutkan bahwa keunggulan dalam hal pencaharian ini adalah

sesuatu yang situasional, bukan karena jenis kelamin. Dalam situasi yang

mendukung, seorang perempuanpun dimungkinkan memperoleh nafkah yang

lebih banyak dari pada suaminya.

Dalam konteks hubungan suami-isteri, kesetaraan jender itu terlihat pada

hak-hak perempuan yang tidak bisa disepelekan atas hak laki-laki. Hak pemilikan

atas mahar sepenuhnya berada ditangan isteri, sehingga ia dapat menyimpan dan

menggunakannya untuk kepentingan-kepentingan yang didasarkan pada

pertimbangannya sendiri. Hak melawan atas kekerasan yang dilakukan laki-laki

(suami) juga dimiliki perempuan (sang isteri) melalui “ta’liq talak” dimana

perempuan (isteri) memiliki hak untuk mengajukan gugatan talak manakala suami

menyimpang dari tujuan perkawinan, seperti meninggalkan isteri dalam waktu

tertentu tanpa persetujuan isteri, malakukan pelecahan dan kekerasan, atau tidak
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mampu melaksanakan kewajiban (nafkah lahir dan nafkah batin) yang

menyebabkan kesengsaraan bagi sang isteri.6

Perempuan sesungguhnya adalah mitra laki-laki, yang dapat bekerja secara

harmonis, yang dapat membebaskan manusia secara keseluruhan dari tarikan

naluri kebinatangan dan tarikan pengkondisian kemiskinan di masa depan. Ide

komplementaritas perempuan dan laki-laki sangat selaras dengan pandangan QS.

al-Nabâ’ ayat 8 yang artinya: “Dan Kami jadikan kalian berpasang-pasangan”.

Pada era sekarang terjadi peralihan peran antara laki-laki yang notabene

sebagai suami dan perempuan yang tak lain adalah seorang isteri. Padahal jelas

dikatakan dalam al-Qur’an dan hukum positif bahwa yang dibebani kewajiban

mencari nafkah yaitu suami. Sedangkan isteri wajib taat kepada suami dan

mengurus anak.

Dalam menganalisis kasus di atas, ayat tentang kepemimpinan tak bisa

dinafikan, yakni:

               
             

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena
Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebahagian
yang lain (wanita), dan karena mereka (lelaki) telah menafkahkan
sebagian dari harta mereka. Sebab itu, wanita yang saleh ialah yang
taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada oleh
karena Allah telah memelihara (mereka). (QS. al-Nisâ’ (4): 34)

6 Lamya Al-Faruqi, Ailah  Masa Depan Kaum Wanita, (Surabaya: Alfikr, 1997), h. 137
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Menurut al-Thabari, fase al-rijal qawwam ‘ala nisa’, lebih dimaknai

sebagai “kaum laki-laki berfungsi mendidik dan membimbing isteri-isteri

mereka dalam melaksanakan kewajiban terhadap Allah SWT., dan para suami”.7

Sedang al-Zamaksyari, memahami fase tersebut sebagai “kaum laki-laki

berfungsi sebagai yang memerintah dan melarang kaum  perempuan

sebagaimana pemimpin berfungsi terhadap rakyatnya”.8 Sementara itu, al-Aruzi

lebih menekankan bahwa “kaum laki-laki lebih berkuasa untuk mendidik  dan

membimbing isteri-isteri mereka seolah-olah ia yang Maha Tinggi menjadikan

suami sebagai ‘amir dan pelaksana huku yang menyangkut hak isteri”. Hal

senada juga ditafsirkan oleh  Sa’id Hawa, Ibnu Katsir dan Muhammad Abduh.

Sepakat mengatakan bahwa suami adalah pemimpin terhadap isterinya

dalam rumah tangga. Argumennya adalah pernyataan al-Qur’an al-rijālu

qawwāmu ‘alā nisā’. Kata qawwāmun dalam kalimat tersebut diartikan sebagai

pemimpin. al-Qur’an mengemukakan dua alas an kenapa suami yang menjadi

pemimpin. Pertama, karena kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada mereka.

Kedua, karena kewajiban mereka member nafkah keluarga.

Pandangan Hamka nampaknya juga tidak jauh berbeda dengan para

mufassir klasik lainnya. Ayat ini sebagai legitimasi atas kepemimpinan laki-laki

atas perempuan. Bahkan menurut Hamka ayat ini menjadikan jawaban atas

7 Muhammad Ibnu Jarir Al-Thabari, Jāmi’ul Bayān al-Takwīl Ayi al-Qur’ān, (Bairut: Dār al-
Fikr, 1988), h. 57

8 Al-Zamaksyari al-Khāwarizmi Abū al-Qāsim Jārullah Mahmūd Ibnu ‘Umar, al-Kasyāf ‘an
Haqā’iq Tanzīl wa ‘Uyūn al-Aqāwil fi Wujūh al-Ta’wīl, (Bairut: Dār al-Fikri, 1977)., h. 523. Lihat
juga Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), Wajah Baru Relasi Suami Isteri Tela’ah Kitab ‘Uqud al-
Lujjayn, (Yogyakarta: LKiS, 2001), h. 11
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beberapa pertanyaan seperti pembagian harta dua banding satu, pemberian

mahar, menggauli isterinya dengan baik, beristri lebih dari empat asal adil,

sedangkan perempuan tidak. Menurutnya laki-laki itulah yang memimpin

perempuan, bukan perempuan yang memimpin laki-laki, dan bukan pula sama

kedudukannya.9

Menurut Mahmud Yunus, sebagaimana yang dikutip Munirul Abidin,

qawwam adalah pemimpin.10 Menurut M. Quraish Shihab, qawwamun jama’ dari

qawwam yang berarti pemimpin, sebagaimana terkandung dalam ayat tersebut,

dibebankan pada lelaki. Ada dua alas an pokok yang menjadi pertimbangan,

yaitu; 1) adanya sifat-sifat fisik dan psikis pada suami yang lebih dapat

menunjang suksesnya kepemimpinan rumah tangga jika dibandingkan dengan

isteri. 11 Sedangkan keistimewaan perempuan lebih menunjang pada tugasnya

sebagai pemberi rasa damai, dan tenang pada lelaki serta lebih mendukung

fungsinya dalam mendidik dan membesarkan anak-anak.12

Dalam pemahaman gender, surat al-Nisā’ ayat 34 lebih menekankan pada

pendekatan historis (asbab al-nuzul). Kata qawwām dalam ayat ini tidak

difahami lepas dari konteks social pada waktu diturunkan (asbab al-nuzul) ayat.

Struktur social pada masa Rasulullah SAW., belum mengakui adanya mitra-

9 Hamka, Tafsir al-Azhar, Jilid. Ke-V, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1987), h. 46-47
10 Munirul Abidin, Paradigma Tafsir Perempuan Indonesia, (Malang: UIN-Malik Press, 2011),

h. 94
11 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, Vol. Ke-II, (Jakarta: Lentera Hati, 2016), h. 425. Lihat

juga Mufidah, Gender di Pesantren Salaf Why Not?, (Malang: UIN-Malik Press, 2010), h. 105
12 M. Quraish Shihab, Membincang Persoalan Gender, (Semarang: Rasail Media Group, 2013),

h. 137
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kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Karenanya keunggulan laki-laki

bukanlah keunggulan jenis kelamin, melainkan keunggulan fungsional karena

laki-laki yang mencari nafkah dan membelanjakan hartanya. Sebenarnya fungsi

social yang diemban perempuan (pendamping atau mitra yang setara dalam

keluarga).13

Al-Qur’an mengunggulkan laki-laki atas perempuan adalah karena

nafkah yang diberikan, sesuai dengan bunyi ayat “wa bimā anfaqū min

amwālihim” dimana huruf ba’ dalam bi mā merupakan ba’ li sababiyyah (sebab

kualitas) dank arena kesadaran social perempuan pada masa itu masih sangat

rendah, serta peran domestic masih dianggap sebagai kewajiban kaum

perempuan.

Peran domestik perempuan ini diberi ganjaran yang sesuai dengan ajaran

al-Qur’an dan bukan semata-mata kewajiban yang harus mereka lakukan,

perlindungan dan nafkah yang diberikan kaum laki-laki terhadap kaum

perempuan tidak dianggap sebagai keunggulan kaum laki-laki. Jika mau jujur

dan adil, mesti menyakini peran domistik adalah merupakan keunggulan kaum

perempuan yang harus dihargai sama dengan peran publik.

Posisi perempuan yang disubordinat laki-laki sesungguhnya muncul dan

lahir dari sebuah bangunan masyarakat atau peradaban yang dikuasai laki-laki,

yang secara popular dikenal dengan peradaban patriarkhi. Oleh karena itu, maka

akan menjadi kesalahan besar apabila ingin memosisikan perempuan dalam

13 Ashar Ali Enginer, Hak-Hak Perempuan dalam Islam, (Yogyakarta: LSPPA, 1994), h. 64.
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setting budaya seperti itu kedalam setting social dan budaya modern seperti

sekarang ini. Kenyataan dewasa ini memperlihatkan  bahwa pandangan

mengenai kehebatan laki-laki dan kelemahan perempuan dari sisi intelektual dan

profesi tengah digugat dan diruntuhkan, meski tangan hegemonik laki-laki masih

berusaha (melalui kesadaran atau tidak) untuk tetap mempertahankan

superioritas dirinya.14

Penolakan perempuan terhadap kekerasan laki-laki juga pernah terjadi

sebagaimana perintah Nabi kepada salah seorang sahabat kisah inilah yang

melatarbelakangi turunnya ayat al-rijâl qawwâmû ‘alâ al-nisâ’ (Q.S. al-Nisâ’

(4): 34). Disamping hak-hak sejajar yang berhubungan dengan urusan keluarga,

sang istri juga pada dasarnya memiliki kesempatan untuk terlibat dalam urusan-

urusan publik, baik dalam bidang pendidikan maupun politik. Prinsip kesetaraan,

persamaan, saling membantu dan melengkapi antara suami-istri dalam keluarga

ini pada akhirnya tercermin dalam pola pengasuhan anak yang menjadi tanggung

jawabnya. Rasulullah SAW., menjelaskan bahwa orang yang menghormati

perempuan adalah orang yang baik (terhormat).15

14 Secara bahasa, gender dalam al-Qur’an  mempunyai makna yang sangat signifikan untuk
diluruskan. Misalnya kata rijāl (laki-laki) dikaitkan dengan nisā’ (perempuan). Kata nisā
dikonotasikan sebagai feminine, domestikal dan lemah lembut, sementara kata rijāl bisa dimaknai
orang yang berjalan kaki (sebagaimana penjelasan surat al-Baqarah ayat 239 dan rurat al-Hajj ayat 27).
Maka makna sosiologisnya, rijāl atau otang yang berjalan kaki itu berjalan (bergerak) dan berusaha
diruang public, sedangkan perempuan tinggal di rumah. Mufidah, Isu-Isu Gender Kontemporer dalam
Hukum Keluarga, (Malang: UIN- Maulana Malik Ibrahim, 2010), h. 22

15 Qasim Amin, Penindasan Perempuan Menggugat Islam Laki-Laki Menggugat Perempuan
Baru, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2003), h. 113
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ركُُ  ركُُمْ لأَِهْلِى مَاأَكْرَمَ النِّسَآءَ إِلاَّ كَرِيمٌْ وَمَاأهََا نَـهُنَّ إِلاَّ لئِّيْ خَيـْ ركُُمْ لأَِهْلِهِ وَأنَاَ خَيـْ رواه بن (مٌ مْ خَيـْ
)عساكر

Artinya: “Sebaik-baik kamu adalah orang yang berbuat baik kepada
keluarganya dan saya (Rasul) adalah sebaik-baik orang diantara kamu
terhadap keluarga. Dan tidak akan menghormati perempuan kecuali
orang-orang yang mulia dan tidak ada orang yang melecehkan
perempuan kecuali orang yang rendah akhlaknya”. (H.R. Ibnu
‘Asakir)16

Sesungguhnya Islam merupakan benteng yang kuat untuk mewujudkan

kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan. 17 Gender merupakan konsep

baru yang muncul sebagai respons terhadap fenomena diskriminasi di

masyarakat, baik dalam bidang pendidikan, hukum, sosial maupun ekonomi.

Konsep gender dikemukakan dalam rangka menanggalkan tradisi yang telah

mengakar kuat di masyarakat. Tradisi yang menganggap bahwa perempuan

adalah makhluk lemah sehingga sepatutnya hanya mengelola urusan domestik

keluarga. Dan suamilah yang berkuasa menentukan kebijakan keluarga. Dalam

hal ini suami menduduki jabatan sebagai kepala keluarga.

Berawal dari asumsi di atas, lantas akan dipandang miring bagi seorang

isteri yang turut berkarier di luar, sedangkan suaminya sibuk menyelesaikan

urusan rumah tangga, mulai dari mencuci, memasak hingga menyapu. Isteri akan

dikecam sebagai isteri yang tidak berbakti kepada suami. Demikian juga dengan

suami yang akan diklaim tidak mampu menghidupi keluarganya.

16 Fuadudin, Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan
Gender, 1999), h. 10-14

17 Farha Ciciek, Pergulatan Lintas Agama, (Jakarta: Kapal Perempuan, 2010), h. 106
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Dilihat dari perspektif gender, hal di atas bukanlah permasalahan krusial.

Sebab peran lelaki dan perempuan dalam rumah tangga termasuk dalam kajian

gender yang sewaktu-waktu bisa beralih peran tanpa mempertimbangkan jenis

kelamin keduanya.

B. Tanggungjawab Nafkah dalam Rumah Tangga

Konsep nafkah pada umumnya merupakan pemberian seorang kepada

orang lain sesuai dengan perintah Allah seperti terhadap anak, isteri dan orang tua,

kerabat dan sebagainya. Secara harfiah, nakah adalah pengeluaran atau sesuatu

yang dikeluarkan oleh seseorang untuk orang-orang yang menjadi

tanggungjawabnya. Pengeluaran ini harus untuk keperluan yang baik.18

Islam mengakui adanya perbedaan (distinction) antara laki-laki dan

perempuan, bukan perbedaan (discrimination). Perbedaan tersebut dibedaan atas

perbedaan fisik-biologis perempuan yang ditakdirkan berbeda dengan laki-laki,

namun perbedaan itu tidak dimaksudkan untuk memuliakan yang satu dan

merendahkan yang lain.

Ajaran Islam tidak secara skematis membedakan  faktor-faktor perbedaan

antara laki-laki dan perempuan, tetapi lebih memandang kepada kedua insane

tersebut secara utuh. Antara satu dengan yang lainnya secara biologis dan sosio-

kultural saling memerlukan dan dengan demikian, antara yang satu dengan yang

lainnya saling mempunyai peran. Boleh jadi dalam satu peran dapat dilakukan oleh

18 Husein Muhammad, Fikih Perempuan, Op.Cit., h. 150
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kedua jenis makhluk tersebut seperti pekerjaan kantoran, tetapi dalam peran-peran

tertentu hanya dapat dijalankan oleh satu jenis seperti hamil, melahirkan,

menyusui, hanya dapat diperankan oleh kaum perempuan, tetapi dilain pihak ada

peran-peran tertentu yang secara manusiawi, lebih tepat diperankan pada kaum

laki-laki seperti pekerjaan  yang memerlukan pekerjaan otot lebih besar.19

Kajian gender, dikenal istilah peran domestik dan publik. Yang pertama

berarti peran perempuan dalam rumah tangga, baik sebagai isteri maupun ibu.

Peran ini biasa disebut sebagai peran ibu rumah tangga atau isteri. Sedangkan yang

kedua berarti peran perempuan di masyarakat, baik dalam rangka mencari nafkah

maupun untuk aktualisasi diri dalam berbagai aspek kehidupan; sosial-politik-

ekonomi-pendidikan-dakwah dan lain sebagainya.

Dalam konteks kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, ada beberapa

ayat yang dapat dijadikan dalil bahwa perempuan memiliki peluang yang sama

dengan laki-laki untuk peran dalam sector public, sebagaimana halnya mereka

berperan dalam sector domestic. Suarat al-Nahl ayat 20-44, menceritakan tentang

Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis, seorang perempuan yang memimpin kerajaan

Saba’. Dalam ayat 22 dan 23 disebutkan laporan burung Hud-hud kepada Nabi

Sulaiman:

               
                   

19 Nasarudin Umar, Teologi Gender, Op.Cit., h. 178
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Artinya: “ Maka tidak lama kemudian (datanglah hud-hud), lalu ia berkata: "Aku
telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya; dan
kubawa kepadamu dari negeri Saba’ suatu berita penting yang
diyakini. Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang
memerintah mereka, dan Dia dianugerahi segala sesuatu serta
mempunyai singgasana yang besar” (QS. al-Nahl: 22-23).

Dalam surat al-Qashash disebutkan kisah Nabi Musa dengan dua puteri

Nabi Syu’aib di Madyan. Dalam ayat 23 disebutkan Nabi Musa menyaksiakan

puteri Nabi Syu’aib menunggu giliran untuk menimba iar untuk diminum ternak

mereka. Memelihara dan memberi minum ternak termasuk kegiatan public untuk

mencari nafkah.

                     
                

Artinya: “Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Mad-yan ia menjumpai di
sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia
men- jumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang
sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: "Apakah maksudmu
(dengan berbuat at begitu)?" kedua wanita itu menjawab: "Kami tidak
dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu
memulangkan (ternaknya), sedang bapak Kami adalah orang tua yang
telah lanjut umurnya". (QS. al-Qashash: 23).

Dalam surat al-Taubat ayat 71 disebutkan bahwa perempuan beriman,

tolong-menolong, bahu-membahu dengan laki-laki beriman dalam rangka amar

ma’ruf nahi munkar. Sekalipun dapat dikerjakan di rumah tapi, tidaklah sebatas

dalam rumah tangga semata, tetapi juga di masyarakat (peran publik).
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Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian

mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka
menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar,
mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan
Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya
Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. al-Taubah).

;
Surat al-Nahl ayat 97 lebih jelas lagi bahwa Allah member peluang dan

menghargai sama laki-laki dan perempuan untuk melakukan amal shalih. Amal

shalih tedaklah terbatas yang tidak domestic,namun juga amalan-amalan yang

bersifat publik.

                          
     

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun
perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami
berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami
beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa
yang telah mereka kerjakan”. (al-Nahl: 97).

Demikianlah beberapa ayat yang menjelaskan bahwa perempuan

memiliki peluang yang sama dengan laki-laki. Dari ayat-ayat tersebut dapat

disimpulkan bahwa kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam

peran public. Problem kesetaraan baru muncul tatkala ada beberapa ayat yang

memberikan kesan diskrimitatif terhadap perempuan, misalnya surat al-Ahzāb
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ayat 33 dan surat al-Baqarah ayat 282. Yang pertama tentang domestika

perempuan dan yang kedua tentang kesaksian perempuan.20

20 Yunahar Ilyas, Kesetaraan Gender, Op.Cit., h. 20-22
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BAB IV

KONTRUKSI PERATURAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMIMI ISTERI
DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA

Perjuangan lahirnya Hukum Keluarga Islam Indonesia, dengan sebutan yang

lebih popular Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan, telah muncul sejak jaman

penjajahan. Perjuangan ini berjalan samai sekarang, zaman reformasi. Perjuangan ini

mengalami pasang surut; kadang mendapat respon positif dari pemerintah yang berkuasa,

kadang kala sebaliknya, tidak mendapat dukungan pemerintah.begitu juga terkait materi yang

akan diperbaharui, sejumlah elemen masyarakat setuju untuk diperbaharui, tetapi banyak juga

yang sebaliknya, tidak menyetujui.1

Pro dan kontra sudah menjadi hal yang umum dalam perjalanan pembaharuan

hukum keluarga Islam di Indonesia. Bab ini berusaha menyajikan data-data tersebut secara

umum, yang dimulai dari sejarah penjajahan Belanda. Untuk melihat gambaran lebih rinci

sejarah pembaruan  Hukum Perkawinan Islam Indonesia dibagi dalam tiga periodesasi, yaitu:

1) masa penjajahan (colonial Belanda). 2) masa orde lama (orla), yaitu selama masa

kekuasaan pemerintah presiden pertama, Soekarno. 3) masa orde baru (orba), yakni masa

pemerintahan presiden pertama, Soeharto. 4) masa reformasi, yakni jatuhnya Soeharto pada

tanggal 21 Mei 1998 sampai sekarang.

A. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Berbicara tentang hukum keluarga Islam (Islamic Family Law) yang

berlaku di Indonesia, tidak bisa dipisahkan dari sejarah perjalanan sistem hukum di

1 Khoiruddin Nasution, Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia,
(Yogyakarta: ACAdeMIA, 2010), h. 133
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Indonesia sejak pada masa kolonialisme Belanda hingga sekarang. Yang menarik,

sepanjang sejarah Indonesia, diskursus mengenai hukum keluarga  termasuk di

dalamnya adalah hukum perkawinan secara umum, paling tidak melibatkan tiga

pihak, yaitu; kepentingan agama, negara dan perempuan. Sebagian besar orang

Islam misalnya, dimana moyoritas bangsa Indonesia memeluk agama Islam, selalu

merasa harus bertanggungjawab atas umatnya, yang diwujudkan dengan upaya

memasukkan hukum Islam di Indonesia.

Disini Islam sebagai sebuah institusi mempunyai kepentingan yang

signifikan atas keluarga, dimana keluarga dianggap sebagai kelompok sosial

terkecil yang berperan penting dalam mensosialisasikan nilai-nilai agama terhadap

para anggotanya. Sedangkan negara juga mempunyai kesadaran bahwa institusi

keluarga tidak dapat diabaikan  begitu saja dalam sistem  ketatanegaraan Republik

Indonesia. Disisi lain, perempuan yang dalam sepanjang sejarah dikungkung

dalam sistem patriarkhi yang tidak mendukung kesetaraan hubungan antara laki-

laki dan perempuan dalam keluarga, mendorong perempuan untuk

memperjuangkan kesetaraan.

1. Undang-Undang Perkawinan Masa Kolonial Belanda/Pra Kemerdekaan

Pada masa pra-kolonial, di Indonesia (secara riil saat itu negara Indonesia

belum terbentuk, yang ada adalah kerajaan-kerajaan yang otonom yang tersebar

di pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan sebagainya) berlaku

berbagai macam hukum adat dalam aneka sistem sosial politik yang besar. Di

Jawa misalnya, yang menurut Jaspan terdiri dari tujuh suku (ethnic), berlaku
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hukum adat yang berbeda-beda di ketujuh suku tersebut. Namun berbagai

macam hukum adat itu di dasarkan pada sistem sosial politik jawa saat itu,

misalnya saja corak Hindu yaitu adanya hirarki dalam masyarakat.2 Disamping

itu, sistem hukum pada masa tersebut, dalam sejumlah kasus, ditentukan oleh

sistem kekerabatan yang ada, misalnya sistem kekerabatan matrilineal untuk

daerah Minangkabau, patrilineal untuk Batak, parental atau bilateral untuk Jawa

dan sebagainya.

Ketika Islam masuk ke Indonesia, dan menyebar hampir keseluruh

kepulauan di Indonesia pada abad ke-13, berbagai daerah di kepulauan ini

menjadi daerah/kerajaan Islam, yang berimplikasi juga pada diterimanya

hukum Islam sebagai saah satu hukum yang berlaku. Pada masa itu, masyarakat

di kepulauan Nusantara berusaha menggabungkan antara hukum adat dan

hukum Islam. Jika dianggap ada pertentangan diantara keduanya, maka yang

dipilih adalah salah satunya. Misalnya hukum waris untuk daerah Minangkabau

dan Jawa, ketentuannya mengikuti hukum adat masing masing, dimana untuk

Mingangkabau, pewarisan bersifat kolektif dan ahli waris yang mendapat harta

warisan berdasarkan pada garis keturunan pihak ibu. Sementara di Jawa,

dengan sistem kekerabatan parental/bilateral, harta warisan dibagi merata antara

laki-laki dan perempuan. Akibatnya, secara sosial dan politik, sering terjadi

2 MA Jaspan, 1959, Daftar Sementara Suku-Suku Bansa di Indonesia berdasarkan Klasifikasi
letak atau kep, ulauan, dikutip dalam laporan hasil penelitian Nursyahbani, Katjasungkana dkk., A
Study of Gender and Acces to Justice in Indonesia, (Jakarta: LBH, 1991), h. 3
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ketegangan antara hukum adat dan hukum Islam.3 Begitu juga hukum

perkawinan yang berlaku saat ini, merupakan hasil singkretisme hukum adat

dan hukum Islam. Salah satu contoh adalah tata cara perkawinan, dimana

biasanya akad nikah (ijab qabul) dilakukan dengan cara Islam, sementara

upacara perkawinan dilakukan sesuai dengan adat masing-masing.

Pada masa awal kolonial Belanda, yaitu sekitar abad ke-17-18 serta awal

abad ke-19, pemerintah kolinial Belanda berusaha mengambil hati masyarakat

Indonesia dengan tetap membiarkan sistem hukum yang berlaku di masyarakat

sebagai awalnya selama itu. Langkah lebih lanjut untuk melegakan perasaan

umat Islam, pada tahun 1760, pemerintah Belanda menerbitkan Compendium

Freijer yang menghimpun hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam

yang diberlakukan di pengadilan-pengadilan untuk menyelesaikan sengketa di

kalangan umat Islam. Selain itu, pemerintah kolonial juga menerbitkan berbagai

macam kodifikasi hukum yang berlaku di daerah-daerah adat, misalnya kitab

Muharrar yang diperlakukan di Pengadilan Negeri Semarang, memuat

singkretisasi hukum adat Jawa dan hukum Isalam.4 Kebijakan yang dilakukan

oleh pemerintah kolonial tersebut, hanya terjadi pada zaman VOC.

3 Daniel S. Lev. Judicial Institutions and Legal Culture in Indonesia, dalam Claire Holt (ed.),
Culture and Politics in Indonesia, (New York: Cornell University Press, 1972), h. 216-318. Lihat juga
John R. Bowen, Qur’an Justice, Gender: Internal Debates in Indonesian Islamic Jurisprudence, dalam
Histories of Religion, (Chicago: The University of Chicago, 1998), h. 57

4 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam Indonesia dari Masa ke Masa, dalam Dadan Muttaqien,
dkk. (ed.), Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dan Tata Hukum Indonesia, (Yogyakarta:
UII Press, 1999), 8
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Setelah VOC berakhir, sekitar pertengahan abad ke-19, pemerintah

Kolonial Belanda mulai memberlakukan pembagian sistem hukum di Indonesia

(pada masa itu bernama Hindia Belanda), yaitu Hukum Adat, (Ordonansi

hukum Negara Belanda) dan BW (Burgerlijk Wetboek/ Hukum Perdata yang

berlaku bagi orang-orang Eropa atau orang Indonesia keturunan Eropa).5

Pembagian tersebut juga dapat dilihat pada pengaturan perkawinan pada masa

pemerintahan kolonial Belanda yang dipengaruhi pemberlakuan hukum

berdasarkan penggolongan kewarganegaraan. Ada ketentuan untuk golongan

Eropa dan Warga Negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan

dengan mereka berlaku kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).6

a. Golongan Timur Asing (Cina) dan warga negara keturunan Cina berlaku

ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit

perubahan Bagi golongan Timur Asing lain-lainnya dan Warga Negara

Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku Hukum Adat

mereka.  Golongan pribumi orang Indonesia asli yang beragama Kristen

berlaku Huwelijkhs Ordonnantie Christen Indonesia (S.I 933 Nomer 74).7

b. Bagi orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum Agama yang

telah diresiplir dalam Hukum Adat, bagi orang Indonesia Asli lainnya

5 Apong Herlina, dkk., laporan hasil penelitian, A Study of Gender and Acces to Justice in
Indonesia, 1999, h.8

6 Negara RI, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), (Yogyakarta: Yunestesia,
2009), h. 17

7 Hilman Hadi Kusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, (Bandung: Mandar Mandar Maju,
2007), h. 102
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berlaku Hukum Adat, 8 Hal ini tentu menciptakan ketidakseragaman dalam

pengaturannya. Oleh karena itu lahirlah Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan (UUP).

Pada perkembangan selanjutnya, yaitu pada awal abad 20, tepatnya

pada tahun 1937, pemerintah kolonial Belanda berupaya membentuk Undang-

undang perkawinan yang diawali dengan disebarnya rencana Ordonansi tentang

perkawinan tercatat, yang intinya membuka bagi suami isteri Indonesia

asli/pribumi untuk mencatatkan (perkawinan dirinya). Isi pokok dari rancangan

Ordonansi tersebut adalah asas monogami dalam perkawinan, putusnya

perkawinan hanya karena salah satu pihak meninggal dunia atau karena salah

satu pihak tidak berada di tempat tinggalnya selama dua tahun tanpa ada kabar

berita, dan perkawinan orang-orang pribumi tersebut mempunyai akibat hukum

yang sama dengan perkawinan yang tercatat dalam pencatatan sipil.

Rancangan Ordonansi ini mendapat dukungan dari berbagai pihak,

kaum perempuan yang tergabung dalam bergabagi organisasi perempuan

terbagi menjadi dua, ada yang pro dan kontra. Mereka yang pro antara lain

adalah organisasi Poetri Boedi Sedjati dan Serikat Kaoem Ibu Soematra.

Sementara yang kontra adalah organisasi perempuan underbow organisasi

keagamaan, yang meski pada dasarnya menentang poligami sejak Kongres I

Perempuan se-Hindia Belanda pada tahun 1928 juga menentang adanya

pencatatan perkawinan.

8 Wirjono Pradjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia (Bandung:Vorkink, tt.), h.14
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Rencana keras terhadap rancangan ini muncul dari berbagai kelompok

Islam, baik kelompok Islam tradisional, seperti Nahdhatul Ulama, maupun

Islam Modern, seperti Muhammadiyah. Bahkan dapat dikatakan hampir seluruh

kelompok Islam menolak rancangan Ordonansi ini. Akibat respon yang cukup

keras, rancangan Ordonansi akhirnya tidak diteruskan dan pengaturan

perkawinan kembali pada pola sebelumnya, yaitu berdasarkan penggolongan

tertentu.9

Pada kolonial ini telah terlihat terjadinya tarik-menarik kepentingan

antara tiga pihak, yaitu negara, dalam hal ini pemerintah kolonial, agama dalam

hal ini Islam dan perempuan, namun yang dikalahkan adalah kepentingan

perempuan.

2. Undang-Undang Perkawinan pada Masa Pasca Kemerdekaan/Orde Lama

Sejak masa kemerdekaan, mulai ada upaya untuk menciptakan unifikasi

sistem hukum, upaya ini sulit diwujudkan, karena disamping realitas

beragamnya kebudayaan dan kepentingan yang terjadi di Indonesia, juga

Karena adanya heterogenitas dari kerangka hukum, baik hukum Adat, BW,

maupun hukum Islam yang tidak menyediakan dasar hukum yang konsisten

bagi terwujudnya satu kesatuan dari seperangkat nilai yang ada.10 Namun meski

menghadapi kesulitan, bangsa Indonesia tidak pernah berhenti mengusulkan

9 Hilman Hadi Kusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum
Adat, Hukum Agama, (Bandung CV. Mandar Maju, 2007), h. 5

10 Apong Herlina, dkk., Laporan Hasil Penelitian “The Study of Gender and Access to Justice in
Indonesia”, 1991, h. 5-6
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dan mengupayakan unifikasi hukum, salah satunya terhadap hukum

perkawinan.

Pada tahun 1950-an, pemerintah Indonesia mulai melakukan pengaturan

di bidang hukum perkawinan, dengan dibentuknya Panitia Penyelidik Peraturan

Hukum Nikah, Talak, Rujuk (biasanya disingkat dengan NTR). Panitia NTR

ini, dengan mengevaluasi pengaturan perkawinan yang berlaku (warisan

pemerintah kolonial Belanda), memuat dua macam Rancangan Undang-Undang

(RUU) Perkawinan, yaitu: Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkawinan

yang bersifat umum dan Rancangan Undang-Undang (RUU) perkawinan yang

bersifat khusus untuk masing-masing agama (Islam, Katholik, Kristen, Hindu,

Budha).11

Setelah diselesaikan pada tahun 1952, Rancangan Undang-Undang

(RUU) ini mendapat tanggapan dari masyarakat, mulai dari organisasi

perempuan sampai dengan organisasi keagamaan. Tanggapan ini dilakukan

dalam rapat dengar pendapat (hearing). Hasil dari hearing ini mereka yang

hadir tampaknya berkeberatan dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang

bersifat umum. Menindak lanjuti hasil hearing tersebut, panitia NTR

melanjutkan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang bersifat

khusus. Oleh karena itu mayoritas bangsa Indonesia beragama Islam, maka

yang diprioritaskan adalah penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU)

11 Jaih Mubarok, Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia, (Bandung: Simbiosa Rekatama
Media, 2015), h. 30
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Perkawinan untuk umat Islam, yang berhasil diselesaikan pada tahun 1954 dan

diajukan pada kabinet tahun 1958.

Panitia telah berhasil menyusun  dua RUU Perkawinan; pertama, RUU

Perkawinan yang bersifat umum yang diselesaikan pada tahun 1952; dan kedua,

RUU Perkawinan khusus bagi umat Islam yang diselesaikan pada tahun 1954.12

Pada saat yang sama, Ny. Sumari dari Partai Nasional Indonesia (PNI)

bersama beberapa anggota DPR, juga mengajukan Rancangan Undang-Undang

(RUU) Perkawinan yang berisi 32 pasal. Rancangan Undang-Undang (RUU)

ini secara substansial berbeda dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang

pertama, dimana selain Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diajukan oleh

Ny. Sumari ini dimaksudkan untuk unifikasi hukum dalam arti Rancangan

Undang-Undang (RUU) ini berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, juga asas

perkawinan yang dianut berbeda. Rancangan Undang-Undang (RUU)

Perkawinan yang dianut  oleh Ny. Sumari adalah asas monogami, sementara

yang dianut oleh Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkawinan yang

diajukan pemerintah adalah asas poligami.

Respon yang diberikan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU)

Perkawinan yang diajukan oleh Ny. Sumari ini cukup positif, terutama dari

kalangan organisasi perempuan. Setidaknya terdapat 12 organisasi perempuan

yang mendukung Rancangan Undang-Undang (RUU) ini. Sementara dalam

kabinet, PNI yang merupakan representasi dari Rancangan Undang-Undang

12 Jaih Mubarok, Pembaruan Hukum Perkawinan, Op. Cit., h. 30
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(RUU) Perkawinan versi Ny. Sumari, berhadapan dengan partai Nahdlatul

Ulama (NU) yang mendukung Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkawinan

yang diajukan pemerintah. Kedua partai ini merupakan partai besar dalam

kabinet. Keduanya mempertahankan pendapat masing-masing, sehingga

kemudian diambil jalan tengah sebagai langkah kompromi, yaitu dengan

dibentuknya Panitia Sembilan, yang terdiri dari: tiga unsur PNI, tiga unsur

Partai NU, dan tiga unsur pemerintah. Akan tetapi, Panitia Sembilan ternyata

tidak dapat menyelesaikan permaslahan yang terjadi, bahkan hingga tahun 1959

(saat peristiwa dikeluarkannya Dekrit Presiden), Panitia Sembilan belum

mencapain kesepakatan. Hingga berakhirnya Orde Lama, pembahasan

Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkawinan ini tidak pernah tuntas.13

Namun meski tidak berhasil merumuskan Rancangan Undang-Undang

(RUU) Perkawinan, paling tidak pada tahun 1957, pemerintah memberlakukan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah (PA/MS) untuk daerah luar Jawa dan

Madura. Pembentukan PA/MS ini dimaksudkan agar umat Islam yang sedang

menghadapi suatu masalah, khususnya yang berhubungan dengan nikah, talak,

dan rujuk, dapat mengajukan perkara itu di PA/MS setempat. Sementara itu

karena para hakim di PA/MS tidak memiliki buku rujukan yang memuat suatu

ketentuan hukum dalam memeriksa dan memutuskan perkara, mereka

13 Ratna Batara Munti dan Hindun Anisah, Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia,
(Yogyakarta: LkiS, 2005), h. 11
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dianjurkan pemerintah untuk merujuk pada 13 kitab fiqh, yaitu: al-Bajuri,

Fathul Mu’in, Syarqowi ‘ala at-Tahrir, Qolyubi/Mahalli, Fath al-Wahhab,

Tuhfah, Targhib al-Musytaq, Qawanin Syar’iyyah li as-Sayyid bin Yahya,

Qawanin Syar’iyyah li as-Sayyid Sadaqah Dahlan, Syamsuri bi al-Faraidl,

Bughyah al-Mustarsyidin, al-Fiqh ‘ala Mazahib al-Arba’ah, dan Mughni al-

Muhtaj. Jika kita lihat, kitab-kitab yang menjadi rujukan itu sebagian besar

merupakan kitab-kitab fiqh klasik karya ulama abad pertengahan.14

Dari uraian di atas, kembali terlihat bagaiman tiga kepentingan saling

tertarik dan meski Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkawinan yang

diusulkan oleh Ny. Sumari telah didukung oleh banyak organisasi perempuan,

tetap saja perempuan tidak “menang” dalam pertempuran kepentingan tersebut.

3. Undang-Undang Perkawinan Masa Orde Baru

Dalam waktu yang tidak terlalu lama setelah pemerintahan Orde lama

ditumbangkan oleh rejim Orde Baru, tepatnya pada tahun 1966, Menteri

Kehakiman saat itu menugaskan Lembaga Pemerintah Hukum Nasional

(LPHN) menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkawinan yang

bersifat nasional sesuai dengan falsafah Pancasila.15 Pada tahun 1968, kerja

LPHN berhasil menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang

Ketentuan-ketentuan Pokok Perkawinan, dan naskah ini diserahkan kepada

14 Proyek Penyuluhan Hukum Agama, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Sejarah
Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dalam UU Nomor. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan dan Undang-Undang Nomor. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. (Jakarta:
Departemen Agama, 1995/1996), h. 305-306

15 Jaih Mubarok, Pembaruan Hukum Perkawinan, Op.Cit., h. 31
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Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR). Di sisi lain, pada tahun

1967, pemerintah berada pada dua kutub. Kutub yang satu bisa dikatakan

sebagai kutub pemerintah yang pada saat itu berpihak pada kaum nasionalis

(perpaduan Golkar dan PDI), sementara kutub yang lain adalah PPP yang

mewakili kelompok agama Islam. Kutub pertama sangat mendukung

Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkawinan tersebut, sementara kutub

kedua berkeberatan, bahkan pada dasarnya menolak. Perbedaan ini

mengakibatkan konflik berkepanjangan.

Perbedaan yang sangat tajam di DPR tentang Rancangan Undang-

Undang (RUU) Perkawinan mengundang reaksi publik secara luas di luar

gedung DPR. Masyarakat luas saat itu berfungsi sebagai kelompok penekan

(presure group) yang dapat mempengaruhi keputusan DPR., Di luar ruang

sidang Fraksi Persatuan Pembangunan (F-PP) yang sejak awal berkeberatan dan

mendesak pemerintah untuk mengubah Rancangan Undang-Undang (RUU)

tersebut sesuai dengan hukum Islam, melakukan mobilisasi massa dan aksi

besar-besaran. Selain di Jakarta, aksi menolak Rancangan Undang-Undang

(RUU) Perkawinan ini juga terjadi di beberapa kota besar lainnya. Menghadapi

merebaknya aksi unjuk rasa ini, pemerintah terpaksa berinisiatif melakukan

lobby di luar sidang. Mekanisme lobi ini selalu dikenal dalam kehidupan politik
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manapun yang dilakukan ketika pembahasan di dalam ruang sidang mengalami

“jalan buntu”.16

Di sisi lain, meski usul inisiatif tentang Rancangan Undang-Undang

(RUU) Perkawinan ini berasal dari perempuan, proses pembahasannya sangat

sedikit melibatkan perempuan. Dari segi kuantitas, diantara 10 orang yang

ditunjuk sebagai panitia kerja yang tetap, hanya ada seorang perempuan terlibat.

Selain panitia tetap, juga ada panitia pengganti yang beranggotakan 15 orang

dan diantara jumlah sekian ini hanya melibatkan dua orang perempuan. Apalagi

ternyata para perempuan yang menjadi anggota panitia kerja tersebut jarang

sekali menggunakan hakk bicaranya.

Pembahasan mengenai cikal bakal Undang-Undang Repubik Indonesia

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini, pada akhirnya harus “Babak

belur” diantara tarik menarik dua kepentingan. Pertama, kepentingan kaum

nasionalis yang beranggapan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU)

Perkawinan tersebut sudah sesuai dan dapat diterapkan di Indonesia dengan

heterogenitas masyarakatnya. Kedua, dari kelompok yang mengklaim sebagai

representasi dari kelompok Islam, berpendapat bahwa isi dari Rancangan

Undang-Undang (RUU) Perkawinan itu banyak yang bertentangan dengan

ajaran Islam, sehingga tidak dapat digunakan oleh orang Islam, yang

merupakan komunitas terbesar di Indonesia.

16 Ratna Batara Munti dan Hindun Anisah, Op., Cit., h. 13
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Pada 31 Juni 1973 presiden menyampaikan RUU tentang Perkawinan

kepada DPR dan menarik kembali dua RUU yang sudah diajukan sebelumnya.

RUU yang diajukan ke DPR pada 1973 inilah yang kemudian menjadi Undang-

Undang N0. 1 Tahun 1974.17

Ironisnya, diantara dua kutub itu, tidak ada satupun yang

memperjuangkan kepentingan perempuan. Kondisi semacam ini semakin

memperlemah posisi tawar perempuan di DPR, hingga akhirnya Undang-

Undang Repubik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang

dikeluarkan menjadi hasil kompromi antara dua kepentingan dan sama sekali

tidak berperspektif perempuan. Salah satu contoh adalah asas monogami yang

dulu aspek Kongres I diperjuangkan oleh perempuan, harus berkompromi

dengan interpretasi sementara kaum agamawan yang berkeyakinan asas

perkawinan dalam Islam adalah poligami.

Undang-Undang Perkawinan berhasil menyisipkan pasal-pasal

pembakuan peran laki-laki dan perempuan yang mengakomodir gambaran

stereotip perempuan di masyarakat dan pembagian kerja seksual antara laki-laki

dan perempuan. Padal 31 dan 34 Undang-Undang ini misalnya, menyebutkan

bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.

4. Latar belakang penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Meski penuh dengan kritik (terutama dari kelompok perempuan),

karena agama dan Negara merupakan instusi yang merasa lebih berhak untuk

17 Jaih Mubarok, Pembaruan Hukum Perkawinan, Op.Cit., h. 31
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menguasai rencana apapun, pada akhirnya UU RI. No. 1 Tahun 1974 secara

resmi disahkan sebagai satu-satunya hukum yang mengatur tentang perkawinan

bagi bangsa Indonesia. Akan tetapi, meskipun telah berbentuk suatu unifikasi

hukum tentang perkawinan, pada prakteknya, terutama yang terjadi di

Pengadilan Agama (PA), pendapat masing-masing hakim sesuai dengan kitab

fikih yang dirujuknya justru dominan (dalam bagian terdahulu, telah dipaparkan

setidaknya 13 kitab fikih yang dianjurkan untuk menjadi kitab rujukan bagi

para hakim di Pengadilan Agama (PA).

Akibat tidak adanya standar buku yang berlaku di Pengadilan Agama

(PA), keputusan yang diambil oleh para hakim sering kali berbeda untuk kasus

yang sama, sehingga dapat dikatakan subyektifitas hakim sangat tinggi. Bahkan

hakim dapat mempergunakan keputusan hukum yang diambil sebagai alat

politik untuk menyerang pihak lain.18 Ditinjau dari sudut pandang teori hokum,

hal ini bererti bahwa produk-pruduk pengadilan agama bertentangan dengan

prinsip kepastian hukum.19 Disisi lain, kitab-kitab fikih yang dijadikan rujukan

para hakim itu adalah produk pemikiran ulama pada abad pertengahan (sejak

abad ke-2 H), dimana konteks sosio politik kulturalnya berbeda dengan konteks

Indonesia saat itu. Implikasinya, hukum-hukum fikih seharusnya tidak mentah-

18 Hasan Basri, Perlunya Kompilasi Hukum Islam, dalamAbdurrahman, Kompilasi Hukum
Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 21

19 Munawir Sadzali, Peradilan Agama dan Komilasi Hukum Islam, dalam Dadan Muttaqien,
dkk. (ed.), (Yogyakarta: UII Press, 1999), h.2
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mentah begitu saja digunakan hakim, namun harus disesuaikan konteks

Indonesia, sehingga perlu dirumuskan adanya fikih Indonesia.

Berdasarkan alasan-alasan inilah, Mahkamah Agung (MA) sebagai

lembaga peradilan tertinggi di Indonesia, pada tahun 1985 mengusulkan agar

dirumuskan suatu Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dimaksud sebagai buku

standar bagi para hakim di Pengadilan Agama (PA). Usulan ini pada mulanya

tidak mendapatkan respon. Namun ketika Menteri Agama, Munawir Sadzali,

mengusulkan hal yang sama, mulailah masyarakat meresponnya. Respon yang

paling kongrit adalah dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB)

antara Ketua Mahkamah Agung, atas prakarsa Presiden (saat itu Soeharto).20

Jika dilihat darimana ide itu berasal, jelas sekali bersifat top-down, yaitu dari

pihak yang mempunyai kapasitas sebagai policy maker. Selain itu, prakarsa

Presiden menunjukkan betapa hal ini surat dengan kepentingan politis.

Kepentingan politis yang ikut mewarnai ide dibentuknya Kompilasi

Hukum Islam (KHI), tidak terpisahkan dari kondisis politik saat itu,banyak

literatur menunjukkan bahwa antara pertengahan 1980-an hingga akhir 1990-an

merupakan masa politik akomodasi masyarakat terhadap Islam. Setelah

bertahun-tahun pemerintahan Orde Baru bersifat vis a vis dengan Islam, maka

pada era 1980-an inilah, disaat Golkar dirasa akan menyusut (salah satu bukti

adalah meningkatnya suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada pemilu

20 Ismail Suni, Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dari Sudut Pertumbuhan Teori Hukum
Indonesia, dalam Abdurrahman, Op.Cit., h. 33
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1982), pemerintah Orde Baru merasa berkepentingan meraih dukungan dari

kelompok Islam.

Menurut Bakhtiar Effendi, fenomena politik akomodasi negara

terhadap Islam, berspektrum luas meliputi beberapa kebijakan, yaitu:

a. Struktural, ditandai dengan semakin terbukanya kesempatan bagi para

aktivis Islam untuk mengintegrasikan diri ke dalam negara, baik melalui

saluran legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Pembentukan Ikatan

Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada akhir tahun 1990, karena

proksimitasnya dngan negara, dapat dilihat dari sebagian leverage struktural

politik Islam.

b. Legislatif, berkaitan dengan disahkannya sejumlah Undang-Undang (UU)

yang dinilai akomodatif terhadap kepentingan Islam. Misalnya Undang-

Undang Pengadilan Agama pada tahun 1989, Kompilasi Hukum Islam

(KHI) pada tahun 1991, SKB tentang BAZIS (Badan Amal, Zakat, Infaq,

dan Shadaqah) pada tahun 1991, kebijakan baru tentang pemakaian jilbab

pada tahun 1991, dan Penghapusan Sumbangan Dana Sosial Berhadiah

(SDSB) suatu bentuk lotere pada tahun 1993; (c) infastruktural, dengan

disediakannya infastruktur yang disediakan bagi umat Islam, misalnya

pembangunan sarana peribadatan, pengiriman da’i-da’i di daerah

transmigrasi, dan bahkan pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI); (d)
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kultural, berkaitan dengan akomodasi kultural negara terhadap budaya

Islam, yang terwujud dalam penggunaan idiom-idiom Islam.21

Sikap pemerintah yang sangat akomodatif terhadap kelompok ini,

akan semakin terlihat pada proses penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

5. Proses Penyusunan Kompilasi Hukum Islam

Melalui SKB Ketua Mahkamah Agung (MA) dan Menteri Agama

yang dikeluarkan pada Tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1985 dan No. 25

Tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Hukum

Islam melalui Yurisprodensi, dimulailah proyek tersebut dengan diberi batasan

waktu dua tahun. Hebatnya lagi, pelaksanaan ini didukung oleh Keputusan

Presiden Nomor 191 Tahun 1985 yang diterbitkan Tanggal 10 Desember 1985.

Dana yang disediakan untuk proyek ini adalah sebesar Rp. 230.000.000,-

dimana biaya tersebut berasal dari pribadi presiden.22 SKB tersebut juga

sekaligus menunjuk Pimpinan Umum proyek ini, yaitu Prof. H. Bustanul

Arifin, SH, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Muda Urusan Lingkungan

Peradilan Agama Mahkamah Agung.

Selain menetapkan kepanitiaan yang akan dilaksanakan proyek ini,

ditetapkan juga pelaksaan bidang Kitab/Yurisprudensi, bidang Wawancara, dan

Bidang Pengumpulan dan Pengelolaan Data. Yang ironis, diantara sekian orang

21 Bakhtiar Effendi, Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di
Indonesia, dalam Prisma, No. 5 Th. XXIV Mei 1995, h. 24-25

22 Panji Masyarakat No. 503 TH. XXVII, 1 Mei 1986, dikutip dalam Abdurrahman, Op.Cit., h.
34
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yang melibat dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini, hanya ada

seorang perempuan dan itupun diposisikan sebagai sekretaris, suatu posisi yang

stereotip dan membekukan peran perempuan.

Di dalam bagian lampiran SKB tersebut, ditegaskan bahwa tugas

pokok proyek tersebut adalah untuk melaksanakan usaha pembangunan hukum

Islam melalui Yurisprudensi dengan jalan Kompilasi Hukum. Untuk itulah

kemudian dibentuk bidang-bidang yang tugas konkritnya dibagi empat jalur,

yaitu:

a. Jalur Kitab; yaitu yang mengumpulkan dan mengkaji 13 kitab yang selama

ini digunakan sebagai pedoman dan bahan rujukan oleh para Hakim di

Pengadilan Agama (PA). Selain 13 kitab tersebut, digunakan juga kitab-kitab

tambahan lainnya hingga mencapai hingga jumlah 38 kitab. Kitab sebanyak

itu kemudian dibagikan kepada 7 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) untuk

ditelaah dan dikaji berkenaan dengan penyusunan kompilasi ini.

b. Jalur wawancara, yang dilakukan oleh bidang ini adalah mewawancarai para

ulama diseluruh Indonesia yang dianggap dapat merepresentasikan

masyarakat Indonesia. Tercatat sebanyak 86 ulama yang menjadi responden

dalam proyek ini.

c. Jalur Yurisprudensi, yaitu dengan menghimpun putusan-putusan Pengadilan

Agama (PA) yang ada selama ini.

d. Jalur Studi Perbandingan. Negara yang dipilih untuk studi perbandingan ini

adalah Mesir, Maroko, dan Turki. Alasan memilih ketiga negara tersebut
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dapat dikatakan sangat pragmatis. Maroko misalnya, dipilih karena negara

ini dikenal menganut madzhab Maliki; Turki dipilih karena dikenal sebagai

negara sekuler, sedangkan pilihan terhadap Mesir, hanya semata-mata

karena negara ini berada diantara Maroko dan Turki.23

Pada Desember 1987, proyek penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

tersebut telah selesai. Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdiri dari tiga buku

yaitu; Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan dan

Buku III tentang Hukum Wakaf. Sebelum Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini

disahkan, pelaksanaan proyek beranggapan bahwa perlu diadakan lokakarya

untuk menjaring masukan dari masyarakat luas. Lokakarya tersebut diadakan di

Jakarta pada 2-5 Februari 1988, dihadiri oleh 123 peserta yang terdiri dari para

Ketua Umum Majlis Ulama Propinsi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA)

se-Indonesia, beberapa Rektor IAIN, ormas-ormas Islam, dan organisasi

perempuan. Dalam lokakarya tersebut, peserta dibagi menjadi tiga komisi

(sesuai dengan sistematika dalam KHI), dan pada tiap komisi, dibentuk Tim

Perumus.

Masukan dari para peserta lokakarya yang telah dirumuskan Tim

Pengurus, kemudian diolah oleh pelaksanaan proyek, hingga bulan Maret 1988

Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini telah bener-benar selesai. Ketika Kompilasi

Hukum Islam (KHI) ini akan disahkan ada satu problem yang harus

23 Munawir Sadzali, Op.Cit. h. 2-3. Untuk data mengenai  jumlah ulama yang dijadikan
responden dapat dilihat dari Proyek Penyuluhan hukum Agama, Sejarah, h. 333-340
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dipecahkan, yaitu bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang nantinya akan

menjadi hukum materiil, seharusnya diwadahi oleh suatu hukum formil. Untuk

itulah, pemerintah menggodog hukum formil, dan hasilnya adalah Undang-

Undang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989 yang disahkan pada tanggal 29

Desember 1989. Berdasarkan hukum formil inilah, Kompilasi Hukum Islam

(KHI) disahkan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 yang dikeluarkan

pada tanggal 10 Juni 1991.

Dilihat dari tata urutan hukum yang berlaku di Indonesia, kedudukan

Instruksi Presiden (Inpres) ini berada di bawah Undang-Uundang, namun dalam

praktek, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi referensi utama yang

digunakan Hakim untuk memutuskan perkara. Dalam masalah perkawinan,

para Hakim di Pengadilan Agama (PA) merujuk pada Kompilasi Hukum Islam

(KHI) ini, disamping Undang-Undang Perkawinan (UPP), sehingga seolah-olah

mempunyai kekuatan seperti Undang-Undang (UU). Posisi yang sejajar secara

implisist disebut dalam salah satu Diktum Keputusan Menteri Agama No. 154

Tahun 1991, yaitu bahwa untuk memutuskan  perkara yang berkaitan dengan

Perkawinan, Kewarisan, dan Wakaf, sedapat mungkin menggunakan Kompilasi

Hukum Islam (KHI) disamping peraturan perundang-undangan lainnya.

Kalimat yang terakhir ini, selain peraturan tersebut mengindikasikan

kesederajatan antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang.

6. Keterlibatan perempuan dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam dan

pembakuan peran dalam KHI
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Keterlibatan perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sangat

minim. Hal ini dapat dilihat dari panitia pelaksana Kompilasi Hukum Islam

(KHI) yang berjumlah 16 orang, hanya terdapat seorang perempuan, yakni Ny.

Lies Sugondo dan itupun menduduki sebagai sekretaris, sebagai peran dan

posisi yang sangat umum dilekatkan pada stereotip perempuan. Begitu juga

ketika perempuan ini melaksanakan wawancara terhadap para ulama se-

Indonesia, yang bertugas sebagai pewawancara, diantara 27 orang, tak

seorangpun yang terlibat. Dari sisi responden (ulama), hanya ada empat orang

perempuan yang menjadi responden diantara 186 orang.

Subordinasi terhadap perempuan juga nampak ketika berlangsung

lokakarya dalam rangka penyempurnaan Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini.

Untuk komisi I yang membahas tentang perkawinan. Diantara 44 anggota,

hanya ada tiga orang perempuan. Ketiganya merupakan setengah dari jumlah

perempuan yang terlibat dalam lokakarya tersebut, dimana peserta perempuan

dalam lokakarya ini hanya berjumlah enam dari 123 pererta.

Kecil angka keterlibatan perempuan dalam penyusunan Kompilasi

Hukum Islam (KHI) khususnya yang membahas tentang perkawinan,

mempengaruhi isi dari KHI itu sendiri. Jika dilihat dari perspektif perempuan,

materi yang dimuat dalam buku I (tentang perkawinan) dalam Kompilasi

Hukum Islam (KHI) sangat bias patriarkhi. Dari titi ini terlihat  bagaimana dari

dulu agama dan negara selalu berusaha untuk terus meminggirkan perempuan.

Gagasan monogami yang tidak pernah berhenti diperjuangkan perempuan
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karena poligami sangat meminggirkan perempuan, ternyata tidak pernah

diperhatikan. Bahkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini, sangat jelas

mendukung poligami.

Selain itu KHI sangat berperan dalam membakukan peran perempuan,

yang semuanya itu dibungkus dalam suatu yang dianggap sebagai doktrin

agama. Isteri yang diharuskan berperan sebagai ibu tumah tangga (pasal 79 ayat

(1)) sementara suami sebagai kepala rumah tangga, merujuk bagaimana

interprestasi patriarkhi terhadap teks-teks Al-Qur’an maupun Hadits sangat

dominan. Demikian juga dengan posisi perempuan yang selama ini subordinat,

semakin dikukuhkan oleh KHI. Dimulai dengan adanya pembatasan usia nikah,

dimana batas minimal perempuan lebih kecil daripada laki-laki. Yang hal ini

berkaitan erat dengan asumsi bahwa suami berkewajiban mendidik isterinya.

Mengenai pembakuan peran dalam Undang-Undang Nomor 1 tentang

Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut, diakui

oleh Halimah Ginting, SH, Direktur Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum

(LKBH) Jogjakarta, semakin mengukuhkan pembakuan peran yang ada di

masyarakat. Dengan adanya pasal tersebut, berdasarkan pengaamannya

menangani korban, para suami menganggap bahwa ia berhak mengatur istri dan

anak-anaknya sekehendak hatinya.24 Senada dengan Halimah, Wahid Hasyim,

S.Ag, aktifis LSM Rifka Annisa, dalam penelitiannya tentang nusyuz,

mengatakan bahwa ia sering menemukan para suami merasa sangat superior

24 Sirajuddin, Hukum Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.17-19
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dengan peran mereka sebagai ‘pemimpin keluarga’ dan bahkan mereka

menganggap bahwa peran tersebut merupakan “kodrat” laki-laki. Implikasi dari

peran tersebut, para istri sebagai pihak yang dipimpin, harus taat pada suami.

Oleh karena itulah, baik Halimah maupun Wahid, sangat mendukung jika

diadakan Revisi terhadap Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam

(KHI).25

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah mengatur tentang

perkawinan secara nasional, yang berlaku bagi semua golongan dalam

masyarakat Indonesia. Undang-undang perkawinan ini adalah suatu unifikasi

hukum dalam hukum perkawinan yang mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober

1975 dengan Peraturan Pelaksananya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

perkawinan.

Berbeda dengan negara sekuler, perkawinan menurut Undang-Undang

Perkawinan di Indonesia bukan hanya meliputi aspek keperdataan saja akan

tetapi juga merupakan aspek keagamaan, oleh karenanya sah atau tidaknya

suatu perkawinan digantungkan sepenuhnya pada hukum agama dan

kepercayaan masing-masing rakyat Indonesia, sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-

Undang Perkawinan.26

25 Ratna Batara Munti, Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: LBH-
APIK, 2005), h. 26

26 Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing
agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan
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Adanya Pasal 2 ayat (1) ini menyebabkan Undang-Undang

Perkawinan dapat disebut tidak merupakan unifikasi secara penuh karena hanya

mengatur hal-hal yang bersifat umum, artinya masih terdapat diferensiasi dalam

hal yang spesifik seperti masalah keabsahan perkawinan. Diferensiasi ini tidak

dapat di elakkan karena negara Indonesia memiliki 5 agama yang dilindungi

oleh hukum negara dan mengenai perkawinan ini adalah hal yang sensitif sebab

berkaitan dengan keyakinan. Khusus bagi yang beragama Islam diatur

tersendiri dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kompilasi Hukum Islam terbentuk karena pemerintah melihat bahwa

umat Islam Indonesia bukan hanya sekedar merupakan kelompok mayoritas,

akan tetapi juga merupakan kelompok terbesar umat Islam di dunia, maka

dengan instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1990 berlakulah apa yang

dinamakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum material yang

dipergunakan dalam lingkungan Peradilan Agama. Berlakunya Kompilasi

Hukum Islam ini diharapkan akan meningkatkan peranan  para Hakim Agama

dalam ber-ijtihâd.

Lahirnya Kompilasi Hukum Islam selain untuk menggalakkan kembali

ijtihâd dikalangan umat Islam, juga dimaksudkan untuk menyatukan persepsi

dikalangan umat Islam sendiri dalam melihat persoalan yang timbul di

masyarakat, sesuai dengan budaya Indonesia akan tetapi tidak bertentangan

yang berlaku. Lihat Arso Sosroadmodjo, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Bulan Bintang,
1975), h. 30
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dengan Al-Qur’an dan Sunah. Tentang perkawinan diatur dalam buku I

Kompilasi Hukum Islam (KHI), baik mengenai peminangan, hak dan kewajiban

suami isteri, pemeliharaan anak, perwalian, dan lain-lain. Dalam hal terjadinya

larangan perkawinan ini telah diatur oleh Undang-Undang Perkawinan dan

Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adanya pengaturan mengenai larangan

perkawinan ini selain dimaksudkan untuk penyempurnaan pengaturan

ketentuan perkawinan untuk mengantisipasi kemungkinan yang timbul

dikemudian hari.27

Walaupun Negara Indonesia tidak secara utuh mengakui Negara Islam,

namun Indonesia merupakan Negara yang penduduk muslimnya terbesar di

dunia. Upaya konkrit pembaharuan hukum keluarga di Indonesia dimulai

sekitar tahun 1960 yang berjuang lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan.28

B. Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor

1 Tahun 1974

Salah satu prinsip yang dianut Undang-Undang No.1/1974 adalah prinsip

memperbaiki derajat kaum perempuan. Prinsip ini mengemukakan pengamatan

sejarah kemanusiaan sejak dahulu serta praktek-praktek masa kini, yaitu pelecehan

terhadap harkat keperempuanan. Banyak terjadi ketimpangan sehingga perempuan

27 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), h. 2-3
28 Ratna Bantara Munti, Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: LBH-

APIK, 2005), h. XV
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menjadi korban perbuatan sewenang-wenang dari laki-laki. Hal ini disebabkan

posisi perempuan yang dianggap  marjinal. Seperti kaum marjinal lainnya, kaum

perempuan terlempar pada suatu posisi yang lebih berat pada kewajiban ketimbang

hak-haknya. Akibatnya perempuan paling banyak menerima penderitaan.29

Di masa lalu, hak cerai digunakan laki-laki dengan seenaknya. Akibatnya

perempuan harus berjuang mencari nafkah untuk dirinya, bahkan untuk anak-

anaknya. Keadaan seperti itu seharusnya menjadi beban mantan suaminya.

Sebetulnya sebagian dari mereka mengetahui adanya kewajiban mantan suaminya

yang masih melekat padanya dan hak istrinya serta anak-anaknya. Namun, karena

berbagai pertimbangan, jarang sekali perempuan yang mau menuntut keadilan

terhadap situasi yang timpang ini. Kebanyakan dari mereka pasrah menunggu

takdir walaupun konsekuensinya adalah penderitaan yang entah kapan berakhir.

Terlebih lagi dalam permaduan, banyak kasus yang secara sporadic

berserakan di berbagai tempat, yang dengan mudah dapat kita saksikan. Hampir

semua kasus poligami berdampak pada penderitaan wanita sehingga poligami

menjadi sinonim bagi penderitaan. Poligami yang dilakukan masyarakat kita, tidak

lebih dari keinginan mencari format baru bagi pelampiasan hubungan biologis.

Terlalu banyak korban perempuan yang ditinggalkan begitu saja tanpa proses

perceraian dan tanpa nafkah.

29 Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Kencana,
2008), h. 21. Lihat juga Sachiko Marata, The Tao Of Islam Kitab Rujukan Tentang Relasi Gender dan
Kosmologi dan Teknologi Islam, Bandung: Mizan, 1998), h. 234
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Dalam kasus-kasus yang agak normalpun, perempuan masih tetap

dirugikan, seperti pembagian giliran yang singkat bagi yang satu dan pembagian

nafkah yang berat sebelah. Kondisi seperti ini masih terbilang ringan seandainya

tidak diikuti ekses lain. Celakanya, ekses itu selalu ada hampir disetiap

perkawinan poligami. Saling curiga yang berlebihan sering menimbulkan

permusuhan antara suami-istri, antra istri-istri dan suami, antara anak-anak dan

orang tua (ibu dan ayah tiri). Gambaran keluarga yang harmonis serta-merta

hilang.

Akhirnya, sampai pada asumsi bahwa perempuan perlu mendapat

perlindungan yang kongkret melalui undang-undang. Ekses-ekses negatif itulah

yang hendak dihilangkan melalui undang-undang perkawinan. Walaupun

sebenarnya, lebih empat belas abad yang lampau substansi yang sama dengan

format yang berbeda, telah ditawarkan Islam. Laki-laki maupun perempuan

mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai manusia. Usaha kearah itu

dalam undang-undang dijabarkan melalui pasal-pasal sebagai berikut.

Pertama, kemungkinan dibuatnya perjanjian perkawinan dengan substansi

yang dikompromikan berdua setelah musyawarah, seperti dijelaskan dalam

Undang-undang Perkawinan bab V tentang “perjanjian perkawinan” Pasal 29:

a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas

persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis, yang disyahkan oleh

pegawai pencatat perkawinan, setelah isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga

sepanjang pihak ketiga tersangkut.
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b. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas

hukum, agama, dan kesusilaan.

c. Perjanjian tersebut mulai berlaku semenjak perkawinan dilangsungkan.

Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah,

kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan

perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Kedua, kesamaan hak dan kewajiban, yaitu bahwa laki-laki maupun

perempuan sama mempunyai hak dan kewajiban, yang implementasinya sesuai

kodrat masing-masing. Ini dijabarkan melalui pasal-pasal di dalam perundang-

undangan.

Dijelaskan juga pada bab VI, tentang “Hak dan Kewajiban Suami Isteri”

pasal 30 dan 31 adalah:

Pasal 30

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga

yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

1. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami

dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam

masyarakat.

2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

3. Suami adalah kepala rumah tangga dan isteri adalah ibu rumah tangga.
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Pasal 32

1. Suami isteri harus mempunyai kediaman yang tetap.

2. Rumah kediaman yang dimaksud ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-isteri

bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan bantuan lahir

batin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

1. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan

hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

2. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

3. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat

mengajukan gugatan ke pengadilan.

4. Pertanggungjawaban atas semua keperluan anak ketika perkawinan

berlangsung ataupun setelah terjadi perceraian, demikian juga bekas isteri

(pasal 41 huruf b dan c).

C. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), masalah hak dan kewajiban suami

isteri, dijelaskan dalam Bab XII. Hak dan kewajiban suami isteri, terdiri atas dua

(2) pasal, yaitu: pasal 77 dan 78 (secara umum). Kedudukan suami isteri pasal 79

dengan tiga (3) ayat. Tentang kewajiban suami, pasal 80 dengan tujuh (7) ayat.
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Tentang kediaman, pasal 81 dengan dua (2) ayat. Dan kewajiban isteri, pasal 83

dan 84, keduanya masing-masing berisi dua (2) dan empat (4) ayat.

Bab XII

Hak dan Kewajiban Suami Isteri

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 77

1. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga

yang sakinah, mawaddah warahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan

masyarakat.

2. Suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan

memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

3. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak

mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya

dan pendidikan agamanya.

4. Suami isteri wajib memelihara keduanya.

5. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat

mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 78

1. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

2. Sumah kediaman yang dimaksud dalam ayat satu.

3. Ditentukan oleh suami isteri bersama.
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Bagian Kedua

Kedudukan Suami Isteri

Pasal 79

1. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

2. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dak kedudukan suami

dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam

masyarakat.

3. Masing-masing pihak berhak  untuk melakukan perbuatan hukum.

Bagian Ketiga

Kewajiban Suami

Pasal 80

1. Suami adalah pembimbing  tethadap isteri dan rumah tanganya, akan tetapi

mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh

suami-istri bersama.

2. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan  segala sesuatu  keperluan

hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuanya.

3. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberi

keempatan belajar  pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan

bangsa.

4. Sesuai dengan penghasilanya suami menanggung;

a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri
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b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan

anak.

c. Biaya pendidikan dan anak.

5. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b

di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istri.

6. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap isterinya

sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila isteri nusyuz.

Bagian Keempat

Tempat Kediaman

Pasal 81

1. Suami wajib menyediakan tempat  kediaman bagi isteri  dan anak-anaknya,

atau bekas istri yang masih dalam iddah.

2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam

ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau idah wafat.

3. Kediaman dilindungi untuk melindungi isteri  dan anak-anaknya dari gangguan

pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman

juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan harta kekayaan, sebagai tempat

untuk menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

4. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan keadaan lingkungan

tempat tinggalnya, baik berupa alat perelengkapan rumah tangga, maupun

sarana penunjang lainnya.
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Bagian Kelima

Kewajiban Suami yang Beristeri Lebih dari Seorang

Pasal 82

1. Suami yang mempunyai isteri dari seorang berkewajiban memberikan tempat

tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara seimbang

menurut besar kecilnya seimbang menurut besar kecilnya keluarga yang

ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.

2. Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan para isterinya

dalam suatu tempat kediaman.

Bagian Keenam

Kewajiban Suami Isteri

Pasal 83

1. Bewajiban utama bagi seorang isteri telah berbakti lahir batin kepada suami di

dalam batas-batas yang dibenarkan dalam hukum Islam.

2. Isteri menyelenggarakan dan mengatur  keperluan rumah tangga sehari-hari

dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

1. Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-

kewajiban sebagaiman dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan

alasan yang sah.
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2. Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya  tersebut pada

pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk

kepentingan anknya.

3. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri

tidak nusyuz. (ketentuan tentang ada dan tidak adanya nusyuz dari istri harus

didasarkan pada bukti yang sah.30

30 Kementerian Agama RI, Kompilasi Hukum Islam KHI dan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Penjelasannya, (Prinity Optima Media,
2007), h. 27-30
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BAB V

REKONTRUKSI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DALAM

HUBUNGANNYA DENGAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI YANG

BERKEADILAN GENDER

A. Analisis tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Undang-Undang

Perkawinan di Indonesia

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang

terkait hak dan kewajiban suami isteri terdapat dalam Bab VI pada Pasal 30, Pasal

31 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 32 ayat (1) dan (2), Pasal 33, Pasal 34 ayat (1), (2),

(3), dan (4). Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Bab XII, Hak

dan Kewajiban Suami Isteri. Bagian Kesatu secara umum pada pasal 77. Pada ayat

1, 2, 3, 4, dan 5, Pasal 78 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 79 ayat (1), (2), dan (3), Pasal

80 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7), Pasal 81 ayat (1), (2), (3), dan (4), Pasal

82ayat (1) dan (2), Pasal 83 ayat (1) dan (2), Pasal 84 ayat (1), (2), dan (3).

Beberapa pasal tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam undang-

undang perkawinan di Indonesia yang terkesan ambigu ambivalen, khususnya

disoroti oleh para feminis Muslim yang dianggap belum atau tidak berkeadilan

gender, walaupun tidak terdapat disetiap pasal, hanya terdapat dibeberapa pasal

saja, maka perlu adanya rekontruksi pada pasal-pasal tersebut. Pada Pasal 30, Pasal

31 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal  33, secara

195
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eksplisit sebenarnya sudah menegaskan prinsip persamaan kedudukan antara laki-

laki dan perempuan.

Pasal 30, masing-masing suami dan isteri dinyatakan memikul kewajiban

yang sama untuk menegakkan rumah tangga. Pasal 31 ayat (1), masing-masing

suami dan isteri memiliki hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan

rumah tangga dan pergaulan hidup bersama di masyarakat, pada ayat (2), masing-

masing suami dan isteri berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Pasal 32 ayat

(1), suami isteri harus mempunyai kediaman yang tetap, ayat (2) Rumah kediaman

yang dimaksud ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama, Pasal 33,

suami isteri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan bantuan lahir batin

yang satu kepada yang lain.

Prinsip persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam

pasal-pasal yang disebutkan diatas, sayangnya tidak didukung dengan pasal-pasal

yang lain, bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan. Pasal 31 ayat (3),

suami adalah kepala rumah tangga dan isteri adalah ibu rumah tangga. Pasal 34

ayat (1) suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu

keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan ayat (2), isteri

wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Pasal-pasal ini tidak

saja kembali mengukuhkan subordinasi perempuan, tetapi juga bertentangan

dengan prinsip persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan yang

dinyatakan dalam pasal-pasal lainnya.
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Begitu juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pada Pasal 77 ayat (1),

(2), (3), (4), dan (5), sebenarnya sudah memberikan penafsiran terhadap pasal-

pasal sebelumya. (1) Suami isteri memikul kewjiban yang luhur untuk

menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi

sendi dasar dan susunan masyarakat (2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai,

hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada

yang lain; (3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara

anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun

kecerdasannya dan pendidikan agamanya; (4) suami isteri wajib memelihara

kehormatannya; (5) jika suami atau isteri melalaikan kewjibannya masing-masing

dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Pada pasal 78: (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang

tetap. (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentulan oleh suami

isteri bersama. Pada bagian kedua, tentang Kedudukan Suami Isteri, pasal 79: (1)

Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga. (2) Hak dan kedudukan

isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah

tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (3) masing-masing pihak

berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Kepala rumah tangga hanya disandangkan pada pundak seorang suami,

dan tidak pada isteri. Pasal 79. Sebagaimana fikih pada umumnya, KHI tidak

pernah mempertimbangkan kapasitas (kemampuan) dan kredibilitas
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(tanggungjawab) isteri untuk memangku status kepala keluarga. Jabatan “kepala

keluarga” telah diberikan secara gratis dan otomatis kepada para suami.1

Pada bagian ketiga, tentang Kewajiban Suami pasal 80: (1) Suami adalah

pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal

urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.

(2) Suami wajib melidungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan

hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (3) Suami wajib

memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar

pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. (4)

sesuai dengan penghasilannya suami menanggung; a. nafkah, kiswah dan tempat

kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya

pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendididkan bagi anak. (5) Kewajiban

suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai

berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya. (6) Isteri dapat membebaskan

suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4)

huruf a dan b. (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila

isteri nusyūz.

Bagian keempat, tempat kediaman, pada pasal 81: (1) Suami wajib

menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang

masih dalam iddah. (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk

isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.

1 Mufidah, Isu-Isu Gender Kontemporer, Op.Cit., h. 97
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(3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari

gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat

kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai

tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga. (4) Suami wajib melengkapi

tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan

lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga

maupun sarana penunjang lainnya.

KHI sebagai fikih Indonesia ternyata juga masih dianggap bias gender.

Khususnya pada Pasal 79 ayat (1) tentang kedudukan suami isteri, Pasal 80 ayat

(1-3) tentang kewajiban Pasal 83 ayat (1) dan (2) tentang kewajiban isteri, serta

Pasal 84 ayat (1) dan (2) tentang nusyuz.

Pasal 79 ayat (1)menunjukkan adanya kedudukan yang berbeda antara

suami dan isteri. Selanjutnya pada pasal ini, menimbulkan dampak pada

pembagian hak dan kewajiban masing-masing suami isteri yang diatur dalam Pasal

80 ayat (1) sampai (4) suami, yaitu bahwa kewajiban suami adalah membimbing,

melindungi, mendidik dan menanggung nafkah isterinya.

Sementara itu, kewajiban isteri yang utama ialah berbakti lahir dan batin

kepada suami sebagaimana diatur dalam pasal 83 ayat (1). Jika isteri tidak

melaksanakan kewajiban tersebut, maka isteri dianggap nusyuz sebagaimana diatur

dalam Pasal 84 ayat (1). Kewajiban isteri yang lain terseut dalam pasal 83 ayat (2),

yaitu isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari

dengan sebaik-baiknya. Konsep nafkah dan implementasinya merupakan
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gambaean bahwa seakan-akan nafkah merupakan instrument bagi suami untuk

mengontrol aspek sosial, psikologis dan seksualitas isteri, jika tidak sesuai dengan

konsep di atas, maka akan berimplikasi pada tindakan nusyuz yang dialamatkan

kepada isteri, jadi kedudukan suami isteri dan peran mereka sebagaimana diatur

dalam KHI banyak merugikan perempuan, apalagi dengan diformulasikannya

pembagian peran tersebut kedalam peraturan perundang-undangan. Pada intinya,

baik dalam hukum Islam (al-Qur’an) maupun dasar hukum Negara (Peraturan

Perundang-undangan tentang Perkawinan) belum memihak terhadap perempuan

secara adil.

Dalam realitas yang terjadi saat ini, bisa dikatakan bahwa hampir tidak

ada perempuan yang bisa dibatasi ruang geraknya hanya diwilayah domistik.

Secara tidak langsung mereka dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman

dengan segala perubahan-perubahannya. Tafsir-tafsir klasik merupakan refleksi

dari kondisi sosio-kultural yang mereka hadapi saat itu. Apalagi Islam dikatakan

shālihun fi kulli zamān wa makān, maka pikiran-pikiran keagamaan secara klasik

dalam tafsir-tafsir tersebut perlu mendapatkan penyesuaian kembali dengan situasi

sosio-kultural saat ini.2

Al-Qur’an secara normatif menegaskan konsep kesetaraan antara laki-laki

dan perempuan. Konsep kesetaraan itu mengisyaratkan dua hal:

2 A. Qodri Azizy, Pemikiran Islam Kontemporer di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2005), h. 1070-109
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1. Dalam pengertian yang umum, ini berarti penerimaan martabat kedua jenis

kelamin dalam ukuran yang sama.

2. Orang harus mengetahui bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak-hak

yang setara dalam bidang sosial, ekonomi dan politik.

Gender dipahami sebagai perbedaan yang bukan biologis dan bukan kodrat

tuhan. Perbedaan biologis yakni perbedaan jenis kelamin seks adalah kodrat tuhan,

karenanya secara permanen berbeda. Sementara gender adalah behabioral

difference antara laki-laki dan wanita yang socially constructed. Yakni perbedaan

yang bukan kodrat atau bukan ciptaan tuhan melainkan diciptakan oleh baik laki-

laki mupun perempuan melalui proses sosial dan budaya yang panjang, perbedaan

perilaku antara laki-laki dan perempuan tidaklah sekedar biologis, namun melalui

proses sosial kultur.3

Sesungguhnya, perbedaan gender yang selanjutnya melahirkan peran

gender tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan.

Namun pada kenyataannya perbedaan gender ini telah melahirkan berbagai

ketidakadilan, bukan saja bagi kaum wanita, tetapi juga kaum laki-laki.

Ketidakadilan gender adalah suatu sistem dan struktur yang menimbulkan laki-laki

maupun wanita sebagai korban dari sistem tersebut.

Untuk memahami perbedaan gender yang melahirkan ketidakadilan

tersebut dapat dilihat melalui berbagai manifestasi dari ketidakadilan.

Ketidakadilan gender termanifestasi dalam berbagai bentuk ketidakadilan,

3 Husein Muhammad, Fiqh Perempuan, Op.Cit., h. 7-8
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terutama pada perempuan, misalnya marginalisasi perempuan, subordinasi

perempuan, stereotif atau pelabelan negatif sekaligus perlakuan diskriminatif

terhadap perempuan, kekerasan terhadap perempuan, beban kerja lebih banyak dan

panjang.4 Manifestasi ketidakadilan gender tersebut masing-masing tidak bisa

dipisah-pisahkan, saling terkait dan berpengaruh secara dialektis.

Tidak sedikit proses dalam masyarakat dan negara yang memarginalkan

masyarakat, salah satu di antaranya adalah proses eksploitasi dalam pembangunan.

Salah satu proses eksploitasi itu berbentuk pemiskinan satu jenis kelamin tertentu,

yaitu kaum perempuan, yang disebabkan karena berlakunya keyakinan gender.

Ada berbagai macam dan bentuk, serta mekanisme proses marginalisasi

perempuan akibat gender tersebut. Dari segi sumbernya bisa berasal dari kebijakan

pemerintah, keyakinan atau penafsiran terhadap ajaran agama, tradisi atau

kebiasaan, dan bahkan berasal dari asumsi ilmu pengetahuan.

Marginalisasi terjadi akibat adanya jenis pekerjaan domestik yang

dikhususkan untuk perempuan dan akan diambil alih oleh laki-laki jika pekerjaan

tersebut untuk keperluan publik. Pekerjaan tersebut tidak lagi menjadi milik

perempuan, melainkan sudah didominasi oleh laki-laki. Pekerjaan masak-memasak

merupakan contoh yang paling jelas mengenai hal ini. Kegiatan masak-memasak

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga akan diserahkan pada

perempuan. Tetapi jika kegiatan ini untuk keperluan restoran atau hotel (koki)

yang memperoleh gaji, maka pekerjaan itu tidak lagi menjadi hak “prerogatif”

4 Mansour Fakih, Analisis Gender, Op.Cit., h. 12-13
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perempuan, melainkan sudah dikuasai oleh laki-laki, misalnya dalam pasal 3 ayat

3 Undang-Undang Nomor 74 tentang Perkawinan yang berbunyi suami adalah

kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga. Dalam hal ini banyak perempuan

yang tersingkirkan dan menjadi miskin akibat dari pemahaman bahwa laki-laki

adalah identik dengan kepala keluarga. Atas dasar ini, banyak wanita tergusur dari

pekerjaan akibat dari bias gender. Subordinasi terkesan tumpang tindih dengan

marginalisasi, hal ini, keduanya saling terkait karena tersubordinasi, maka

perempuan menjadi termarginalisasi, begitupula sebaliknya.

Sebagai kelanjutan dari pandangan bahwa perempuan adalah makhluk yang

emosional, maka ia dipandang tidak bisa memimpin dan karena itu ditempatkan

pada posisi yang tidak penting. Hal ini melahirkan subordinasi tehadap perempuan.

Bentuk subordinasi bermacam-macam, berbeda dari satu tempat dengan tempat

lain, dari waktu ke waktu dan dari budaya satu ke budaya lainnya. Bentuk

subordinasi terhadap perempun yang menonjol adalah semua pekerjaan yang

dikatagorikan sebagai “reproruduksi” dianggap lebih rendah.

Dan menjadi subordinasi dari pekerjaan “produksi” dikuasai laki-laki.

Salah satu bukti dari rendahnya penghargaan terhadap pekerjaan “reproduksi”

tersebut adalah bahwa pekerjaan ini hampir-hampir tidak dihargai secara

ekonomis, meski tingkat kerumitan dan waktu yang dihabiskn untuk pekerjaan

tersebut tidak lebih ringan dari pekerjaan “produksi”. Keadaan seperti ini

menyebabkan baik laki-laki maupun perempuan sendiri akhirnya menganggap
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bahwa pekerjaan “reproduksi” yang dikategorikan domestik tersebut lebih rendah

dan ditinggalkan.

Secara umum sterotif adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu

kelompok tertentu yang merugikan dan menimbulkan ketidakadilan. Salah satu

jenis stereotif itu adalah bersumber dari pandangan yang bias gender. Streotif bias

gender merupakan suatu bentuk penindasan ideologi dan kultural, yakni dengan

pemberian label tertentu yang memojokkan kaum perempuan. Label pada kondisi

tertentu menjadikan perempuan terpojok dan tidak menguntungkan eksistensi

dirinya. Akibatnya melahirkan ketidakadian pada perempuan yang bersumber dari

pandangan streotif yang dilabelkan pada mereka. Salah satu pelabelan yang

dimaksud adalah perempuan sebagai ibu rumah tangga. Akibat dari pelabelan ini,

jika perempuan hendak aktif dalam kegiatan yang dianggap wilayah laki-laki,

seperti kegiatan politik, olahraga keras dan sejenisnya dianggap tidak sesuai

dengan kodratnya sebagai ibu rumah tangga, pendidik anak dan pendamping suami

tidak memerlukan pendidikan tinggi karena pada akhirnya perempuan cukup

berada di dapur.

Stereotif laki-laki sebagai pencari nafkah juga berdampak pada

menganalisasi perempuan. Akibatnya, stereotif ini menjadikan apa saja yang

dihasilkan oleh perempuan hanya dipandang sebagai sambilan atau tambahan

dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, meskipun tidak jarang pendapatan

perempuan atau isteri lebih tinggi dari laki-laki atau suaminya. ini pula yang

kemudian menyebabkan peningkatan karir dan kesempatan berprestasi agak
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dihambat atau terhambat sebab dipandang tidak terlalu serius dalam menggeluti

karirnya karena hanya sebagai sambilan.

Asumsi hukum alam (teori natur) menyatakan bahwa secara alami

memiliki sifat keibuan, penyabar, penyayang, lemah lembut, pemelihara dan rajin.

Sifat seperti ini akan sangat cocok untuk menjadi ibu rumah tangga dan sekaligus

bukan kepala keluarga. Akibatnya, semuanya domestik menjadi tanggung jawab

kaum perempuan.

Akibat semua pekerjaan domestik menjadi tanggung jawabnya, maka

beban pekerjaan perempuan menjadi lebih berat. Perempuan menerima pekerjaan

menjaga kebersihan dan kerapihan rumah tangga, mulai dari memasak, mencuci,

menyetrika dan mengasuh anak. Bagi keluarga menengah, maka beban ini akan

dikerjakan oleh pembantu rumah tangga. Akan tetapi, pembantu rumah tangga ini

pada umumnya adalah perempuan, yang sampai saat ini belum terlindungi secara

memadai oleh hukum negara. Sementara itu pada kalangan keluarga miskin, beban

kerja perempuan menjadi berlipat ganda di samping harus membereskan urusan

rumah tangga, mereka juga harus membantu bekerja di sektor publik untuk

membantu mencari nafkah tambahan bagi keluarganya. Curahan waktu dan tenaga

yang dihabiskan oleh perempuan lebih banyak dan berat daripada laki-laki.

Perempuanlah yang paling belakang menuju ke pembaringan di malam hari dan
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paling cepat bangun di pagi hari. Sehingga dapat dikatakan bahwa jam kerja isteri

sejak dari sebelum suami bangun sampai mata suami terpejam.5

Ketidak adilan sangat kentara, meski beban kerjanya lebih berat, paling

tidak waktu yang digunakan lebih lama, tetapi curahan waktu dan tenaga untuk

menyelesaikan pekerjaan tersebut sama sekali tidak dihargai secara ekonomi,

bahkan status sosialnya dalam masyarakat dipandang lebih rendah dari pekerjaan

publik. Ketidakadilannya berlipat ganda, tidak berharga secara ekonomis sekaligus

rendah secara sosial.

Kekerasan yang mengenai adanya pandangan gender, perempuan pada

umumnya disebabkan pandangan gender. Bentuk kekerasan fisik maupun non

fisik, yang berlaku di tingkat rumah tangga, tingkat negara bahkan sampai pada

tafsir agama.6 Salah satu bentuk kekerasan fisik adalah pemerkosaan dalam

perkawinan, aneh kedengarannya dalam kehidupan suami isteri yang terikat

perkawinan terjadi pemerkosaan. Namun dengan pemahaman bahwa pemerkosaan

adalah suatu hubungan seksual dimana salah satu pihak tidak menghendakinya,

sangat mungkin pemerkosaan yang dimaksud terjadi dan berlangsung dalam

kehidupan suami isteri. Sering terdengar obrolan umumnya dari kalangan ibu-ibu,

yang menyatakan keengganannya berhubungan seksual dengan suaminya karena

capek misalnya, akan tetapi ia tetap melayaninya. Namun sering ketidakrelaan ini

5 Alawy Rachman, Gelas Kaca Dan Kayu Bakar, Pengalaman Perempuan Dalam Pelaksanaan
Hak-Hak Keluarga Berencana, (Yokyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 7

6 Mansour Fakih, Analisis Gender, Op.Cit., h. 17
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tidak dapat dieksperikan karena berbagai faktor yang pada umumnya dipengaruhi

oleh budaya gender.

Budaya dan penafsiran agama mengajarkan bahwa isteri harus selalu

menyenangkan suami, melayani suami, dan mematuhi suami. Ajaran ini berperan

membungkus pemerkosaan dalam kehidupan rumah tangga hingga tetap

berlangsung.

Budaya gender, melahirkan ketidakadilan, khususnya bagi wanita.

Kesadaran akan ketidakadilan ini melatarbelakangi munculnya gerakan feminisme.

Merupakan suatu kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan

dalam masyarakat, di tempat kerja dan dalam keluarga serta tindakan sadar oleh

perempuan maupun laki-laki untuk mengubah keadaan tersebut.

Preposisi di atas dimaksudkan agar setiap manusia diberi peluang dan

kesempatan yang sama menjadi yang terbaik, khususnya pada perempuan. Dengan

potensi kemanusiaannya sebagai makhluk ciptaan Allah, perempuan juga

mempunyai kemungkinan untuk meraih peluang tersebut.

Dalam rangka menegakkan suatu keadilan (kesetaraan) para feminis

muslim Indonesia memberikan komentar terkait dengan poin (3) pasal 31 dalam

undang-undang perkawinan tentang hak dan kewajiban suami isteri, poin ini

dianggap belum terjadi keadilan. Keadilan tersebut meliputi marjinalisasi

(kemiskinan ekonomi), subordinasi stereotype (pelabelan negatif), kekerasan

(violence), dan beban ganda.
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Secara resmi dikatakan bahwa acuan utama untuk menyatakan bahwa

Indonesia telah menganut dan menerapkan asas persamaan (kesetaraan) antara

perempuan dan laki-laki, adalah pasal 27 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.7

Ketentuan ini dianggap sebagai mandat untuk memberikan akses dan kontrol

yang sama kepada perempuan, dan laki-laki dalam bidang ekonomi, sosial dan

politik. Atas dasar mandat itu pulalah pemerintah Indonesia meratifikasi

beberapa konvensi internasional yang bertujuan menghapuskan diskriminasi dan

meningkatkan status perempuan.8 Pemerintah Indonesia pada tahun 1974

melakukan reformasi hukum keluarga (Undang-Undang Perkawinan Nomor 1

Tahun 1974).

Secara umum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdiri dari satu

buku, yaitu; Hukum tentang Perkawinan. Undang-Undang tentang Perkawinan

sendiri terdapat 14 Bab yang terdiri dari 67 Pasal, sedangkan Bab tentang hak

dan kewajiban suami istri terdapat di  dalam Bab VI, yaitu; pasal 30, 31, 32, 33

dan 34. Begitu juga dalam penjelasan Kompilasi Hukum Islam (KHI).9

7 Pasal 27 ayat (1) menyatakan, bahwa “Tiap-tiap warga negara bersamaan kedudukannya di
dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemeritahan itu dengan tidak ada
kecualinya”. Pasal ini menyatakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu;
(1) Hak untuk diperlakukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. (2) Kewajiban menjunjung
hukum dan pemerintahan.

8 Syafiq Hasim, Menakar Harga Perempuan, (Bandung: Mizan, 1999), h. 71
9 Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat tiga buku, yaitu; Hukum Perkawinan, Hukum

Kewarasan dan Hukum Perwakafan. Hukum Perkawinan sendiri terdapat 19 Bab yang terdiri dari 170
Pasal, sedangkan tentang hak dan kewajiban terdapat di dalam Bab XII dan terdapat enam bagian,
yaitu; Bagian Kesatu, penjelasan umum tentang hak dan kewajiban suami istri dalam Pasal 77 dan 78,
Bagian Kedua,  Kedudukan Suami Istri dalam Pasal 79, Bagian Ketiga, tentang Kewajiban Suami
dalam Pasal 80, Bagian Keempat, tentang Tempat Kediaman dalam Pasal 81, Bagian Kelima, tentang
Kewajiban Suami yang Beristri Lebih dari Seorang dalam Pasal 82, dan Bagian Keenam, tentang
Kewajiban Istri dalam Pasal 83 dan 84. Hakekatnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah memberikan
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini dalam

pandangan Husein masih mengadopsi fikih Islam konvensional yang bersifat

konservatif dan belum sepenuhnya memenuhi hak keadilan perempuan yang

bersifat progresif. Dari pandangan ini terdapat beberapa golongan, yaitu; 1)

Menghendaki “status quo‟ dan menolak untuk disebut sebagai mereka yang

menikmati dan diuntungkan oleh sistem dan stuktur hubungan laki-laki dan

perempuan yang ada, dan karenanya mereka berusaha melanggengkannya, 2)

Mereka yang menganggap bahwa kaum wanita saat ini berada dalam suatu

sistem yang diskriminasi, diperlakukan tidak adil, karena tidak sesuai dengan

prinsip keadilan dan dasar Islam. Kaum wanita dianggap sebagai korban

ketidakadilan dalam berbagai bentuk dan aspek kehidupan, yang dilegitimasi

oleh suatu tafsiran sepihak dan dikonstruksi melalui budaya dan syariat. Mereka

mengaggap bahwa kedudukan wanita dalam kenyataan di masyarakat saat ini,

tertindas oleh suatu sistem gender ketidakadilan tersebut harus dihentikan.10

Undang-Undang Perkawinan sebenarnya telah menampilkan bentuk

kesetaraan antara laki-laki dan perempuan secara legal, baik secara tekstual yang

terwujud dalam bentuk undang-undang itu sendriri, maupun kontekstual meliahat

kultur masyarakat Indonesia. Namun demikian, menurut para feminis Indonesia,

penjelasan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah digunakan sejak tahun 1991 oleh
para Instansi sebagai panduan dalam urusan pernikahan (KUA), termasuk para Hakim dalam
memutuskan suatu perkara (PA). Yang disebut legislasi Hukum Islam atau Fikih Islam yang terwujud
dalam bentuk Undang-Undang yang secara kontekstual melihat situasi dan kondisi masyarakat Islam
di Indonesia.

10 Mansour Fakih, Membincang Feminisme, Diskursus Gender Perspektif Islam, (Cet. ke-1;
Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 37-38
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peraturan ini memperlihatkan sikap pemerintah yang sangat ambivalen/ambigu.

Disitu pihak mengakui legal capacity kaum perempuan (isteri). Namun disisi

lain justru mengukuhkan peranan berdasarkan jenis kelamin (sex roles) dan

pelabelan (strereotype) terhadap perempuan dan laki-laki dengan membagi

secara kaku peranan perempuan disektor domestik dan laki-laki disektor publik.

Dalam hal ini Syafiq Hasyim berpendapat bahwa kesejajaran

(kesetaraan) dan keseimbangan sebagai prinsip utama keadilan yaitu memandang

setara (sejajar) dan seimbang kedudukan laki-laki dan perempuan, tidak

berdasarkan pada perbedaan-perbedaan yang bersifat kodrati.11

Sebenarnya Syafiq Hasyim lebih menekankan makna filosofis dari laki-

laki dan perempuan itu seimbang di hadapan Allah kecuali dalam hal ketakwaan,

namun dalam hak dan kewajiban dalam rumah tangga seimbang dan tidak harus

dibeda-bedakan kecuali dalam hal seks yaitu perbedaan kelamin.

Hal senada juga dipaparkan oleh Husain Muhammad, saling terkait dan

saling memengaruhi, baik kepada laki-laki maupun perempuan, secara terstruktur,

yang pada akhirnya antara lak-laki dan perempuan menjadi terbiasa dan terpercaya

bahwa peran gender itu seakan-akan kodrat Tuhan, yang dapat diterima dan

dianggap sebagai suatu yang tidak harus dikoreksi.12

Inilah fakta sosial dalam masyarakat, kesadaran laki-laki dan perempuan

cukup lemah. Penilaian yang bias terhadap perempuan tersebut pada dasarnya juga

11 Syafiq Hasyim, Hal-Hal yang Tak Terpikitkan tentang Isu-Isu Perempuan dalam Islam,
(Bandung: Penerbit Mizan, 2001), h. 263

12 Husein Muhammad, Fikih Perempuan, Op.Cit., h. 23-32
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berawal dari tiga buah asumsi dasar tentang keyakinan beragama, yaitu;  1)

Asumsi dokmatis yang secara eksplisit menempatkan perempuan sebagai

pelengkap, 2) Dogma bahwa bakat moral etik perempuan lebih rendah, 3)

Pandangan materialistik, ideologi masyarakat Makkah pra-Islam yang memandang

peren perempuan dalam proses produksi.13

Al-Qur’an sangat bijaksana dengan menyebutkan bahwa hubungan suami

isteri harus dibangun dengan cara mu’âsyarah bi al-ma’rûf, bergaul dan

berkerjasama dengan baik. Suami yang shalih adalah suami yang dapat

menyenangkan isterinya seperti isterinya menyenangkannya, suami yang

menjaganya sebagaimana isteri menjaganya, suami yang membantunya manakala

isteri membutuhkan bantuannya, suami yang sabar atas kekurangan isterinya.

Menurut Husein, secara sosiologis dan kultural, Islam memang hadir

pertama kali pada masyarakat Arab yang sangat kental berbudaya patriarkhi.

Mereka sangat mengagung-agungkan laki-laki dan kelelakian, dan sebaliknya

merendahkan potensi kaum perempuan. Budaya seperti itu ikut mempengaruhi dan

membentuk kesadaran dan asumsi bahwa perempuan adalah makhluk yang pasif,

sementara laki-laki ditakdirkan untuk terus aktif. Kesadaran dan asumsi-asumsi

seperti itu, sangat mempengaruhi bentuk  penghayatan keagamaan yang kita warisi

sampai saat ini. 14

13 Husein Muhammad, Fikih Perempuan,Op.Cit., h. xiii
14 Ibid., h. 143



212

Islam secara tegas memosisikan laki-laki dan perempuan pada tempat yang

setara. Namun seiring perkembangan sejarah yang sangat dipengaruhi bentuk pola

pikir suatu masyarakat, persoalan ini sangat terkait dengan persoalan tradisi.

Secara historis, tradisi kita lebih banyak dimainkan atau diperankan oleh kaum

laki-laki. Maka tidak heran jika hukum fikih yang berkenaan langsung dengan sisi

pengalaman perempuan sekalipun, seperti soal haidh dan nifas, semuanya

dikonstruksi dan didefenisikan oleh ulama laki-laki.

Lebih lanjut Husein Muhammad memberikan tanggapan bahwa:

“Jika kebudayaan adalah realitas kehidupan masyarakat manusia yang
meliputi tradisi-tradisi, pola perilaku manusia keseharian, hukum hukum,
pikiran pikiran dan keyakinan keyakinan, maka kebudayaan yang tampak
secara umum masih memperlihatkan dengan jelas keberpihakannya pada
kaum laki-laki. Orang menyebutnya dengan budaya patriarki. Dalam
kebudayaan ini, memapankan peran laki-laki untuk melakukan dan
menentukan apa saja, disadari atau tidak, mendapatkan pembenaran.
Sebaliknya perempuan berada dalam posisi subordinat. Ia menjadi bagian
dari laki-laki dan menggantungkan nasib hidupnya kepada laki-laki. Otonomi
perempuan berkurang. Pada gilirannya, keadaan ini sering kali terbukti
melahirkan sebuah proses marjinalisasi, bahkan juga ekploitasi dan
kekerasan atas kaum perempuan. Ini terjadi dalam segala ruang, baik
domestik maupun public”.15

Belakangan ini sering dijumpai isteri yang bekerja keras membanting

tulang demi memenuhi kebutuhan keluarga, baik pekerjaan itu terhormat

maupun tidak. Betapa banyak ditemukan perempuan basah akan keringat

tatkala memenuhi kewajibannya sebagai buruh pabrik. Di samping itu, tak

sedikit pula wanita karier yang sebagian waktu dihabiskan di kantor,

15 Husein Muhammad, Fikih Perempuan, Op.Cit.,h. 183
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sementara suaminya berdiam diri di rumah seraya mengurus anak mereka.

Memang ada banyak alasan yang melatar belakangi mereka memutuskan

demikian.

Prinsipnya menurut Husein, keadilan dan kemaslahatan harus menjadi

dasar dalam membuat hukum. Hukum bisa berubah apabila tidak ditemukan

kebaikan sosial. Produk fikih bercorak patriarkis mendominasi seluruh ruang

domestik termasuk dalam pernikahan. Perempuan dimiliki suami, akibatnya

isteri tak memiliki hak seksual atas suaminya dan juga kontrol atas dirinya

sendiri karena seluruh tubuhnya adalah milik suami. Dampaknya, perempuan

sebagai isteri tertutup dan malu untuk mengungkapkan hasratnya terhadap

suami.

Hal lain bisa ditemukan dalam kepemimpinan dalam rumah tangga, di

mana perempuan tidak memiliki hak sebagai pemimpin. Dampaknya bagi

perempuan adalah sulit mengambil keputusan dalam rumah tangga, bahkan

atas dirinya. Isteri akhirnya sangat bergantung kepada suami. Hak asasi

perempuan sebagai isteri menjadi ternafikan. Fikih bisa bersifat adil terhadap

perempuan, yakni dengan mencari dan menyeleksi produk fikih yang relevan

dengan perspektif keadilan. fikih menjadi pandangan yang akan selalu

melahirkan perbedaan pendapat. Karenanya, keputusan negara harus diambil.

Keputusan negara mengikat dan menghapus kontroversi.16

16 Ibid., h.15
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Husein Muhammad, lebih menonjolkan pada sisi historis bahwa pada

dasarnya bentuk ketidak samaan hak antara laki-laki dan perempuan bukan

disebabkan oleh agama, namun lebih cenderung terbentuk dari kultur budaya

msyarakat Arab yang bercorak patriarkhi, sehingga produk-produk fikih yang

dihasilkan terkesan patriarkhi dan wujud keberadaan masyarakat Islam saat ini

adalah imbas dari budaya patriarkhi tersebut.

Perempuan sesungguhnya adalah mitra laki-laki, yang dapat bekerja

secara harmonis, yang dapat membebaskan manusia secara keseluruhan dari

tarikan naluri kebinatangan dan tarikan pengkondisian kemiskinan di masa

depan. Ide komplementaritas perempuan dan laki-laki sangat selaras dengan

pandangan QS. al-Nabâ’ ayat 8 yang artinya: “Dan Kami jadikan kalian

berpasang-pasangan”.

Pada era sekarang terjadi peralihan peran antara laki-laki yang

notabene sebagai suami dan perempuan yang tak lain adalah seorang isteri.

Padahal jelas dikatakan dalam al-Qur’an dan hukum positif bahwa yang

dibebani kewajiban mencari nafkah yaitu suami. Sedangkan isteri wajib taat

kepada suami dan mengurus anak.

Dalam menganalisis kasus di atas, ayat tentang kepemimpinan tak bisa

dinafikan, yakni:
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Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena
Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebahagian
yang lain (wanita), dan karena mereka (lelaki) telah menafkahkan
sebagian dari harta mereka. Sebab itu, wanita yang saleh ialah yang
taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada
oleh karena Allah telah memelihara (mereka). (QS. al-Nisâ’ (4): 34)

Menurut al-Thabari, fase al-rijal qawwam ‘ala nisa’, lebih dimaknai

sebagai “kaum laki-laki berfungsi mendidik dan membimbing isteri-isteri

mereka dalam melaksanakan kewajiban terhadap Allah SWT., dan para suami”.17

Sedang Al-Zamaksyari, memahami fase tersebut sebagai “kaum laki-laki

berfungsi sebagai yang memerintah dan melarang kaum  perempuan

sebagaimana pemimpin berfungsi terhadap rakyatnya”.18 Sementara itu, al-Aruzi

lebih menekankan bahwa “kaum laki-laki lebih berkuasa untuk mendidik  dan

membimbing isteri-isteri mereka seolah-olah ia yang Maha Tinggi menjadikan

suami sebagai ‘amir dan pelaksana huku yang menyangkut hak isteri”. Hal

senada juga ditafsirkan oleh Sa’id Hawa, Ibnu Katsir dan Muhammad Abduh.

Sepakat mengatakan bahwa suami adalah pemimpin terhadap isterinya

dalam rumah tangga. Argumennya adalah pernyataan al-Qur’an al-rijālu

qawwāmu ‘alā nisā’. Kata qawwāmun dalam kalimat tersebut diartikan sebagai

pemimpin. Al-Qur’an mengemukakan dua alas an kenapa suami yang menjadi

17 Muhammad Ibnu Jarir Al-Thabari, Jāmi’ul Bayān al-Takwīl Ayi al-Qur’ān, (Bairut: Dār al-
Fikr, 1988), h. 57

18 Al-Zamaksyari al-Khāwarizmi Abū al-Qāsim Jārullah Mahmūd Ibnu ‘Umar, al-Kasyāf ‘an
Haqā’iq Tanzīl wa ‘Uyūn al-Aqāwil fi Wujūh al-Ta’wīl, (Bairut: Dār al-Fikri, 1977)., h. 523. Lihat
juga Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), Wajah Baru Relasi Suami Isteri Tela’ah Kitab ‘Uqud al-
Lujjayn, (Yogyakarta: LKiS, 2001), h. 11
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pemimpin. Pertama, karena kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada mereka.

Kedua, karena kewajiban mereka member nafkah keluarga.

Pandangan Hamka nampaknya juga tidak jauh berbeda dengan para

mufassir klasik lainnya. Ayat ini sebagai legitimasi atas kepemimpinan laki-laki

atas perempuan. Bahkan menurut Hamka ayat ini menjadikan jawaban atas

beberapa pertanyaan seperti pembagian harta dua banding satu, pemberian

mahar, menggauli isterinya dengan baik, beristri lebih dari empat asal adil,

sedangkan perempuan tidak. Menurutnya laki-laki itulah yang memimpin

perempuan, bukan perempuan yang memimpin laki-laki, dan bukan pula sama

kedudukannya.19

Menurut Mahmud Yunus, sebagaimana yang dikutip Munirul Abidin,

qawwam adalah pemimpin.20 Menurut M. Quraish Shihab, qawwamun jama’ dari

qawwam yang berarti pemimpin, sebagaimana terkandung dalam ayat tersebut,

dibebankan pada lelaki. Ada dua alas an pokok yang menjadi pertimbangan,

yaitu; 1) adanya sifat-sifat fisik dan psikis pada suami yang lebih dapat

menunjang suksesnya kepemimpinan rumah tangga jika dibandingkan dengan

isteri. 21 Sedangkan keistimewaan perempuan lebih menunjang pada tugasnya

19 Hamka, Tafsir al-Azhar, Jilid. Ke-V, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1987), h. 46-47
20 Munirul Abidin, Paradigma Tafsir Perempuan Indonesia, (Malang: UIN-Malik Press, 2011),

h. 94
21 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, Vol. Ke-II, (Jakarta: Lentera Hati, 2016), h. 425. Lihat

juga Mufidah, Gender di Pesantren Salaf Why Not?, (Malang: UIN-Malik Press, 2010), h. 105
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sebagai pemberi rasa damai, dan tenang pada lelaki serta lebih mendukung

fungsinya dalam mendidik dan membesarkan anak-anak.22

Dalam pemahaman gender, surat al-Nisa’ ayat 34 lebih menekankan

pada pendekatan historis (asbab al-nuzul). Kata qawwam dalam ayat ini tidak

difahami lepas dari konteks social pada waktu diturunkan (asbab al-nuzul) ayat.

Struktur social pada masa Rasulullah SAW., belum mengakui adanya mitra-

kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Karenanya keunggulan laki-laki

bukanlah keunggulan jenis kelamin, melainkan keunggulan fungsional karena

laki-laki yang mencari nafkah dan membelanjakan hartanya. Sebenarnya fungsi

social yang diemban perempuan (pendamping atau mitra yang setara dalam

keluarga).23

Al-Qur’an mengunggulkan laki-laki atas perempuan adalah karena

nafkah yang diberikan, sesuai dengan bunyi ayat “wa bimā anfaqū min

amwālihim” dimana huruf ba’ dalam bi mā merupakan ba’ li sababiyyah (sebab

kualitas) dank arena kesadaran social perempuan pada masa itu masih sangat

rendah, serta peran domestic masih dianggap sebagai kewajiban kaum

perempuan.

Peran domestik perempuan ini diberi ganjaran yang sesuai dengan

ajaran al-Qur’an dan bukan semata-mata kewajiban yang harus mereka lakukan,

perlindungan dan nafkah yang diberikan kaum laki-laki terhadap kaum

22 M. Quraish Shihab, Membincang Persoalan Gender, (Semarang: Rasail Media Group, 2013),
h. 137

23 Ashar Ali Enginer, Hak-Hak Perempuan dalam Islam, (Yogyakarta: LSPPA, 1994), h. 64.
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perempuan tidak dianggap sebagai keunggulan kaum laki-laki. Jika mau jujur

dan adil, mesti menyakini peran domistik adalah merupakan keunggulan kaum

perempuan yang harus dihargai sama dengan peran publik.

Posisi perempuan yang disubordinat laki-laki sesungguhnya muncul

dan lahir dari sebuah bangunan masyarakat atau peradaban yang dikuasai laki-

laki, yang secara popular dikenal dengan peradaban patriarkhi. Oleh karena itu,

maka akan menjadi kesalahan besar apabila ingin memosisikan perempuan

dalam setting budaya seperti itu kedalam setting social dan budaya modern

seperti sekarang ini. Kenyataan dewasa ini memperlihatkan  bahwa pandangan

mengenai kehebatan laki-laki dan kelemahan perempuan dari sisi intelektual dan

profesi tengah digugat dan diruntuhkan, meski tangan hegemonik laki-laki masih

berusaha (melalui kesadaran atau tidak) untuk tetap mempertahankan

superioritas dirinya.24

Menurut Nasarudin Umar, bahwa kepemimpinan dalam keluarga

merupakan sesuatu yang given untuk suami. Alasan utama mengapa suami

dengan sendirinya sebagai pemimpin keluarga adalah karena adanya fadl

(kelebihan) yang dimilikinya atas wanita, yang dianggapnya sebagai sesuatu

yang mutlak. Di samping itu, infaq atau pemberian nafkah yang dibebankan

24 Secara bahasa, gender dalam al-Qur’an  mempunyai makna yang sangat signifikan untuk
diluruskan. Misalnya kata rijāl (laki-laki) dikaitkan dengan nisā’ (perempuan). Kata nisā
dikonotasikan sebagai feminine, domestikal dan lemah lembut, sementara kata rijāl bisa dimaknai
orang yang berjalan kaki (sebagaimana penjelasan surat al-Baqarah ayat 239 dan rurat al-Hajj ayat 27).
Maka makna sosiologisnya, rijāl atau otang yang berjalan kaki itu berjalan (bergerak) dan berusaha
diruang public, sedangkan perempuan tinggal di rumah. Mufidah, Isu-Isu Gender Kontemporer dalam
Hukum Keluarga, (Malang: UIN- Maulana Malik Ibrahim, 2010), h. 22
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kepada lelaki atas isteri dan anggota keluarga yang lain juga sebagai alasan

mengapa mereka (suami) yang harus memegang kekuasaan dalam keluarga.25

Kalau kepemimpinan itu mutlak milik laki-laki, akan terjadi bahwa

pemimpin tidak memiliki kriteria sebagai pemimpin. Akibatnya, kepemimpinan

keluarga tidak dapat berjalan dengan baik. Hal ini akan berbeda jika

kepemimpinan didasarkan atas kriteria fadl dan infaq. Dengan memiliki fadl dan

infaq seorang pemimpin akan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Fadl

lebih tepat diartikan sebagai kelebihan sebagian manusia atas sebagian yang lain,

karena ayat tersebut tidak secara tegas menyebutkan laki-laki atas wanita.

Mengenai posisi kepala rumah tangga, sebenarnya Islam memberi

posisi yang sama kepada suami maupun isteri. Masing-masing menduduki posisi

kepala rumah tangga, hanya bidangnya berbeda sesuai dengan kodratnya. Laki-

laki memegang urusan keluar, sedang isteri memegang urusan ke dalam.

Sungguh ini merupakan aturan modern yang dimuat oleh prinsip-prinsip

manajemen modern, yaitu ”the right man in the right place”, di samping adanya

pembagian tugas pekerjaan secara spesifik.

Secara umum lelaki mempunyai kelebihan dibanding perempuan,

namun hal ini tidak bisa menggeneralisir adanya hak memimpin di tangan lelaki.

Tidak menutup kemungkinan seorang isteri yang lebih banyak berperan dalam

keluarga. Dia lebih berkompeten memimpin keluarga karena faktor fadhl dan

25 Nasaruddin Umar, dkk, Bias Jender dalam Pemahaman Islam, (Yogyakarta: Gama Media,
2002), h. 86.



220

kemampuannya menanggung beban ekonomi keluarga. Oleh karena itu,

perempuan juga bisa menjadi pemimpin keluarga. Akan tetapi Islam sangat

mengedepankan asas musyawarah, sehingga siapa pun yang memimpin keluarga

hendaknya di antara keduanya terjalin komunikasi yang baik. Sebab pada

dasarnya sakinah, mawaddah dan rahmah yang diharapkan dalam sebuah ikatan

pernikahan.

Nasaruddin Umar lebih menekankan dari sisi penafsiran, bahwa laki-

laki dan perempuan adalah mitra yang mampu bekerjasama dan saling

membantu antara yang satu dengan yang lainnya. Bahkan beliau menegaskan

bahwa suami maupun isteri sama-sama memiliki hak untuk menjadi pemimpin

rumah tangga apabila isteri memiliki fadl yang berperan dalam urusan publik,

namun beliau juga menegaskan bahwa siapaun yang menjadi kepala rumah

tangga hendaknya mengedepankan prinsip sakinah, mawaddah wa rahmah untuk

menjaga keberlangsungan rumah tangga.

Menurut Asghar Ali Enginer, keunggulan laki-laki adalah keunggulan

fungsional, bukan keunggulan jenis kelamin. Pada masa ayat diturunkan, laki-

laki bertugas mencari nafkah,  dan perempuan di rumah menjalankan tugas

domestik, karena keadaan social perempuan saat itu masih rendah, maka tugas

untuk mencari nafkah adalah sebuah keunggulan. Oleh itu kepemimpinan suami
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atau isteri bersifat kontekstual, bukan normatif. Apalagi konteks sosialnya

berubah, doktrin itu dengan sendirinya juga akan berubah.26

Yunahar Ilyas sebenarnya memberikan kritikan kepada mufassir

maupun para feminis muslim termasuk Asghar Ali Enginer, memfokuskan pada

pembahasan tentang keunggulan laki-laki yang disebutkan  secara langsung,

namun mengabaikan kandungan ayat secara keseluruhan. Selain menyebutkan

bahwa laki-laki adalah qawwamun atas kaum perempuan, ayat juga memberikan

kewenangan kepada suami untuk menjatuhkan saksi  kepada isteri yang nisyuz.

Kewenangan tersebut merupakan kewenangan posisi struktural suami. Apalagi

pada bagian ayat secara eksplisit pada bagian akhir ayat disebutkan kata ta’at

isteri kepada suami. Selain itu secara filosofis, alternatif yang paling rasional dari

semua alternative kepemimpinan dalam rumah tangga adalah kepemimpinan

suami, bukan kepemimpinan isteri kolektif atau kepemimpinan berdasarkan

keunggulan fungsional suami atau isteri.27

Menurut Mansour Fakih, suatu ketidakadilan harus mendapatkan tindak

lanjut, misalnya dengan cara kampanye kesadaran kritis dan pendidikan umum

masyarakat untuk menghentikan berbagai bentuk ketidak adilan gender. Upaya

strategis itu perlu dilakukan dengan berbagai langkah pendukung, seperti

melakukan studi tentang berbagai bentuk ketidakadilan gender dan

manifestasinya baik di masyarakat, Negara maupun dalam rumah tangga.

26 Yunahar Ilyas, Feminisme Op.Cit., h. 147
27 Yunahar Ilyas, Feminisme Op.Cit., h. 150
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Bahkan kajian ini selanjutnya dapat dipakai untuk melakukan advokasi guna

mencapai perubahan kebijakan, hukum dan atauran pemerintah yang dinilai tidak

adil terhadap kaum perempuan.28

Mansour Fakih lebih menekankan pada sikap bagaimana menanamkan

serta merubah gaya hidup masyarakat kita saat ini agar terbangun sebuah kultur

baru yang bersifat bilateral (anggapan sama ketika seseorang memiliki anak laki-

laki dan perempuan), sehingga kebiasaan atau penafsiran dan pemahaman serta

sikap terhadap anak laki-laki sama dengan perempuan, agar dapat terwujud

sebuah keadilan gender.

Kemudian Mansour Fakih menyatakan tentang pandangan kaum

perempuan yang menentang feminism. Tetelah mereka berhasil mendobrak

posisi perempuan dari rumah tangga menjadi wanita karir, ternyata perjuangan

itu sendiri justru menimbulkan bencana bagi mereka sendiri. Mereka menderita

secara fisik maupun batin, karena diberi terlalu banyak equality.29

Masdar Farid Mas’udi memandang hak istri untuk mendapatkan nafkah

dan jaminan kesejahteraan dari suami, di samping karena secara normatif telah

disebutkan dalam nas (al-Qur’an dan hadis), juga karena istri mempunyai peran

dan tanggung jawab yang cukup besar dalam reproduksi dan pengelolaan rumah

tangga. Dan adalah tidak adil jika perempuan atau istri dibebani pula dengan

masalah pembiayaan hidup (untuk keperluan makan, tempat tinggal, pakaian,

28 Mansour Fakih, Analisis Gender, Op.Cit.,, h. 157
29 Mansour Fakih, Analisis Gender, Op.Cit., h. 157
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kesehatan, dan sebagainya). Maka sudah selayaknya suami memikul tanggung

jawab tersebut.

Masdar Farid Mas’udi mengenai hak dan kewajiban serta nafkah suami

terhadap isteri justru sepakat dengan undang-undang, dalam artian bahwa

kesetaraan serta keadilan gender tidak dalam semua konteks, namun ada batasan-

batasan yang dapat disamakan dan yang tidak termasuk dalam pemberian nafkah

maupun hak dan kewajiban suami isteri.

Prinsip mendasar dalam menetapkan nafkah suami kepada istrinya

adalah dalam rangka menjaga anggota keluarga terbebas dari keterlantaran.

Sehingga dalam soal jumlah nafkah yang harus diberikan penulis cenderung

kepada pendapat yang mengatakan bahwa hal itu sangat tergantung kepada

kebutuhan rumah tangga (istri dan anak-anak) di satu pihak dan kemampuan

suami di lain pihak. Akan tetapi, jika sampai keluarga terlantar karena suami

tidak memperhatikan kewajiban nafkahnya, istri dapat mengajukan gugatan cerai

(jika keadaan benar-benar memaksanya).30

Musdah Mulia berpendapat bahwa undang-undang dan Kompilasi

Hukum Islam dijelaskan bahwa suami adalah kepala rumah tangga dan istri

adalah ibu rumah tangga, kalau dilihat bahwa pasal ini mendomistikkan peran

perempuan pada sector rumah tangga pada perempuan, perempuan hanya bekerja

di wilayah domistik, laki-laki memimpin dan perempuan dipimpin, padahal

30 Masdar F. Mas’udi, Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqih
Pemberdayaan, (Bandung : Mizan, 1997), h. 115



224

kenyataannya banyak dalam sektor yang lain bahwa perempuan justru lebih

unggul di bandingkan peran laki-laki.31

Musdah Mulia lebih kepada pemahaman kontekstual, bahwa

kenyataannya tidak semua laki-laki mampu berperan melebihi peran perempuan,

maka dalam hal ini tidak dapat dipaksakan bahwa suami harus menjadi kepala

rumah tangga dan isteri sebagai ibu rumah tangga, bisa dimungkinkan ternyata

istri lebih mampu disektor publik, maka isteri akan dapat memegang peran

pemimpin dalam rumah tangga.

Menurut Ratna Bantara Munti, pada dasarnya konsep hubungan suami

dan istri yang ideal menurut Islam adalah konsep kemitrasejajaran atau

hubungan yang setara. Sebagaimana yang disebutkan Allah dalam firman-Nya:

      
Artinya: ….. mereka (perempuan) adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah

pakaian bagi mereka (perempuan). (QS. Al-Baqarah/2: 187)

Yang ingin dikatakan melalui ayat ini (ideal moralnya) adalah bahwa

pada prinsipnya posisi laki-laki maupun perempuan adalah setara. Prinsip

kesetaraan ini selaras dengan bunyi ayat berikut:

                        
    

Artinya: “Barang siapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki
maupun wanita sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu masuk

31http://islamlib.com/kajian/fikih/siti-musdah-mulia-kompilasi-hukum-islam-sangat-konservati
f/, diunggah pada tanggal 11 April 2017
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ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun”. (QS.
An-Nisa’/4: 124)

Islam memberikan pembedaan (distinction), bukan perbedaan

(Discrimination) antara laki-laki dan perempuan. Dasar pembedaan tersebut

didasarkan atas kondisi objektif, fisik-biologis perempuan yang ditakdirkan

berbeda dengan laki-laki. Jadi pada asasnya pembedaan tersebut hanya bersifat

kodrati dan alamiah yang oleh kalangan feminis disebut dengan sex. Islam tidak

mengakui adanya diskriminasi peran antara laki-laki dan perempuan, baik dalam

lapangan pendidikan, ekonomi, sosial maupun politik.32

Begitu juga Ratna Bantara Munti memberikan komentar yang sama,

bahwa pada prinsipnya bahwa pada dasarnya laki-laki dan perempuan

merupakan kemitraan, yang posis mereka adalah sama, hanya di bidang seks saja

yang membedakannya bukan dalam wilayah gender.

Dari uraian tentang hak dan kewajiban yang berkeadilan gender, dapat

dikelompokkan menjadi dua, pertama adalah kelompok tekstual modern yaitu

Nasaruddin Umar, Husein Muhammad dan Mansour Fakih, Masdar Farid

Mas’udi, yang ebih konsentrasi pada pemahaman teks, namun juga difahami

secara integrasi terhadap kontek saat ini. Sedangkan kedua adalah kelompok

moderat progresif yaitu Syafiq Hasyim Musdah Mulia dan Ratna Bantara Munti,

kelompok ini lebih progresif, serta lebih konsentrasi serta peka terhadap wilayah-

32http://bocah-sinau.blogspot.co.id/2011/03/kesetaraan-dan-kemitraan-dalam-rumah.html,
diunggah pada tanggal 11 April 2017
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wilayah terkait isu-isu ketidak adilan gender, khususnya dalam hak dan

kewajiban suami isteri, dan bahkan mulai menyentuh secara langsung pada kritik

undang-undang.

Menurut penulis, sebenarnya secara umum bahwa undang-undang

perkawinan di Indonesia sudah cukup bagus dalam menyikapi hak dan

kewajiban suami isteri, asalkan tidak difahami secara kaku, termasuk jika

dikaitkan dengan pasal-pasal lainnya dimana perempuan diberikan porsi yang

sama dengan laki-laki, seorang pemimpin dalam rumah tangga adalah suami,

sebagaimana pendapat pada mufassir klasik maupun kontemporer, seperti

Quraish Shihab, Hamka, termasuk Yunahar Ilyas, seorang perempuan dapat

menjadi pemimpin rumah tangga dikala suaminya sudah meninggal, yaitu untuk

memimpin anak-anaknya, begitu juga seorang wanita dapat memberi nafkah

secara mutlak kepada anak-anaknya dikala suaminya telah meninggal.

B. Rekontruksi Undang-Undang Perkawinan di Indonesia tentang Hak dan

Kewajiban Suami Isteri

Perubahan atau reformasi hukum dibidang perkawinan menjadi salah satu

agenda besar bagi kelompok perempuan dari zaman kolonial hingga saat ini,

khususnya bagi para pelopor feminis Indonesia. Belajar dari pengalaman

sebelumnya, siapaun yang ingin melakukan perubahan, khususnya terhadap

kebijakan perkawinan, akan menghadapi tantangan yang sangat besar terutama

dari kelompok mayoritas di Indonesia (Islam). Oleh sebab itu diperlukan
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persiapan yang matang dan upaya ekstra keras menuju suatu perubahan hukum

yang dikehendaki.

Pada anak laki-laki ditanamkan perasaan superioritas dan harapan di

masa depan kelak menjadi figur pemimpin, setidaknya dalam keluarganya. Nilai-

nilai ini mendapat legitimasi dan bahkan bisa dikatakan bersumber dari ajaran

agama, terutama agama Islam yang dipeluk oleh mayoritas penduduk Indonesia

yang kental dengan bias patriarkhinya. Ini tercermin dalam undang-undang yang

pada dasarnya mengambil begitu saja norma-norma yang ada di masyarakat

berkaitan dengan pembakuan peran, sehingga semakin mengukuhkan dan

melestarikan polarelasi gender yang timpang di masyarakat.

Maka sangat penting dalam mensosialisasikan ajaran-ajaran agama Islam

mencoba menghindari reinterprestasi atas teks-teks keagamaan. Sekalipun ada

dianatara institusi yang membuka peluang untuk kiprah perempuan diranah

publik, perannya diranah domestik tetap dianggap sebagai kewajiban utama yang

tidak bisa ditinggalkan. Selain itu, untuk mempercepat proses perubahan hukum,

advokasi legislasi ditempuh, anatara lain dengan melakukan perencanaan

perundang-undangan tentang rekontruksi peraturan perundang-undangan tentang

hak dan kewajiban suami isteri.

Perempuan masih saja diposisikan lemah dalam keluarga, terutama

hubungan perkawinan. Baik yang berlandaskan aturan agama maupun negara,

belum berpihak pada keadilan, terutama atas hak perempuan sebagai dirinya

maupun isteri. Dengan menikah, tubuh perempuan menjadi milik suami, isteri
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harus mengikuti apa kata suami dalam rumah tangga. Penetapan usia pernikahan

juga belum berpihak pada hak keadilan perempuan. Maka hukum negara (hukum

positif) dan hukum agama (hukum normatif) perlu dibahas bersama. Pendekatan

sesuai konteks sosial masyarakat perlu dilakukan dengan melibatkan aktivis dan

pemikir progresif untuk melakukan perubahan, yakni hukum yang lebih

berkeadilan terhadap perempuan.

Hukum perkawinan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menjadi

salah satu produk prioritas yang perlu direvisi. Tujuannya untuk memberikan hak

dan keadilan atas perempuan sebagai dirinya dan isteri. Perubahan harus dimulai

dari negara. Mulai dari Mahkamah Konstitusi yang lebih bisa memberikan ruang

bagi pakar dengan berbagai perspektif untuk memberikan argumennya dalam

me-review produk hukum, kemudian peran legislator dan eksekutif.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 semangat awalnya

dimaksudkan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan,  namun dilihat

dari materi pasal-pasalnya, terdapat ambivalensi yang cukup mendasar dan

kembali mempertegas subordinasi perempuan (isteri), beberapa pasal justru

melegalkan adanya domestikasi dan stigma atas jenis kelamin tertentu yang

memunculkan diskriminasi dan bias gender beberapa hal yang mendapat

perhatian khusus dalam materi undang-undang ini adalah:

1. Domestika dan streotipe

Pasal 31 ayat 1 terdapat ketentuan yang memposisikan laki-laki

sebagai figur sentral dalam keluarga, yaitu sebagai kepala rumah tangga yang
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memutuskan hal-hal terkait kepemimpinan sedangkan isterinya adalah ibu

rumah tangga yang harus selalu menjalankan tugas domestik yaitu urusan

rumah tangga praktis meskipun dalam kenyataan isteri telah bekerja dan

memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

2. Beban ganda

Selain masalah domestikasi dan stereotype dalam dalam beberapa

pasal undang-undang ini juga mengisyaratkan adanya pemberian beban ganda

kepada salah satu jenis kelamin. Seperti yang terdapat dalam pasal 34 ayat (1)

“suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan

hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”, jelas dalam ayat ini

seorang suami wajib memberikan perlindungan dan diharuskan memberikan

semua keperluan hidup rumah tangga, sebuah posisi yang sebenarnya bukan

menjadi wilayah baku dalam kehidupan dibakukan dengan ayat ini sehingga

jika seorang suami tidak bisa melakukan maka ia telah gagal menjalankan

kewajibannya.

Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan “isteri wajib mengatur urusan

rumah tangga sesuai kemampuannya” hampir sama dengan permasalahan ayat

(1) ayat ini akan berimplikasi pada pemberian beban ganda  jika diterapkan

pada keluarga dalam kondisi ekonomi yang berbeda misalnya jika seorang

isteri juga bekerja. Pasal ini membakukan peran domistik dalam rumah tangga

pada perempuan, sedangkan peran publik dibebankan kepada laki-laki. Laki-

laki adalah pemimpin, sedangkan perempuan adalah yang dipimpin. Padahal
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kenyataan di masyarakat tidak selamanya demikian, pasal ini cenderung

memiliki akses negatif terhadap beberapa dimensi social rumah tangga karena

memberikan celah untuk saling menuntut peran yang seharusnya bisa

dilakukan dengan fleksibel.

Pada ayat selanjutnya (3) “jika suami atau isteri melalaikan

kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepengadilan”,

justru memberikan celah yang sangat terbuka bagi terjadinya perceraian,

sebenarnya permasalahannya dalah berawal dari pembakuan peran yang tidak

responsive gender. Jika pasal sebelumnya lebih bersifat universal dan tidak

menunjukkan pembakuan peran, maka celah untuk menjalankan ketentuan

ayat (3) ini akan berkurang dan itu menjadi idealita sebuah perkawinan.

Menurut teori gender, tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam

undang-undang perkawinan di Indonesia terdapat beberapa pasal yang perlu

direkontruksi kembali yaitu Pasal 31 ayat (3), Pasal 34 ayat (1) dan (2), yang

dianggap bertentangan dengan keadilan gender, dan bahkan dianggap bias

gender, padahal tidak menutup kemungkinan bahwa isteri dapat juga melakukan

peran suami, seperti memimpin rumah tangga, berperan seperti suami, dan

bahkan mampu mencari nafkah.

Pasal 31 ayat (3), suami adalah kepala rumah tangga dan isteri adalah ibu

rumah tangga. Begitu juga dikukuhkan dalam Kompilasi Hukum Islam pada

pasal 79, bahwa (1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Walaupun kemudian dalam pasal 80 ditegaskan bahwa (1) Suami adalah
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pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal

urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.

Pasal ini juga terkesan prioritas suami masih dianggap dominan, walaupun

kemudian pada kalimat terakhir ditekankan bahwa mengenai hal-hal urusan

rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama. Maka

perlu direkontruksi menjadi “suami dan isteri memiliki peran yang sama dalam

rumah tangga”. Dalam artian bahwa kedudukan suami isteri harus disamakan

dalam rumah tangga, sehingga tidak terkesan bahwa isteri hanya mampu bekerja

sebagai ibu rumah tangga yang beban kerjanya lebih berat tapi nilai martabatnya

dianggap lebih rendah.

Pasal 34 ayat (1) suami wajib melindungi isterinya dan memberikan

segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya,

pada ayat (2), isteri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

Kemudian dikokohkan kembali pada Kompilasi Hukum Islam, pada pasal 80

ayat (2) Suami wajib melidungi isterinya dan memberikan segala sesuatu

keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (3) Suami wajib

memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan

belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

(4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung; a. nafkah, kiswah dan

tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya

pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendididkan bagi anak. (5) Kewajiban

suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai
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berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya. (6) Isteri dapat

membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut

pada ayat (4) huruf a dan b. (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5)

gugur apabila isteri nusyuz.

Pada pasal 81 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) Suami wajib

menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri

yang masih dalam iddah. (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak

untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah

wafat. (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-

anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram.

Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan,

sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga. (4) Suami wajib

melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan

dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan

rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Disisi lain pasal ini sudah memberikan hak pendidikan terhadap istrinya,

namun disisi lain terkesan superior suami masih terlihat jelas lebih dominan

menentukan dan bertanggungjawab atas semua kebutuhan isteri, padahal bisa

jadi isteri sudah mampu membiayai kehidupan sendiri, atau mampu melanjutkan

pendidikan dengan hasil yang didapatkan isteri, sehingga suami tidak secara

mutlak harus memenuhi kebutuhan isteri secara keseluruhan, karena bisa jadi

peranan suami justru dilakukan isteri, yaitu diwilayah publik dan suami
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melakukan hal yang domistik. Maka, pasal ini perlu direkontruksi “suami dan

isteri wajib saling melindungi serta saling memenuhi kebutuhan rumah tangga

sesuai dengan perannya”. Sehingga tidak secara mutlak bahwa suatulah yang

wajib bekerja dan isteri dilarang untuk bekerja, karena dianggap lemah dan tidak

mampu mencari nafkah, yang kenyataannya tidak sedikit seorang isteri yang

mampu mencari nafkah, yang dalam hal ini tentu suami tidak secara mutlah

harus memberikan atas segala sesuatu keperluan rumah tangga. Dalam ayat ini

perlu direkontruksi “suami dan isteri wajib saling mengatur rumah tangga dan

saling memusyawarahkan urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Bahwa

urusan rumah tangga bukanlah secara mutlak selamanya menjadi tanggungjawb

isteri, bisa jadi di posisi tertentu suami juga dapat mengemban kewajiban isteri,

yaitu memelihara dan menjaga rumah dikala isteri justru yang mampu mencari

nafkah di wilayah publik.

Peran Kompilasi Hukum Islam diatas hanya sebagai penjelas terhadap

pasal-pasal yang ada dalam undang-undang perkawinan tentang hak dan

kewajiban suami isteri, kedua sebagai penguat isi dari pasal-pasal tertentu dan

tanpa merubah, apalagi merekontruksi atau bahkan mendeskontruksikan. Maka

dalam teori gender perlu adanya penyetaraan secara merata antara beban suami

isteri dalam rumah tangga.

Dalam konteks Kompilasi Hukum Islam di atas, yang disinyalir

mengadopsi fikih klasik terkait hak dan kewajiban suami isteri, dan lebih khusus

terkait kepemimpinan rumah tangga, tanggungjawab memberi nafkah dan
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memenuhi kebutuhan keluarga, baik berupa makanan, minuman ataupun pakaian

adalah tanggungjawab pihak laki-laki (suami) dan bukan tanggungjawab

perempuan. Namun pada era modern, seperti sekarang ini,  banyak sekali

perempuan yang bekerja di banyak sector kehidupan, berkarir diluar rumah, dan

bahkan tidak sedikit perempuan yang perekonomian suaminya sudah cukup

untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, masih bekerja di luar rumah

(disektor publik).

Menurut penulis, sebenarnya tidak harus dirubah secara keseluruhan,

hanya saja Kompilasi Hukum Islam belum mampu menghadirkan penjelasan

yang lebih, sehingga masih terkesan menjelaskan dan memperkuat, dan belum

mampu menghadirkan pasal-pasal baru yang seirama namun terkesan

memberikan sentuhan baru yang berkeadilan gender pada pasal-pasal tertentu.

Walupun pada dasarnya pasal-pasal yang mengatur hak dan kewajiban suami

isteri sudah setara, jika dicermati dengan kacamata lain yang kemudian

dipandang secara letur dan arif serta bijak, walaupun tidak harus setara secara

mutlak, karena ketika justri isteri terbebani dengan urusan-urusan publik, akan

semakin menyulitkan wanita itu sendiri.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari disertasi rekontruksi undang-undang perkawinan di

Indonesia dan keadilan gender adalah:

1. Hak dan kewajiban yang terdapat dalam undang-undang perkawinan di

Indonesia masih bersifat ambigu ambivalen, disatu sisi menunjukkan

kesetaraan mengakui legal capacity kaum perempuan (isteri), namun di sisi

lain justru tidak konsisten dan tidak mendukung antara satu pasal dengan pasal

lainnya, justru mengukuhkan peranan berdasarkan jenis kelamin (sex roles)

dan pelabelan (stereotope) terhadap perempuan dan laki-laki dengan membagi

secara kaku peran perempuan disektor domistik dan peran laki-laki disektor

publik. Pada Pasal 30, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 32 ayat (1) dan ayat

(2) dan Pasal  33, secara eksplisit sebenarnya sudah menegaskan prinsip

persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Pasal 31 ayat (3), Pasal

34 ayat (1) dan (2), justru kembali menujukkan ketidak setaraan. Padahal tidak

menutup kemungkinan adanya peralihan peran. Istri tidak selamanya di rumah,

begitu pula suami tidak harus selalu mencari nafkah.

2. Pasal 31 ayat (3), suami adalah kepala rumah tangga dan isteri adalah ibu

rumah tangga. Perlu direkontruksi menjadi “suami dan isteri memiliki peran

yang sama dalam rumah tangga”. Pasal 34 ayat (1) suami wajib melindungi

isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga

235
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sesuai dengan kemampuannya, pasal ini perlu direkontruksi “suami dan isteri

wajib saling melindungi serta saling memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai

dengan perannya”. Pada ayat (2), isteri wajib mengatur urusan rumah tangga

dengan sebaik-baiknya. Dalam ayat ini perlu direkontruksi “suami dan isteri

wajib saling mengatur rumah tangga dan saling memusyawarahkan urusan

rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

B. Rekomendasi

Berdasarkan analisa di atas, maka perlu kiranya penulis memberi

rekomendasi tentang rekontruksi undang-undang perkawinan di Indonesia dan

keadilan gender bahwa:

1. Teori gender adalah salah satu teori kritis terhadap fenomena yang berkenaan

dengan isu-isu bias gender, khususnya tentang hak dan kewajiban suami isteri

dalam undang-undang perkawinan di Indonesia yang dianggap tidak setara

dalam pembagian tugas dalam urusan rumah tangga, yang terkesan bahwa

pembagian hak dan kewajiban rumah tangga dalam pasal-pasal tertentu

terkesan ambigo ambivalen, maka perlu direkontruksi agar berkeadilan

gender. Hal ini dibenarkan dalam teori ini, namun menurut penulis bahwa

teori gender bukanlah salah satu teori yang mutlak, karena teori gender

merupakan salah satu teori sosial, di satu sisi dibenarkan karena secara ilmiah,

namun itu bersifat amergency exit (solusi darurat), atau bersifat kasuistik dan

tidak universal.

2. Hendaknya kesetaraan tidak dijadikan sebagai alasan pembenar untuk berbuat

semena-mena dalam rumah tangga. Yang terpenting dalam sebuah ikatan
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perkawinan adalah tercapainya misi sakinah, mawaddah wa rahmah. Suami

dan isteri harus bersikap bijaksana, dewasa dan memikirkan masa depan

keluarganya. Nilai-nilai keadilan dan kebenaran, harus mendasarkan kepada

ajaran Islam, merujuk kepada prinsip-prinsip al-Qur’an dan al-Sunah, tidak

bersikap chaivinistik (hanya menekankan kekuatannya perempuan dengan

hanya mengabaikan potensi kekuatan laki-laki dan bahkan meruntuhkannya)

sebab laki-laki dan perempuan sebenarnya diciptakan sebagai mitra sehingga

dapat saling melengkapi satu sama lain dan hidup secara harmonis, tentu kita

harus mempertimbangkan kontek sosio kultural pada waktu itu dan konteks

kekinian untuk melakukan kontekstualisasi doktrin Islam.
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